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.

BUPATI KAPUAS,

hahwa sesuni kelentluan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentung Sislem Pervncanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal
23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Kvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
Pagnl 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pcrencanaan, Pengendalian dan
Kvaluasi Pembuangunan  Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah lentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah dan Rencana
Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah, sertn Tata Cara
Periihanhan Rencann Pemnbangunan Jangka Panjang Dacrah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dun
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Dacrah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan
Kepula Dueral,

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (RKPD)
Kabupalen Kapuas Tahun 2023 disusun secara konkrit dan
sistematis berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan
Peinbangunan (Musrcnbang) RKabupaten Kapuas Tahun
2022 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD)
Tahun 2023 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023,

bahwa berdasarkan Sural Kepala Bappedalitbang Provinsi
Kalimantan Tengah  Nomor 050/450.c/11/Bapplitbang
tanggal 23 Juni 2022 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan
Akhir RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2023,




Mengingal

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, scrta dalam rangka
menjamin keseclarasan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pecngawasan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Dacrah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat [I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penangunan Pandemu Corona Virus Disease 2019 {(COVID-

19) dan/atau dalam Rangka Mcnghadapr Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
6489),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Percncanaan Pembangunan WNasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);




10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

67957);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pcmbangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
gebagaimana (elsh diubaly dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 6042);




12.

13.

14.

10.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) secbagaimana tclah diubah

dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahh Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyclenggaraan Pemerintadn Daeral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangkan Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek  Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2016 Nomor
4) schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraluran Presiden Nomor 3 ‘Tahun
2016 tentang Percepalanr Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 59);
Peraturan Meniert Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20105

tentang Pembentukan Praduk Hukim  Daerah  (Heria
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tenlang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Numor 157);




20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendahan, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Membangunan Jangka Mencngah Dacrah, scria Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rcncana Kerja Pemcrintah Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Pecraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Anggaran Dacrah Tahunan (Berita Negara Rcepublik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kclurahan
(Berita Negara Republik Indanesia Tahun 2019 Nomor 139);

23. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodehkas:, dan
Nomenklatur Pcrencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

25. Peraturan Mentenn Dalam Negenn Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pclaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyclenggaraan Pemcerintahan Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

26. Pecraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang PPencrapan Standar Pelayanan Mimimal (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Kahmantan Tengah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembanpunan Jangks
Meneugaly Dacralh Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2021-2026;

29, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16
Tahun 2022 tcntang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;




Menetapkan

30.

PERATURAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunun Jangka Menengah Dacrah
Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 53
sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2022 lenlang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupalen Kapuas
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas
Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

> W

(1)

Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan unsur pemerintahan yang — menjadi
kewenangan dacrali olononm.

Bupati adalah Bupali Kapuas.
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjuthya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
vang berkedudukan scbagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Dactah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah

Perangkat Dacrah Kabupaten Kapuas.
Rencuna  Kerja Pemerintah  Daerah  yang  sclanjutnya

disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2023.

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2023 dan Rencana Kernja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.




(2)

(3)

(4)

RKPD yang dimaksud adalah dokumen perencanaan tahun
2023 yang merupakan penjabaran dar RPJMD. Pemerintah

Daerah menyusun RKPD Tahun 2023 melakukan pemetaan
program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan
pcrundang-undangan, hasil pemectaan menjadi bagian
muatan pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD

Kabupaten Kapuas.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai
berikut :

a. Bab | : Pendahuluan;

b. Bab li : Gambaran Umum Kondisi Dacrah;

c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan
Daerah;

d. BabIV - Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah;

c. BabV : Rencana Kerja dan Pendanaan
Daerah:;

{. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah; dan

g. Bab VII : Penutup.

Lampiran  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menguraikan Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu
masing-masing program dan Kkegiatan vyang akan
dilaksanakan pada tahun 2023, yang diusulkan melalui
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD)
Kabupaten Kapuas Tahun 2023.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan
setiap Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Kapuas unfuk

memlinalkan rancangan Renja Perangkat Dacrah tahun 2023
dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
serta Priorilas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran 2023.




Pasal 4

Dalam hal RKPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Kabupaten dengan DPRD tentang Kebijakan Umum
(KUA) Tahun Anggaran 2023 scrla Priontas dan Plalon Anggaran
Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023, maka
Pemerintah Kabupaten menggunakan Program dan Kegiatan
hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten

dengan DPRD.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di1 Kuala Kapuas
angeal & Jul 2022

} "

j KAPUAS,
R S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal ( Julu 2022

UPATEN KAPUAS,

¢y |
‘ ..‘v’/ -
NALED }
\ \_DAERAH

BRITA DAERA}/KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR Y3~
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan
Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangkapenyelenggaraan
pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yangmelibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang
ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu
20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja
Perangkat Daerah, juga berpedoman Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah. RKPD Kabupaten Kapuas disusun berpedoman
pada RPJMN tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, Rancangan RKP
Tahun 2023, RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran
pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, dan program prioritas nasional dalam RKP, hasil evaluasi
capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah
periode sebelumnya; hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2021; serta visi, misi,
dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten
Kapuas tahun 2018 — 2023.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang
disusun wuntuk menjamin keterkaitan dan Kkonsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai
penyusunan anggaran. Dokumen RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2023 disusun sesuai
dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16 dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan,;

b. Penyusunan rancangan awal,

C. Penyusunan rancangan;

d. Pelaksanaan Musrenbang
]
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€. Perumusan rancangan akhir;

f. Penetapan.

Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per
tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan
daerah dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat

Daerah. Berikut tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas :

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas

KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

RPJP PEDOMAN RPJM DIUJABARKAN
NASIONAL ’ NASIONAL ' RKP
DIPERHATIKAN I | DIACU/DISERASIKAN
| ¥
PEDOMAN DUJABARKAN
RPJPDAERAH |, |rReMDAERAH | . | RKPD J

I
5 TAHUN

20 TAHUN 1 TAHUN

DIACU

PEDOMAN \ l

RENSTRA RENJA
—
SKPD SKPD
PEDOMAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas
Tahun 2023 meliputi:

1.2 Dasar Hukum

1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
]
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6938);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor21 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun2019 Nomor 187
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor
3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sertaTata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang
Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan

1
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Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahlin 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor
1781);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021-2026;

33. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023;

35. Perturan Bupati Kapuas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2023.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Kapuas tahun 2023 memperhatikan keterpaduannya terhadap
dokumen perencanaan pembangunan daerah (PPD), juga menjabarkan agenda dari
perencanaan pembangunan nasional (PPN) dan perencanaan pembangunan provinsi
(PPP). Mempedomani dokumen-dokumen tersebut dalam penyusunan RKPD dilakukan
dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional
Tahun 2023 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2023. Lebih lanjut, pada
Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa
berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yaitu penyelarasan prioritas
pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda
pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis
nasional lainnya. RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2023 menjadi acuan bagi setiap
PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Disamping itu, RKPD
menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan

1
RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 I-5



Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rujukan dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Keterhubungan tersebut

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

RDIDN

\/

Renstra @=s= RP]MD

RKA-SKPD ™= == =§ Rancangan
v

DPA-SKPD = ADPB]

Dari gambar 1.2. di atas, tampak bahwa sebagai dokumen perencanaan
tahunan, RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2023 disusun dengan menjaga keterkaitan
(linkage) dan konsistensi dengan berbagai dokumen dalam perencanaan pembangunan
daerah dan nasional, serta keterkaitannya dari sisi penganggaran. Keterkaitan dan
konsistensi dimaksud ditunjukkan oleh kebijakan, program, dan kegiatan antar

dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis satu sama lain.

1.4 Maksud dan Tujuan
RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2023 adalah materi dasar penyusunan Rencana

Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk

periode 1 (satu) tahun. Dengan Maksud adalah :

1. Menjabarkan arahan umum RPJPD Tahun 2005-2024 dikaitkan dengan hasil
kajian mengenai isu isu stategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2020;

Mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas
pembangunan daerah;

Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.
Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang
akan dijadikan sebagai salah satu kekuatan pembangunan;

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
]
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Kabupaten Kapuas Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan
merupakan indikasi program APBD Kabupaten Kapuas pada tahun anggaran 2023
mendatang;

2. Tersedianya pedoman umum untuk menetapkan APBD Tahun 2023, berdasarkan

kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan DPRD yang mengacu
pada visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJPD dan RPJMD, dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang berkembang
dan disampaikan melalui lembaga eksekutif dan lembaga legislatif;
Tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi penilaian Kinerja Pemerintah Daerah;
Sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara eksekutif
dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai
melalui APBD pada tahun 2023;

S. Mendorong paritisipasi masyarakat melalui kepastian kebijakan dalam
pembangunan jangka pendek;

Sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023;
Menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam rangka penentuan
kegiatan prioritas.

8. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023;

9. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan
pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat
pemerintahan;

10. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya

dalam pembangunan daerah;

1.5 Sistematika Dokumen RKPD
Dokumen RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2023 ini terdiri dari 7 (tujuh) bab,
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan
tujuan.
BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan (2020) serta
permasalahan pembangunan daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan

1
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ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah
dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan
ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah
beserta kerangka pendanaan.

BABV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
tahunan, dan kedudukan tahun rencana (RKPD). Rencana program
dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan
masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan daerah merupakan upaya optimal dari pemerintah daerah dalam
mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yakni menyejahterakan masyarakat secara
adil, makmur, dan merata. Dalam pelaksanaan pembangunan, dirumuskan berbagai
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan melalui penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan. Berbagai
kebijakan, program dan kegiatan tersebut dirumuskan melalui serangkaian tahapan
perencanaan yang berdasar pada data dan informasi pembangunan sebagai pijakan
utama dalam menentukan kebijakan. Data dan informasi yang relevan akan sangat
membantu dalam ketepatan pemilihan kebijakan sehingga meminimalisir kesalahan
dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan. Data dan informasi awal yang
dibutuhkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 adalah
data tentang gambaran umum pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kapuas yang
komprehensif dan terstruktur sebagai langkah awal bagi stakeholders dalam

menetapkan suatu kebijakan pembangunan.

Saat ini, Kabupaten Kapuas menyusun perubahan perencanaan jangka
menengah. Salah satu poin penting dalam perumusan berbagai kebijakan dalam
perubahan rencana pembangunan adalah ditelaahnya berbagai data dan informasi
pembangunan sebelumnya yang merupakan salah satu komoditi utama dalam
perumusan kebijakan pembangunan daerah agar terjaga relevansi antara program dan
kegiatan pembangunan dengan permasalahan yang ingin dihadapi. Ketepatan rumusan
dalam memilih kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode pembangunan harus
terimplementasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagai acuan
perumusan perubahan kebijakan pembangunan ini, maka disusunlah gambaran umum
kondisi daerah Kabupaten Kapuas sebagai potret dari hasil pembangunan daerah selama
ini yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat,

aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, yang tersaji sebagai berikut:

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

Data dan informasi pembangunan merupakan potret hasil pembangunan periode
sebelumnya yang terangkum dalam gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kapuas.
Gambaran umum kondisi daerah terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek
kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat
aspek tersebut diturunkan menjadi fokus-fokus pembangunan daerah sebagai bagian
dari capaian kinerja pembangunan daerah. Untuk memahami lebih lanjut berbagai
potensi dan kinerja pembangunan selama ini, berikut gambaran umum Kabupaten

Kapuas dari berbagai aspek.

1 ——
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2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis aspek geografi dan demografi Kabupaten Kapuas dilakukan untuk
memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi
pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek geografi
merupakan informasi spasial dan mendasar tentang bagaimana karakteristik wilayah
Kabupaten Kapuas berperan dalam pembangunan daerah, baik kaitannya dengan luas
dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan lahan untuk
pembangunan daerah. Lebih lanjut, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan
wilayah dan demografi yang mencakup perubahan penduduk, komposisi, dan populasi

masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Kapuas terletak pada 008’ 48”-3027’ 00” LS
dan 11302’ 367-114944’ 00” BT yang secara umum terbagi dalam 2 (dua) bagian,
yakni: daerah sebelah utara (meliputi 6 kecamatan) merupakan daerah dataran
tinggi yang berbukit dengan ketinggian antara 100-500 m/dpl, dan daerah
sebelah selatan (meliputi 11 kecamatan) merupakan daerah pesisir, dataran
rendah dan rawa-rawa dengan ketinggian 0-50 m/dpl. Secara administratif,

batas wilayah Kabupaten Kapuas sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara;

b.  Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Barito Kuala,
Provinsi Kalimantan Selatan;

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau; dan

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi
Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan

Selatan.

Secara yuridis formal, Kabupaten Kapuas dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
Sebagai Undang-Undang. Seiring dengan dinamika pembangunan wilayah dan
aspirasi serta kebutuhan, sejak tahun 2002 Kabupaten Kapuas dimekarkan
menjadi 3 (tiga) kabupaten, yakni: Kabupaten Kapuas (kabupaten induk),
Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas (kabupaten hasil

pemekaran) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002.
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Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Kapuas
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Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Secara umum luas wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas
yaitu 14.999 Km?2 atau 9,77 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan
Tengah. Kabupaten Kapuas terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 17 (tujuh

belas) kelurahan, dan 214 (dua ratus empat belas) desa dengan rincian sebagai

berikut.
Tabel 2.1
Luas Kabupaten Kapuas Menurut Kecamatan
No Kecamatan Luas (Km?) ;?::;:l:a:/f)
1 Kapuas Kuala 360,62 2,40
2 Tamban Catur 66,38 0,44
3 Kapuas Timur 202,00 1,35
4 Selat 111,74 0,74
5 Bataguh 282,26 1,88
6 Basarang 206,00 1,37
7 Kapuas Hilir 91,00 0,61
8 Pulau Petak 135,00 0,90
9 Kapuas Murung 288,45 1,92
10 | Dadahup 202,55 1,35
11 | Kapuas Barat 480,00 3,20
12 | Mantangai 6.128,00 40,86
13 | Timpah 2.016,00 13,44
14 | Kapuas Tengah 1.146,00 7,64
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No Kecamatan Luas (Km?2) ‘l;ielr:;:l:aif/f)

15 | Pasak Talawang 687,00 4,58

16 | Kapuas Hulu 1.274,00 8,49

17 | Mandau Talawang 1.322,00 8,81
Kapuas 14.999,00 100,00

Sumber: Kabupaten Kapuas Dalam Angka, 2021

Secara konektivitas dan aksesibilitas wilayah, seluruh ibu kota kecamatan
dapat dicapai dengan transportasi darat setiap waktu, kecuali daerah Lupak,

Mantangai, Jangkang dan Sei Pinang.
2. Orbitasi

Keadaan orbitasi di Kabupaten Kapuas saat ini yaitu terdapat jarak yang
cukup jauh antara ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten, misalnya Ibu
Kota Kecamatan Mandau Talawang di Sei Pinang (362 Km), Ibu Kota Kecamatan
Kapuas Hulu di Sei Hanyo (342 Km), Ibu Kota Kecamatan Kapuas Tengah di
Pujon (252 Km) dan Ibu Kota Kecamatan Timpah di Timpah (215 Km).

Tabel 2.2
Jarak Antara Ibu Kota Kabupaten Kapuas dan Ibu Kota Kecamatan

No. Kecamatan Ibu Kota Jarak Ke Ibu Kota
Kecamatan Kabupaten (Km)
1 | Kapuas Kuala Lupak Dalam 59,0
2 | Tamban Catur Tamban Catur 47,0
3 | Kapuas Timur Anjir Serapat 21,0
4 | Selat Kuala Kapuas 0,0
S | Bataguh Bataguh 20,5
6 | Basarang Basarang 8,0
7 | Kapuas Hilir Barimba 9,5
8 | Pulau Petak Sei Tatas 16,0
9 | Kapuas Barat Mandomai 23,0
10 | Kapuas Murung Palingkau 25,0
11 | Dadahup Dadahup 48,0
12 | Mantangai Mantangai Tengah 83,0
13 | Timpah Timpah 215,0
14 | Kapuas Tengah Pujon 252,0
15 | Pasak Talawang Jangkang 289,0
16 | Kapuas Hulu Sei Hanyo 342,0
17 | Mandau Talawang | Sei Pinang 362,0

Sumber: Kabupaten Kapuas Dalam Angka, 2021

3.

Topografi

Topografi Kabupaten Kapuas terdiri atas 2 (dua) wilayah, yakni wilayah
bagian utara dan selatan. Wilayah bagian utara merupakan daerah perbukitan,
dengan ketinggian antara 100-500 meter dari permukaan air laut dan
mempunyai tingkat kemiringan antara 8-15 derajat. Sedangkan pada bagian
selatan terdiri dari pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian antara 0-5 meter dari

permukaan air laut yang mempunyai elevansi 0-8 persen serta dipengaruhi oleh
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pasang surut dan merupakan daerah yang berpotensi banjir cukup_.fc)ésar

terutama pada saat air laut pasang/naik.
4. Geologi

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Kapuas dapat dikelompokkan menjadi
4 (empat) ordo, 13 (tiga belas) group, dan 15 (lima belas) sub group macam

tanah. Keempat ordo tersebut adalah: histosol, entisol, inceptisol dan ultisol.
5. Hidrologi

Wilayah perairan di Kabupaten Kapuas meliputi danau, rawa, beberapa
sungai besar dan kanal. Nama dan panjang sungai yang melintasi Kabupaten
Kapuas, yakni:

a) Sungai Kapuas Murung, dengan panjang £66,38 Km.

b)  Sungai Kapuas, dengan panjang +600,00 Km.

c) Daerah pantai/pesisir Laut Jawa, dengan panjang = 37 Km.

Kabupaten Kapuas juga memiliki 4 (empat) buah anjir/kanal, yaitu:

o Anjir Serapat sepanjang +28 Km (menghubungkan Kuala Kapuas menuju
Banjarmasin, wilayah Kalimantan Tengah sepanjang 14 Km dan wilayah
Kalimantan Selatan 14 Km).

o Anjir Kalampan sepanjang 14,5 Km (menghubungkan Kota Mandomai
Kecamatan Kapuas Barat ke Pulang Pisau wilayah Kabupaten Pulang Pisau
mengarah ke Palangka Raya).

. Anjir Basarang sepanjang 24 Km (menghubungkan Kuala Kapuas ke
wilayah Pulang Pisau).

o Anjir Tamban sepanjang +25 Km (menghubungkan Kuala Kapuas menuju
Banjarmasin, wilayah Kalimantan Tengah sepanjang 13 Km dan wilayah

Kalimantan Selatan 12 Km).

6. Klimatologi

Kabupaten Kapuas termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan
temperatur berkisar antara 21-23 derajat Celsius dan maksimal mencapai 36
derajat Celsius. Intensitas penyinaran matahari selalu tinggi dengan sumber
daya air cukup banyak, sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang
menimbulkan awan aktif/tebal. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan
Desember, sedangkan bulan kering/kemarau jatuh pada bulan Juni sampai

dengan Agustus.

Iklim di Kabupaten Kapuas diamati dengan 8 stasiun meteorologi (pos
pengamatan) di Tamban Catur, Bataguh, Basarang, Kapuas Hilir, Pulau Petak,
Kapuas Murung, dan Dadahup. Pada tahun 2020, berdasarkan amatan dari
kedelapan stasiun meteorologi didapatkan hasil bahwa bulan Desember

menjadi bulan dengan hari hujan terbanyak dengan hari hujan terbanyak
]
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berada di Pulau Petak (pos pengamatan Narahan) dengan 199 hari hujar_lwp‘éda

tahun 2020.
Tabel 2.3
Klimatologi Kabupaten Kapuas Tahun 2020
No. Kecamatan e Hari Hujan Curah Hujan
Penakaran
1 | Tamban Catur Tamban Catur 149 3.029,0
2 | Bataguh Bataguh 196 2.986,0
3 | Basarang Basarang 169 2.297,5
4 | Kapuas Hilir Mambulau 182 3.222,3
Anjir Palambang 165 2.452,0
5 | Pulau Petak Narahan 199 3.310,0
6 | Kapuas Murung Mampai 180 2.524,0
7 | Dadahup Dadahup 142 2.837,0

Sumber: Kabupaten Kapuas Dalam Angka, 2021

7. Penggunaan Lahan

Kabupaten Kapuas wilayah selatan (11 kecamatan) memiliki karakteristik
pasang surut (rawa) yang berpotensi untuk lahan pertanian tanaman pangan
dan hortikultura. Sementara wilayah utara (6 kecamatan) dengan karakteristik
berbukit-bukit sangat sesuai untuk lahan perkebunan, kehutanan, peternakan
dan pertambangan. Penggunaan lahan berdasarkan data RTRW Kabupaten

Kapuas, terdiri dari:

a. Kawasan Lindung;
1) Kawasan gambut terdapat di Kecamatan Timpah dan Mantangai seluas
73.200 Ha.
2) Kawasan pelestarian alam, terdapat di Kecamatan Mantangai dan
Timpah seluas 128.296 Ha.
b. Kawasan Budidaya;
1) Pertanian, tersebar di seluruh kecamatan.
2) Perikanan tangkap dan budidaya, tersebar di seluruh kecamatan,
terutama di Kecamatan Kapuas Kuala dan Timpah
3) Perkebunan besar, tersebar di seluruh kecamatan.
4) Kawasan hutan produksi terdapat di Kecamatan Mantangai, Timpah,
Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Kapuas Hulu dan Mandau Talawang.
5) Kawasan pertambangan terdapat di seluruh kecamatan sesuai dengan
jenis dan potensi tambang.
6) Kawasan pariwisata mencakup wisata alam dan wisata buatan yang
tersebar di seluruh kecamatan.
7) Kawasan permukiman terdiri dari kawasan perkotaan dan perdesaan.
8) Kawasan Industri di Batanjung Kecamatan Kapuas Kuala dan cluster

industri tersebar di seluruh kecamatan.
1
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8. Potensi Pengembangan Lahan

Kawasan budidaya adalah kawasan yang dibudidayakan atas dasar kondisi
dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
Kawasan budidaya di Kabupaten Kapuas yang memiliki potensi untuk

pengembangan dan mendukung perekonomian daerah, yaitu:

a. Kawasan hutan produksi

1) Kawasan hutan produksi tetap
Pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap dilakukan dengan prinsip
softlanding, yaitu mengatur jumlah tebangan pada tiap periode guna
memberikan kesempatan kepada hutan untuk memperbaiki alam
sehingga tercapai keberlanjutan dan kelestarian pengelolaan hutan.
Kawasan Hutan produksi tetap terletak di Kecamatan Kapuas Barat,
Kapuas Tengah dan Mantangai dengan total luas 823.904 Ha.

2) Kawasan hutan produksi terbatas
Pemanfaatan dilakukan secara terbatas serta mempertimbangkan
keberadaan kawasan permukiman transmigrasi yang ada disekitar
kawasan hutan. Kawasan hutan produksi terbatas terletak di Kecamatan
Kapuas Hulu dengan total luas 499,684 Ha.

3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dipergunakan untuk
pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan. Kawasan ini
terdapat di Kecamatan Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, Timpah dan

Mantangai dengan total luas 170.917 Ha.

b. Kawasan hutan rakyat
Kawasan hutan rakyat tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Kapuas

dengan total luas 3.528,84 Ha.

C. Kawasan pertanian
1)  Pertanian dan Hortikultura
Kabupaten Kapuas merupakan daerah penghasil bahan pangan
terutama beras dengan luas lahan untuk sawah 92.986 Ha dengan
padi sawah seluas 88.752 Ha dan padi ladang seluas 3.884 Ha.
Sedangkan untuk subsektor hortikultura, luas panen yang terluas
dikembangkan pada komoditas cabe merah (568 Ha), cabe rawit (466
Ha), kacang panjang (304 Ha), bayam (182 Ha), kangkung (201 Ha),
terong (230 Ha), dan ketimun (187 Ha).
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Tabel 2.4
Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kapuas, 2015 (Ha)

No Kecamatan Padi Sawah | Padi Ladang

1. | Kapuas Kuala 11.073 -

2. | Tamban Catur 5.642 -

3. | Kapuas Timur 9.577 -

4. | Selat 1.901 -

5. | Bataguh 16.542 -

6. | Basarang 1.959 484

7. | Kapuas Hilir 5.163 -

8. | Pulau Petak 11.136 -

9. | Kapuas Murung 10.367 -

10.| Dadahup 1.772 80

11.| Kapuas Barat 7.309 1.214

12.| Mantangai 6.311 -

13.| Timpah - 245

14.| Kapuas Tengah - 176

15.| Pasak Talawang - 294

16.| Kapuas Hulu - 1.013

17.| Mandau Talawang - 378
Kapuas 88.752 3.884

Sumber: Kabupaten Kapuas dalam angka, 2018
* Data 2016 dan 2017 belum tersedia karena sedang dalam perbaikan
metodologi.

2) Kawasan Perkebunan
Komoditas perkebunan yang umumnya dikembangkan di Kabupaten
Kapuas adalah karet, kelapa, kelapa sawit dan kopi. Tanaman karet
merupakan tanaman dengan luas tanaman terbesar di Kabupaten
Kapuas yang mencapai 31.133,30 Ha pada tahun 2020. Rincian luas
tanaman perkebunan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Kapuas
disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 2.5

Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis
di Kabupaten Kapuas Tahun 2020 (Ha)

No Kecamatan Karet Kelapa Kse:;li’:\ Kopi
1. | Kapuas Kuala 88,00 | 2.011,00 164,00 90,18
2. | Tamban Catur 514,00 610,00 28,00 35,00
3. | Kapuas Timur 3.369,00 170,00 25,00 13,90
4. | Selat 535,30 198,26 - 1,64
5. | Bataguh 729,20 807,10 50,00 66,86
6. | Basarang 911,50 862,50 361,00 39,00
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No Kecamatan Karet Kelapa Ig;l‘:li): Kopi
7. | Kapuas Hilir 424,00 65,00 30,00 2,00
8. | Pulau Petak 1.005,00 179,00 259,00 21,00
9. | Kapuas Murung 734,00 237,00 590,00 51,00
10.| Dadahup 688,00 122,70 259,25 19,00
11.| Kapuas Barat 3.945,00 167,50 656,00 28,00
12.| Mantangai 6.452,00 475,00 1.220,00 | 110,00
13.| Timpah 3.212,00 38,50 137,00 2,00
14.| Kapuas Tengah 2.304,25 32,12 77,00 2,78
15.| Pasak Talawang 2.004,05 11,88 35,00 1,22
16.| Kapuas Hulu 2.198,00 27,00 369,00 1,58
17.| Mandau Talawang 2.020,00 21,00 - 3,40
Kapuas 31.133,30 | 6.035,56 | 4.260,25 | 488,56

Sumber: Kabupaten Kapuas dalam angka, 2021

3) Peternakan
Komoditas peternakan yang umum dikembangkan di Kabupaten
Kapuas, terdiri dari beberapa jenis ternak dengan komoditas
peternakan yang cukup tinggi produktivitasnya seperti sapi, kambing,
babi, ayam kampong, ayam pedaging, itik dan itik manila. Peternakan
ayam buras menjadi komoditi terbesar dengan populasi pada tahun
2020 mencapai 536.356 ekor, disusul ternak ayam kampung
mencapai 247.761 ekor. Tabel di bawah ini menunjukan rincian
populasi ternak menurut jenis ternak di masing-masing kecamatan di
Kabupaten Kapuas.
Tabel 2.6

Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan
di Kabupaten Kapuas, Tahun 2020 (Ekor)

. A . Ayam Ayam . Itik
No Kecamatan Sapi | Kambing | Babi Kampung il Pedaging Itik Manila
). | Kapuas 244 248 - 26.378 1.632 [3.842| 1.861
Kuala
o, | Tamban 283 256 263 | 32.682 650 |2.260| 1.068
Catur
3. | Kapuas 52 125 . 22.981 - 1.895| 843
Timur
4. | selat 23 193 889 | 3.687 491.110 |3.837| 489
5. | Bataguh 208 274 26 | 17.885 - 5.952| 983
6. | Basarang 496 406 965 | 21.251 7.500 [2.964| 568
7. | Kapuas Hilir 19 49 921 | 4.534 - 1.372| 669
8. | Pulau Petak 28 134 - 13.412 2.530 |5.943| 703
9. |Kapuas 483 431 6 31.060 3.450 |4.864| 584
Murung
10. | Dadahup 384 425 3 12.326 4.330 |6.375| 586
11, | Kapuas 143 197 0938 | 18.538 3.650 | 984 | 441
Barat
12. | Mantangai 1.264 | 1.382 | 943 | 34.763 12.054 [1.712| 732
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Itik

q q q Ayam Ayam q
No Kecamatan Sapi Kambing | Babi Kampung | Pedagin Itik Manila
13. | Timpah 47 59 874 2.946 8.950 582 185
14, | Kapuas 18 54 |1.663| 1.068 - |1.576 142
Tengah
5, | Pasak 28 20 |1.341| 1.853 - 1485 84
Talawang
16. | Kapuas Hulu 26 49 1.526 1.182 500 1.962 249
17, | Mandau 31 33  |1.768| 1.215 1.632 | 589 | 132
Talawang
Kapuas 3.777 | 4.335 12é12 247.761 | 536.356 48"‘_19 10.319
Sumber: Kabupaten Kapuas dalam Angka, 2021
d. Kawasan perikanan
Kawasan perikanan di Kabupaten Kapuas, meliputi:
1) Kawasan perikanan budidaya, meliputi: perikanan budidaya air

payau, perikanan budidaya air tawar, dan perikanan budidaya laut
yang terletak di seluruh kecamatan, baik pada kawasan lindung
maupun kawasan budidaya lainnya.

2) Kawasan penangkapan ikan laut, terletak di daerah Kecamatan
Kapuas Kuala.

3) Kawasan pengelolaan perikanan sungai, danau dan rawa tersebar di
seluruh kecamatan, utamanya berada di Kecamatan Mantangai,

Timpah dan Kapuas Tengah.

e. Kawasan pertambangan
Kawasan pertambangan hanya dapat dikembangkan secara terbatas.
Pelaku kegiatan pertambangan diwajibkan untuk membangun fasilitas
keamanan dan pengamanan serta barier hijau (non permanen) dan akses
khusus. Kawasan pertambangan di Kabupaten Kapuas, meliputi:
1) Kawasan peruntukan pertambangan besar, terdiri dari:
» Batu bara, terletak di Kecamatan Mandau Talawang, Kapuas
Hulu, Pasak Talawang, Kapuas Tengah, Timpah, dan Mantangai;
» Emas, terletak di Kecamatan Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah;
» Batu gamping, di Kecamatan Kapuas Tengah;
» Pasir kuarsa, terletak di Kecamatan Kapuas Tengah, Timpah dan
Mantangai;
» Pasir zircon, terletak di Kecamatan Kapuas Tengah, Timpah dan
Mantangai;
» Kaolin, di Kecamatan Timpah dan Mantangai; dan
» Pasir sungai, di semua Kecamatan yang dilintasi Sungai Kapuas
dan Kapuas Murung.

2)  Wilayah pertambangan rakyat yang tersebar di seluruh kecamatan.

1 ——
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f. Kawasan industri,terdiri atas:
1) Kawasan peruntukan industri/industrial estate, yang mencakup
industri besar dan menengah yang berada di Batanjung.
2) Kawasan peruntukan cluster industri diluar kawasan industri, yang
mencakup industri menengah dan industri kecil yang tersebar
diseluruh daerah Kabupaten Kapuas.

3) Industri mikro, kecil dan menengah tidak wajib berlokasi dalam kawasan

industri.

g. Kawasan pariwisata, mencakup:

1) Kawasan peruntukan pariwisata alam
Tabel 2.7
Potensi Objek Wisata Alam di Kabupaten Kapuas
No Objek Wisata Alam Lokasi
1. Danau Lalawe Timpah
2. Sungai Sangiar Timpah
3. Danau Ungat Timpah
4. Danau Belasung Timpah
S. Danau Mantela Timpah
0. Danau Panjang Timpah
7. Danau Manarang Timpah
8. Danau Haliwung Timpah
9. Danau Pantau Timpah
10. | Danau Lapimping Timpah
11. | Danau Bahayu Timpah
12. | Danau Lapetan Mantangai
13. | Danau Muroi Mantangai
14. | Pulau Lampahen Mantangai
15. | Air Hitam Sei Mantangai Mantangai
16. | Hutan Alam Mantangai
17. \];V;Zill‘ii lljg;o Tempat Orang Utan Pulau Mantangai
18. | Tempat Rehabilitasi Orang Utan/Tuanan Mantangai
19. | Huruk Harahung Kapuas Hulu
20. | Batu Pari Kapuas Hulu
21. | Bukit Marimang Kapuas Hulu
22. | Pulau Telo Selat
23. | Susur Sungai Desa Pulau Telo Selat
24. | Air Terjun Gunung Puti Mandau Talawang
25. | Air Terjun Masupa Bahandang Mandau Talawang
26. | Sungai Masupa Mandau Talawang
27. | Sungai Hilang Mandau Talawang
28. | Rungkoh Palinget Mandau Talawang
29. | Teluk Batu Mandau Talawang

1 ——
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No Objek Wisata Alam Lokasi

30. | Pantai Gabang Kapuas Kuala
31. | Susur Sungai Kali Kapuas Bataguh
32. | Situ Pemukiman Kuno Kuta Bataguh Bataguh
33. | Arung Jeram (Riam Sariau) Kapuas Tengah
34. | Air Terjun (Riam Ongkong Nango) Kapuas Tengah
35. | Air Terjun (Riam Ongkong Bondang) Kapuas Tengah
36. | Pegunungan (Puruk Kahampi) Kapuas Tengah
37. | Tempat Rekreasi Eka Sari Kapuas Hilir
38. | Lapangan Tembak Kapuas Timur
39. | Kolam Maruta Kapuas Timur
40. | Hamparan Pertanian Kapuas Timur
41. | Bumi Perkemahan Pramuka Kapuas Timur

Sumber: Kabupaten Kapuas dalam Angka, 2021

2) Kawasan peruntukan pariwisata buatan
Tabel 2.8
Potensi Objek Wisata Buatan di Kabupaten Kapuas

No Objek Wisata Buatan Lokasi
1. Guest House Selat
2. Cafe Terapung Selat
3. | Taman Seni Dewan Kesenian Selat
4. | Bundaran Batang Garing Selat
5. | Taman Daun Selat
6. | Taman Askari Selat
7. | Taman Kartini Selat
8. | Taman Bermain Selat
9. | Hutan Kota (Taman PKK) Selat
10. | Eko Wisata (Kampung Barasih) Selat
11.| Tugu Perbatasan Kapuas Timur
12. | Gedung Serba Guna Timpah

Sumber: Kabupaten Kapuas dalam Angka, 2021

h. Kawasan permukiman
Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan meliputi 1
ibu kota kabupaten, 17 ibu kota kecamatan, 17 kelurahan, 214 desa dan

dusun serta permukiman lain.

i. Kawasan peruntukan lainnya, terdiri atas:

1) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, yaitu pengembangan
kawasan komersial dengan kegiatan perdagangan skala besar, sedang
dan rumah tangga yang tersebar di seluruh ibu kota kecamatan;

2) kawasan peruntukan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang meliputi:

kawasan perkantoran, pendidikan, pelayanan  kesehatan,
]
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peribadatan, ruang olah raga, seni dan budaya serta jaringan ééfana
dan prasarana pelayanan dasar yang tersebar di seluruh kecamatan.
3) kawasan peruntukan lainnya untuk pertahanan dan keamanan,
mencakup: Komando Distrik Militer (KODIM) Kuala Kapuas di
Kecamatan Selat dan Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang

terdapat di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas.

9. Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta
bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian,
migrasi, serta penuaan. Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor
yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana
pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh
karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari
sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi
sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan
sektoral selanjutnya.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kapuas secara umum dipengaruhi
oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan
Pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi
pada penurunan tingkat kelahiran serta meningkatkan mobilitas penduduk.
Beberapa upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain seperti
penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye
program Keluarga Berencana. Dari hasil Sensus Penduduk 2020, didapatkan
jumlah penduduk Kabupaten Kapuas sebesar 410,4 ribu jiwa pada tahun 2020.

Dari total penduduk tersebut, 51,64 persen berjenis kelamin laki-laki,
sementara sisanya 48,36 persen penduduk Kapuas berjenis kelamin perempuan.
Komposisi penduduk Kabupaten Kapuas didominasi oleh Generasi Z yaitu
mereka yang lahir tahun 1997-2012 dengan perkiraan usia sekarang 8-23 tahun
sebanyak 28,79 persen dari total seluruh penduduk Kapuas.

Kepadatan penduduk Kabupaten Kapuas hanya sebesar 27 jiwa/km? pada
tahun 2020 dimana kecamatan paling padat adalah Kecamatan Selat dengan
kepadatan penduduk 625 jiwa/km? dan terendah di Kecamatan Mandau
Talawang sebesar S5 jiwa/km?2. Selain itu, komposisi penduduk serta penyebaran
belum merata dan keberadaan penduduk masih banyak yang bertempat tinggal
di sekitar ibukota kabupaten dan kecamatan seperti Kecamatan Selat (17,01%),

Kecamatan Mantangai (11,04%) dan Kecamatan Bataguh (10,28%).
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Tabel 2.9
Karakteristik Penduduk di Kabupaten Kapuas Tahun 2020
No Kecamatan Pe?l:il;:l.luk AT LL P:fle(f:::lt:a:er Se1.z
Jiwa) Penduduk Km? Ratio
1 Kapuas Kuala 22,0 5,36 61 104
2 | Tamban Catur 16,8 4.09 253 107
3 Kapuas Timur 30,0 7,31 148 104
4 | Selat 69,8 17,01 625 102
S5 | Bataguh 42,2 10,28 150 106
6 Basarang 23,6 5,75 115 106
7 | Kapuas Hilir 14,6 3,56 160 104
8 | Pulau Petak 23,0 5,60 170 104
9 | Kapuas Murung 28,4 6,92 98 106
10 | Dadahup 13,5 3,29 67 112
11 | Kapuas Barat 21,9 5,34 46 109
12 | Mantangai 45,3 11,04 7 112
13 | Timpah 12,0 2,92 6 106
14 | Kapuas Tengah 18,2 4,43 16 107
15 | Pasak Talawang 10,7 2,61 16 128
16 | Kapuas Hulu 11,7 2,85 9 116
17 | Mandau 6,7 1,63 5 111
Talawang

KAPUAS 410,4 100,00 27 107

Sumber: Kabupaten Kapuas dalam Angka, 2021

Dalam analisis demografi, terdapat analisis menurut karakteristik umur
melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran
awal mengenai struktur umur penduduk, yang dapat digunakan, baik untuk
dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan
program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana).

Jika dilihat dari persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dalam
bentuk piramida penduduk, penduduk Kabupaten Kapuas yang berada pada
usia muda cukup banyak, dimana pada umumnya masih memiliki
ketergantungan tinggi, mengingat masih perlunya biaya pendidikan dan belum
produktif dalam bekerja. Selain itu, penduduk usia anak-anak juga cukup tinggi
yang mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk
pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Sehingga perlu
adanya program yang mengarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya

manusia dalam mewujudkan visi pembangunan (utamanya jangka panjang).
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Gambar 2.2
Piramida Penduduk Kabupaten Kapuas Tahun 2020
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Sumber: Kabupaten Kapuas dalam Angka, 2021

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat
di Kabupaten Kapuas dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olah raga.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek ini menjelaskan tentang capaian pembangunan di Kabupaten Kapuas
terkait kondisi perkembangan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat
Kabupaten Kapuas yang dapat dilihat antara lain melalui laju pertumbuhan PDRB,

indeks pembangunan manusia dan indikator-indikator terkait lainnya.
1. Pertumbuhan PDRB

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan bermacam data statistik
sebagai dasar dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan
dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa
lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang
bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan
pada masa yang akan datang.

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan
kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,
memperluas lapangan kerja, meratakan distribusi pendapatan masyarakat,
meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan
ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain,
arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan
masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai
tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun.

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan metode PDRB Atas Dasar Harga
]
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Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB
merupakan gambaran tentang perkembangan produksi riil dan dipengaruhi oleh
perkembangan atau perubahan harga karena seluruh agregat dinilai dengan
menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB ADHK penilaiannya
didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

Secara umum, terjadi kenaikan PDRB Kabupaten Kapuas dalam kurun
waktu lima tahun terakhir. Namun dikarenakan Pandemi COVID-19 yang
menyebar ke seluruh wilayah baik nasional maupun internasional, maka pada
tahun 2020, PDRB Kabupaten Kapuas menurun menjadi 16,54 trilyun rupiah
dimana pada tahun sebelumnya sempat mencapai 16,61 trilyun rupiah.

Secara lebih rinci, PDRB Kabupaten Kapuas menurut lapangan usaha atas
dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020
Kabupaten Kapuas (dalam milyar rupiah)

No. Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020
Pertanian,
1. | Kehutanan, dan 3.285,3| 3.560,3 3.826,1 4.210,1 4.337,1
Perikanan
p. | Pertambangan & 1.404,2| 1.756,7| 2.030,8| 2.048,4 1.574,3

Penggalian
3. | Industri Pengolahan 1.389,9 1.581,7 1.766,5 1.922,7 2.167,8

Pengadaan Listrik

4. dan Gas 5,8 10,1 12,2 13,2 15,1
Pengadaan Air,
5. | Pengelolaan 8,5 9,2 10,1 10,6 11,8

Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

6. | Kontruksi 1.021,1 1.126,2 1.256,7 1.380,5 1.298,8

Perdagangan Besar
dan Eceran;
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi dan
Pergudangan
Penyediaan
9. | Akomodasi dan 215,4 235,5 262,4 278,8 262,6
Makan Minum
10, | Informasi dan 118,5 133,7 146,3 158,0 174,5
Komunikasi
Jasa Keuangan dan
Asuransi

12. | Real Estate 372,0 420,9 482,2 513,6 520,7
13. | Jasa Perusahaan 3,4 3,8 4,3 4,8 4,5

Administrasi
Pemerintahan,
14. | Pertahanan dan 478,2 498,6 556,9 621,3 642,8
Jaminan Sosial
Wajib
]
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No.| Lapangan Usaha | 2016 2017 2018 2019 2020
15. | Jasa Pendidikan 640,1| 7148 796,3 880,2 913,2
16. %i:‘;é:seshoasﬁl dan 244,1 270,2 304,8 334,9 347,1
17. | Jasa lainnya 100,0 112,1 125,6 140,0 140,5

Jumlah 12.002,9 | 13.561,5 | 15.177,6| 16.618,4| 16.542,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021

Merebaknya Pandemi COVID-19 menjadi salah satu “kambing hitam”
terjadinya gejolak ekonomi yang menyebabkan terjadi kontraksi pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kapuas. Dari tahun 2016, pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Kapuas memang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi
meskipun tidak signifikan, namun pada tahun 2020, secara langsung terjadi
pertumbuhan ekonomi negatif hingga mencapai -1,04 persen. Hal ini memang
sudah menjadi prediksi dimana beberapa kategori lapangan usaha dominan
mengalami pertumbuhan ekonomi negatif seperti pertambangan dan penggalian
(-9,64%), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (-
2,59%), dan konstruksi (-7,98%).

Tabel 2.11

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kapuas (dalam persen) Tahun 2016-2020

No. Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020
Pertanian,
1. | Kehutanan, dan -1,15 5,43 4,92 6,64 1,25
Perikanan
o, | Pertambangan & 21,77 | 15,11 9,75 7,91 | 9,64
Penggalian
3. | Industri Pengolahan 7,17 5,39 8,87 6,46 8,09
4, | Pengadaan Listrik 10,67 | 55,71 12,98 5,94 13,19
dan Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan
5. Sampah, Limbah 7,68 1,62 3,75 1,35 10,48
dan Daur Ulang
6. | Kontruksi 6,27 5,20 4,63 6,78 -7,98
Perdagangan Besar
dan Eceran;
7. Reparasi Mobil dan 9,87 8,96 8,06 8,88 -2,59
Sepeda Motor
g. | Iransportasi dan 9,95 |11,44 8,93 7,54 2,57
Pergudangan
Penyediaan
9. | Akomodasi dan 7,44 6,43 7,34 3,78 -7,37
Makan Minum
1o, | Informasi dan 4,60 6,65 6,74 4,46 9,64
Komunikasi
11, | JasaKeuangandan | 5 4, 6,74 5,06 6,14 7,32
Asuransi
12. | Real Estate 8,40 4,45 5,62 4,61 0,23
13. | Jasa Perusahaan 7,63 5,92 6,25 7,94 -6,67

1 ——
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No. Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019
Administrasi
Pemerintahan,
14. | Pertahanan dan 7,27 0,17 5,59 9,80 -1,13
Jaminan Sosial
Wajib
15. | Jasa Pendidikan 8,59 6,39 6,90 7,13 3,56
16. ‘éi?a?:seshoastlz? dan | 7 g 5,85 6,38 4,15 1,21
17. | Jasa lainnya 7,54 6,59 6,96 7,33 -0,91
LPE Kabupaten Kapuas 7,29 7,62 7,01 7,16 -1,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021

Struktur perekonomian Kabupaten Kapuas dalam lima tahun terakhir
(2016-2020), didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: sektor
pertanian, kehutanan, perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi
mobil dan sepeda motor; sektor pertambangan dan penggalian; industri
pengolahan; dan kontruksi. Struktur perekonomian Kabupaten Kapuas secara

rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Struktur Perekonomian PDRB Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020

No. Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020
| | Pertanian, Kehutanan, dan 27,37 | 26,25| 2521| 2533| 26,22
Perikanan
2 | Pertambangan & Penggalian 11,70 12,95 13,38 12,33 9,52
3 | Industri Pengolahan 11,58 11,66 11,64 11,57 13,10
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,07 0,08 0,08 0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan
S | Sampah, Limbah dan Daur 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07
Ulang
6 | Kontruksi 8,51 8,30 8,28 8,31 7,85
Perdagangan Besar dan Eceran;
7 | Reparasi Mobil dan Sepeda 15,38 15,66 16,25 16,99 16,84
Motor
Transportasi dan Pergudangan 3,47 3,67 3,81 4,02 4,18
Penyedlaa}n Akomodasi dan 1,79 1,74 1,73 1,68 1,59
Makan Minum
10 | Informasi dan Komunikasi 0,99 0,99 0,96 0,95 1,05
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 3,78 3,73 3,63 3,67 3,97
12 | Real Estate 3,10 3,10 3,18 3,09 3,15
13 | Jasa Perusahaan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Administrasi Pemerintahan,
14 | Pertahanan dan Jaminan Sosial 3,98 3,68 3,67 3,74 3,89
Wajib
15 | Jasa Pendidikan 5,33 5,27 5,25 5,30 5,52
16 Jasg Kesehatan dan Kegiatan 2.03 1,99 2,01 2,02 2.10
Sosial
17 | Jasa lainnya 0,83 0,83 0,83 0,84 0,85
KAPUAS 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021
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2. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan
terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat
disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang
meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan
spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi
barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata
uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-
rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum
tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat
perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara
terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Dalam penghitungan secara nasional, ada dua kota di Provinsi Kalimantan
Tengah yang dijadikan subjek penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK)
setiap bulannya, yaitu Kota Palangka Raya dan Sampit. Pada tahun 2017, laju
tertinggi inflasi di Kota Sampit sebesar 3,29 persen, diikuti oleh Kota Palangka
Raya sebesar 3,11 persen. Sedangkan laju inflasi Nasional adalah 3,61 persen.
Kabupaten Kapuas bukan termasuk kabupaten/kota inflasi secara nasional
maka penggunaan istilah inflasi diganti dengan proxy inflasi. Dari hasil
penghitungan inflasi di Kota Kuala Kapuas terlihat bahwa laju proxy inflasi
Kabupaten Kapuas pada tahun 2017 (Januari-Desember) mencapai 2,67 persen.
Artinya selama tahun 2017 telah terjadi kenaikan IHK dari 125,40 pada akhir
tahun 2016 menjadi 128,75 pada akhir tahun 2017.

Tabel 2.13
Laju Proxy Inflasi Kapuas, Laju Inflasi (%)
2 Kota di Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Tahun Kapuas Palangka Raya Sampit Nasional
2016 1,93 1,91 2,46 3,02
2017 2,67 3,11 3,29 3,61
2018 na 3,68 6,02 3,13
2019 na 2,70 2,02 2,72
2020 na 0,71 1,62 1,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021

Berdasarkan perkembangan indeks harga, laju proxy inflasi Kabupaten
Kapuas tahun 2017 sebesar 2,67 persen, lebih tinggi dibandingkan laju proxy
inflasi tahun 2016 yang mencapai 1,93 persen. Selama lima tahun terakhir,
tingkat proxy inflasi di Kota Kuala Kapuas paling rendah terjadi pada tahun 2016
sebesar 1,93 persen dan paling tinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 8,28
persen. Selama tahun 2017, tingkat proxy inflasi/deflasi di Kota Kuala Kapuas
cenderung berfluktuatif yakni inflasi yang cukup tinggi terjadi di awal tahun dan
berfluktuasi sepanjang tahun. Lonjakan indeks harga yang cukup tinggi juga

terjadi di pertengahan tahun. Hal ini dipicu oleh naiknya sebagian besar harga

barang dan }'asa untuk konsumsi rumah tanﬁﬁa pada hari raza Idul Fitri.
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Adapun data inflasi tahun 2018-2020 sudah tidak terbit kembali, seﬁingga
menggunakan pendekatan dengan angka Palangka Raya dan Sampit dimana
kedua wilayah tersebut memiliki angka inflasi yang cukup terkendali yakni 0,71
persen dan 1,62 persen. Adapun kedua angka ini berada di bawah angka

Nasional yang mencapai 1,68 persen.

3. Gini Ratio

Gini Rasio adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi
penduduk. Ini didasarkan pada kurva pengeluaran kumulatif yang
membandingkan distribusi dari pendapatan dengan distribusi uniform yang

mewakili persentase kumulatif penduduk.

Indeks Gini Kabupaten Kapuas cukup fluktuatif dimana pada tahun 2019
sempat mencapai titik tertinggi indeks gini dengan besaran 0,344 dan menurun
cukup drastis pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,316. Jika diperbandingkan
dengan angka indeks gini se Provinsi Kalimantan Tengah, terlihat capaian indeks
gini Kapuas Tahun 2020 cukup baik bahkan berada di bawah angka provinsi.
Tingkat ketimpangan Kapuas ini tergolong pada tingkat pendapatan kategori
sedang dan akan sangat baik jika nilainya terus turun dari tahun ke tahun. Oleh
karena itu, peningkatan kesenjangan kesejahteraan yang terlihat dari
meningkatnya indeks gini ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

Tabel 2.14

Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No | Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020
1 g‘;ﬁ‘;"armgin 0,309 | 0,309 | 0,306 | 0,308 | 0,333
2 ?ﬁﬁl"‘r’armgin 0,322 | 0,349 | 0,335 | 0,299 | 0,323
3 | Kapuas 0,327 | 0,310 | 0,328 | 0,344 | 0,316
4 | Barito Selatan 0,305 | 0,326 | 0,322 | 0,297 | 0,313
5 | Barito Utara 0,314 0,317 0,314 0,309 0,337
6 | Sukamara 0,276 | 0,337 | 0,357 | 0,330 | 0,300
7 | Lamandau 0,347 | 0,314 | 0,303 | 0,280 | 0,296
8 | Seruyan 0,314 | 0,288 | 0,280 | 0,289 | 0,260
9 | Katingan 0,253 | 0,266 | 0,301 | 0,274 | 0,252
10 | Pulang Pisau 0,340 | 0,295 | 0,266 | 0,357 | 0,302
11 | Gunung Mas 0,270 | 0,296 | 0,309 | 0,302 | 0,279
12 | Barito Timur 0,327 | 0,307 | 0,317 | 0,339 | 0,333
13 | Murung Raya 0,328 | 0,303 | 0,320 | 0,309 | 0,280
14 | Palangka Raya 0,330 | 0,379 | 0,366 | 0,357 | 0,340
Kalimantan Tengah | 0,330 | 0,343 | 0,342 | 0,336 | 0,329

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2021

1 ——
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4. PDRB Per Kapita

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kapuas yang diikuti dengan
pertambahan jumlah penduduk berdampak pada PDRB per kapita. PDRB per
kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap
penduduk sebagai hasil aktivitas produksi seluruh kegiatan ekonomi.
Pendapatan perkapita merupakan rata-rata nilai PDRB setiap penduduk setelah
dikurangi dengan pendapatan faktor neto yang keluar/masuk, biaya penyusutan

dan pajak tidak langsung neto.

Tabel 2.15
PDRB Per Kapita Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
Tahun PDRB Per Kapita (Rp Juta) Pertumbuhan PDRB (%)
ADHB ADHK ADHB ADHK

2016 34,20 25,19 - -

2017 38,33 26,90 12,09 6,77

2018 42,59 28,57 11,10 6,23

2019 46,31 30,41 8,76 6,45

2020 45,81 26,31 -12,97 -13,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021

PDRB per kapita Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan di setiap
tahunnya, hingga pada tahun 2020 terjadi Pandemi COVID-19 yang menyebabkan
gejolak perekonomian internasional. Hal ini tentu berdampak pada PDRB per
kapita dimana pada tahun 2020 mencapai 45,81 juta rupiah padahal tahun

sebelumnya sempat mencapai 46,32 juta rupiah.
5. Kemiskinan

Salah satu indikator berhasilnya Pemerintah yaitu ketika Pemerintah
mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan
menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber
utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase
penduduk yang memiliki pengeluaran, baik makanan maupun non makanan, di

bawah garis kemiskinan.

Terlihat secara progresif angka kemiskinan Kabupaten Kapuas mengalami
penurunan hingga mencapai 5,04 persen pada tahun 2020. Hal ini
mengindikasikan bahwa Pandemi COVID-19 belum terlihat dampaknya pada
penurunan angka kemiskinan. Salah satu yang menyebabkan bertahannya
kesejahteraan masyarakat adalah karena struktur ekonomi daerah yang
dibangun sebagian besar oleh sektor pertanian yang tidak terdampak langsung
oleh pandemi ini. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat menyetabilkan

perekonomian sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
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Tabel 2.16
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020
p, |Jumlah Penduduk 351,0| 353,8| 356,4| 3588| 410,4
(Ribu Jiwa)
Jumlah Penduduk
2. Miskin (Ribu Jiwa) 19,96 18,80 18,52 18,23 18,17
Persentase
3. Penduduk Miskin 5,70 5,32 5,20 5,09 5,04
Sumber: Kapuas Dalam Angka Tahun 2021
B. Fokus Kesejahteraan Sosial
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pembangunan daerah dikatakan berhasil manakala setiap orang

memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup berkecukupan (sandang,
Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah

pangan, dan papan), sehat, berpendidikan dan berketerampilan.
sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu
negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Berdasarkan metode
penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar
yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan

Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang

disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Selama periode 2016-2020, IPM Kabupaten Kapuas telah mengalami
peningkatam hingga pada tahun 2020 mencapai 69,48. Hal ini disebabkan
karena meningkatnya indikator komposit penyusun IPM yakni Angka Harapan
Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah. Sedangkan pada
pengeluaran per kapita disesuaikan mengalami penurunan akibat dampak
Pandemi COVID-19.

Tabel 2.17

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Penyusunnya
di Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020

Komponen 2016 2017 2018 2019 2020
Angka Harapan Hidup 68,49 | 68,59 | 68,64 | 68,69 | 68,74
Harapan Lama Sekolah 11,92 12,25 12,54 12,90 12,92
Rata-rata Lama Sekolah 7,09 7,50 7,51 7,52 7,59
PPP disesuaikan 10.287 | 10.421 | 10.738 | 11.063 | 11.015
IPM Kapuas 66,98 | 68,04 | 68,68 | 69,38 | 69,48
IPM Kalimantan Tengah | 69,13 | 69,79 | 70,42 | 70,91 | 71,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021

a. Pendidikan

Aspek yang dilihat dari fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang

pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK)

dan Angka Partisipasi Murni (APM).
]
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Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk wusia 15 tahun keatas dalam menjalani
pendidikan formal. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten

Kapuas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.3
Rata-rata lama sekolah Kabupaten Kapuas tahun 2016-2020
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021

Berdasarkan gambar diatas, angka rata-rata lama sekolah di
Kabupaten Kapuas 2016-2020 tidak mencapai target 12 tahun dimana
hanya 7,59 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Angka rata-rata lama
sekolah ini masih dibawah angka rata-rata sekolah Kalimantan Tengah.
Hal ini menjadi tantangan agar program wajib belajar 9 tahun atau tamat
SLTP sederajat dan 12 tahun untuk SLTA sederajat dapat dicapai oleh

penduduk Kapuas dan Kalimantan Tengah.

Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang
memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama
sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang
menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf
yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan
perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan
sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan
oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin
tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang
diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang

ditempuh).

Peningkatan harapan lama sekolah terjadi di setiap tahunnya dimana
pada tahun 2020, harapan lama sekolah mencapai 12,92 tahun atau
seseorang berumur 7 (tujuh) tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah
sampai dengan pendidikan perguruan tinggi.

]
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Gambar 2.4
Harapan lama sekolah Kabupaten Kapuas tahun 2016-2020
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021
b. Kesehatan

Kinerja fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang kesehatan
ditunjukkan oleh indikator angka usia harapan hidup, persentase balita gizi

buruk, angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian ibu (AKI).
Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks
Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut
mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh
oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu
masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan

perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Angka Usia Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Kapuas dalam
kurun 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan dimana tahun 2020
mencapai angka usia harapan hi dup sebesar 68,74 tahun. Angka ini
mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Kapuas pada tahun
2020 memiliki harapan untuk hidup hingga berumur 68-69 tahun.

Gambar 2.5
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kapuas tahun 2016-2020
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021
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Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) adalah Jumlah
kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska
persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu.Angka
Kematian Ibu di Kabupaten Kapuas dari tahun 2017 sampai 2020
mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2019 sempat mengalami kenaikan
hingga 99 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, namun pada tahun
terakhir yakni 2020 terjadi penurunan hingga mencapai 49 kematian ibu
per 100.000 kelahiran hidup, sebagaimana dapat dilihat pada gambar
dibawah ini.

Gambar 2.6

Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Kapuas tahun 2017-2020
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Sumber: Dinas Kesehatan Kapuas 2021 (diolah)

c. Ketenagakerjaan

Kinerja  fokus kesejahteraan = masyarakat untuk  bidang
ketenagakerjaan ditunjukkan oleh indikator tingkat partisipasi angkatan

kerja dan tingkat pengangguran terbuka.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah indikator ketenagakerjaan
yang menggambarkan jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi dalam
kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei.
Jumlah angkatan kerja total di Kabupaten Kapuas sebanyak 190.204 jiwa
dimana sebagian besar merupakan lulusan SD Sederajat ke bawah. Hal ini
tentu harus menjadi perhatian pemerintah dimana fenomena ini
mengindikasikan kurangnya kompetensi angkatan kerja Kabupaten

Kapuas

1 ——
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Gambar 2.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan
Kabupaten Kapuas Tahun 2020
100000 93284
90000
80000
70000
60000
>0000 40881
40000 37012
30000
20000

10000
0

I I H

SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat  Perguruan Tinggi
(Termasuk
belum/tidak
sekolah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Kapuas
memiliki pola fluktuatif dimana angka terendah terjadi pada tahun 2018
sebesar 3,97 persen dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 5,18 persen.
Pada tahun terakhir, angka pengangguran turun menjadi 4,98 persen
meskipun pada saat yang sama terjadi gejolak perekonomian akibat
Pandemi COVID-19. Angka ini tentu saja harus menjadi perhatian bagi
pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dari sisi penyediaan lapangan kerja.

Gambar 2.8

Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Kapuas tahun 2017-2020
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021
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d. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Dalam pengembangan seni dan budaya Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas mendorong dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan seni
budaya melalui kegiatan-kegiatan festival, lomba, baik yang bersifat
kesenian tradisional maupun kesenian modern. Demikian juga halnya
fasilitasi untuk perkumpulan-perkumpulan kesenian dari luar daerah
(Jawa, Batak, Manado, dan lain-lain) juga terus dikembangkan sehingga
integrasi budaya daerah asli dan dari luar daerah merupakan salah satu
faktor yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat

Kabupaten Kapuas.

Di bidang olahraga, komitmen Pemerintah Daerah untuk
mengembangkan olahraga secara umum maupun tradisional, merupakan
bagian penting dari kebijakan Pemerintah Daerah untuk peningkatan
kualitas sumber daya manusia secara khusus dalam mengembangkan
bakat dan potensi pemuda dan remaja dan juga diharapkan dapat
menyumbangkan prestasi yang tidak hanya pada skala lokal akan tetapi

juga pada skala nasional.

Seni dan Budaya

Seni dan budaya Kabupaten Kapuas identic dengan kebudayaan Suku
Dayak. Dalam tiga tahun terakhir ini telah diselenggarakan festival seni dan
budaya diantaranya experimentasi seni tari tradisional Dayak, rekaman
Karungut dan musik tradisional, ukiran dan seni patung khas Dayak, Tatto
Dayak, anyaman rotan dan purun, benang bintik, Mandau Talawang,
festival kesenian daerah dan luar daerah, Tiwah, Kuntau, pagelaran dialog
seni. Pada tahun 2020, penyelenggaraan festival seni dan budaya

mengalami penurunan drastis hingga 2 event dikarenakan adanya Pandemi

Covid-19.
Tabel 2.18
Capaian Indikator Kinerja Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

Penyelenggaraan
festival seni dan S 10 S 5 2
budaya
Benda, Situs dan
Kawasan Cagar

. 2 4 - -
Budaya yang
dilestarikan

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kab. Kapuas (2018)
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Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi kepemudaan di Kabupaten Kapuas ada yang merupakan
organisasi nasional, organisasi regional dan organisasi kedaerahan. Ini
tentunya dapat menunjang peran pemuda dalam proses pembangunan di
Kabupaten Kapuas. Organisasi kepemudaan mengalami penurunan
aktivitas semasa Pandemi Covid-19, meskipun begitu geliat olahraga
daerah tidak surut bahkan cakupan pembinaan olahraga mengalami
peningkatan hingga mencapai 35 pada tahun 2020.

Tabel 2.19

Indikator Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2016-2020
Kabupaten Kapuas

No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

1 | Persentase  organisasi | 4, g 14,28 14,28 14,28 714
pemuda yang aktif
Cakupan pembinaan

2 olahraga 24 24 26 28 35
Cakupan Pelatih  yang

3 bersertifikasi 5 5 5 6 !
Persentase peningkatan

4 | jumlah pemuda NA NA NA 22,70 -
berprestasi
Jumlah Organisasi

5 | Kepemudaan yang | Na NA NA 2 1
memiliki pemuda
berprestasi
Jumlah cabang olahraga

6 . - - 9 7
yang berprestasi

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas (2018)

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum suatu daerah menggambarkan kualitas pelayanan dari
urusan wajib dan urusan pilihan. Gambaran kondisi pelayanan umum di Kapuas,

diuraikan berikut.

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandamennya Pasal 31
Ayat 2, maka pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan yang
mendapat prioritas oleh Pemerintah dengan tujuan akhir untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia Indonesia. Capaian indikator yang ditelaah dalam
bidang pendidikan antara lain: perkembangan buta huruf, pendidikan dasar dan
menengah, serta fasilitas pendidikan. Perkembangan persentase penduduk buta
huruf di Kabupaten Kapuas pada lima tahun terakhir cukup mengalami
penurunan, dimana angka buta huruf pada tahun 2016 sebesar 1,93 persen dan
mengalami menurun secara fluktuatif hingga menjadi 1,00 persen pada tahun

2020.
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Gambar 2.9
Perkembangan Persentase Penduduk Buta Huruf Tahun 2016-2020
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan
fasilitas pendidikan serta antusias keikutsertaan penduduk dalam bersekolah
dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka partisipasi Murni
(APM). APS adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah dalam suatu
kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur jenjang
pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok
umur tersebut. Berdasar data APS Kabupaten Kapuas, untuk jenjang pendidikan
dasar enam tahun masih relatif tinggi, sebesar 99,44 persen, untuk anak usia
13-15 tahun (setara SMP) sebesar 92,87 persen, sedangkan untuk anak usia 16-
18 tahun (setara SMA) angka partisipasi sekolahnya yaitu 71,08 persen.
Persentase ini menunjukan bahwa semakin bertambahnya usia semakin kecil
pula partisipasi penduduk untuk bersekolah. Begitu juga dengan Angka
Partisipasi Murni dimana menunjukkan pola yang sama pada tahun 2020. Pada
tahun tersebut, APM tertinggi adalah APM SD sederajat sebesar 99,44 persen
kemudian disusun APM SMP Sederajat sebesar 74,43 persen dan terkecil APM
SMA Sederajat sebesar 53,62 persen.

Tabel 2.20
Indikator Pendidikan di Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Rata-rata lama sekolah (tahun) 7,5 7,51 7,52 7,59 7,6
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12,25 12,54 12,9 12,92 12,93
Angka Partisipasi Sekolah (%)
5-6 tahun 30,66 23,60 85.1
7-12 tahun 98,19 100 96,4 96,16 97.84
13-15 tahun NA 92,91 93,13 92,87 93,72
16-18 tahun NA 71,89 74,64 71,08 72,38
Angka Partisipasi Murni (%)
SD/MI/Paket A 95,32 99,37 99,57 99,44 99,15
SMP/MTs/Paket B 69,6 72,3 74,2 74,43 75,16
SMA/SMK/MA /Paket C N/A 54,13 53,7 53,62 53,64
Rata-rata kompetensi Literasi SMP
berdasarkan Azesmen Nasional N/A N/A N/A N/A 1.61
Rasio pengawas dan penilik PAUD N/A N/A N/A N/A 3.20
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Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD
Formal dengan kualifikasi S1 / D IV

Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan
PAUD yang Mendapatkan Minimal N/A N/A N/A N/A 59.73
Akreditasi B

Rata-rata kompetensi Numerasi SMP

N/A N/A N/A N/A 50.17

berdasarkan Asesmen Nasional N/A N/A N/A N/A 1.57
Rata-rata kemampuan Numeram SD N/A N/A N/A N/A 147
berdasarkan asesmen nasional

Rata-rata kemampuan Literasi SD N/A N/A N/A N/A 01.58

berdasarkan asesmen nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021

2. Kesehatan

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka meningkatkan
pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan
memperbanyak penyediaan fasilitas kesehatan dan pengadaan tenaga kesehatan
minimal 1 desa 1 sampai dengan 2 tenaga kesehatan sampai ke daerah pelosok.
Fasilitas utama yang diperlukan oleh masyarakat adalah puskesmas, pustu dan
poskesdes karena ketiga fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan
masyarakat hingga ke daerah terpencil. Tempat berobat jalan yang dominan

dipilih/dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Kapuas adalah Puskesmas.

Berdasarkan data statistik kesehatan terlihat bahwa fasilitas kesehatan
sudah cukup memenuhi layanan kesehatan, hanya saja pemerataannya yang
perlu diperhatikan. Selain itu, aksesibilitas layanan kesehatan pada daerah
terpencil juga menjadi perhatian khususnya pada kebijakan lintas sektor baik

urusan kesehatan, urusan perhubungan maupun urusan pekerjaan umum.

Gambar 2.10
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kapuas Tahun 2020
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Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Tahun 2021
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Gambar 2.11
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kapuas Tahun 2020
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Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Tahun 2021

a. Stunting

Isu nasional saat ini adalah tingginya prevalensi anak stunting.
Stunting adalah suatu keadaan dimana tinggi badan anak tidak sesuai
dengan standar untuk anak seusianya, melainkan lebih rendah. Stunting
merupakan masalah kurang gizi kronis disebabkan oleh asupan gizi yang
kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak
sesuai dengan kebutuhan gizi, terjadi mulai janin masih dalam kandungan
dan baru nampak saat anak berusia dua tahun atau 1.000 hari pertama

kehidupan manusia.

Berdasarkan data hasil Survei Kesehatan Nasional tahun 2016, angka
stunting sebesar yaitu 26,1%, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan
Tengah mencapai angka sebesar 39% (Rakerkesnas 2018). Berdasarkan
hasil Riskesdas Tahun 2013, terdapat 3 (tiga) Kabupaten dengan prevalensi
stunting yang yang cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:
Kabupaten Barito Timur 54,84%, Kabupaten Kapuas 45,16%, dan
Kabupaten Kotawaringin Timur 36,88%. Jika dibandingkan hasil Riskesdas
tahun 2013 dengan hasil Riskesdas tahun 2017 (44,1%) dan 2018 (41,53%)
maka angka stunting di Kabupaten Kapuas telah mengalami penurunan
sebesar 1,06%, yaitu dari 45,16% menjadi 44,1% pada tahun 2017 dan
turun sebesar 3,63% yaitu dari 45,16%, menjadi 41,53% pada tahun 2018.
Dari data tersebut terlihat pula penurunan angka stunting pada periode
2017-2018 yakni sebesar 2,57% (dari 44,1% pada 2017 turun menjadi
41,53% pada 2018). Walaupun mengalami kecenderungan penurunan
setiap tahunnya, namun angka stunting Kabupaten Kapuas ini masih

merupakan penyumbang tingginya angka stunting di Provinsi Kalimantan
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Tengah, sehingga masuk dalam 160 lokus Kabupaten/Kota di Indonesia

dalam penurunan angka stunting di Indonesia.

Hasil Keputusan Rapat tentang Padat Karya dan Penanganan stunting
di 10 Kabupaten dan 100 Desa Prioritas tahun 2018 tanggal 15 Desember
2018 di Jakarta yang ditandatangani oleh Menko Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan, Menkes, Menteri Desa PDTT, Menteri Pertanian,
Sekretaris TNP2K dan Kepala BPKP menyebutkan bahwa tahap 1 (satu)
telah dilaksanakan di Kabupaten Barito Timur sedangkan Kabupaten
Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk 60 lokus
Kabupaten/Kota prioritas tahap 2 (dua) tahun 2019, dalam rangka
penurunan angka stunting di Indonesia yang diprioritaskan pada 10 Desa

di Kabupaten Kapuas.

Adapun desa-desa yang menjadi prioritas penanganan stunting di

Kabupaten Kapuas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Kecamatan Kapuas Murung: Desa Palingkau Jaya, Desa Palingkau
Asri SP2, Desa Saka Binjai A6.

2) Kecamatan Mantangai: Desa Lamunti dan Desa Kaladan Jaya A4

3) Kecamatan Basarang: Desa Naning

4)  Kecamatan Pulau Petak: Desa Sei Tatas, Desa Palangkai dan Desa Sei
Tatas Hilir.

S5) Kecamatan Bataguh: Terusan Raya Hulu.

Data awal yang merupakan hasil PSG Tahun 2018 di desa lokus
prioritas penangan stunting di Kabupaten Kapuas seperti tertera pada

gambar dibawah ini.

Gambar 2.12
Data Stunting di Desa Lokus Stunting Hasil PSG Tahun 2018
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Sumber: Data PSG Kabupaten Kapuas Tahun 2018
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Untuk percepatan penurunan stunting di desa-desa lokus an di
Kabupaten Kapuas secara keseluruhan ada beberapa intervensi yang sudah

dan akan dilaksanakan diantaranya :

1) Pemberian obat cacing yang dilaksanakan pada bulan Februari untuk
desa-desa lokus dan pada bulan Agustus untuk semua desa di wilayah

Kabupaten Kapuas;

2)  Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil;

3) Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita;

4)  Penyuluhan/konseling ASI (Air Susu Ibu) Ekslusif;

5)  Konseling IMD (Inisiasi Menyusu Dini);

6) Pemberian Vitamin A pada bulan Februari dan Agustus;

7)  Rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium;

8) Pelatihan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) sesuai standar;
9) Perbaikan sanitasi lingkungan;

10) Pemberian MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) dan ASI

sampai dengan usia 2 tahun.

b. Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
Pada tahun 2017 dari 6.982 ibu bersalin, sebanyak 95,30 persen ibu
memilih bersalin kepada tenaga kesehatan (nakes) di fasilitas pelayanan
kesehatan (fasyankes), sisanya memilih bersalin diluar pertolongan nakes
dan fasyankes. Seiring berjalannya waktu, cakupan eprsalinan oleh tenaga
kesehatan memiliki trend menurun hingga mencapai 83,94 persen (dari
5.844 persalinan) pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 85,87 persen
(dari 5.889 persalinan) pada tahun 2020.

Gambar 2.13

Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2020
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas , 2017-2020
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c. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan
pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa
memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena
kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain,
per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini untuk menggambarkan
tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu,
kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama
untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa

nifas.

Perkembangan jumlah dan angka kematian ibu di Kabupaten Kapuas
dalam periode 2017-2020 cenderung mengalami fluktuasi naik turun dan
puncak tertinggi di tahun 2019 sebesar 99 per 100.000 KH, sedangkan
angka kematian ibu terendah berada pada tahun 2020 yang mencapai 49

kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Gambar 2.14
Perkembangan Angka Kematian Ibu Tahun 2017-2020
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 2017-2020

d. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah
kematian bayi di bawah usia satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup.
Bayi dalam indikator ini memiliki definisi manusia yang memiliki usia 0-12
bulan. Angka ini merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan,
pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama pelayanan
perinatal. Disamping itu AKB juga berhubungan dengan pendapatan

keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi
lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kegunaan Angka

Kematian Bayi untuk pengembangan perencanaan yang berhubungan
- - - - - -
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dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi- aﬁgka
kematian neonatal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan
kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian tablet Fe dan suntikan

anti tetanus.

Secara umum terjadi penurunan angka kematian bayi di Kabupaten
Kapuas dimana pada tahun 2016 memiliki capaian angka kematian bayi
sebesar 9,35 per 1.000 kelahiran hidup dan menurun terus dalam empat

tahun terakhir hingga mencapai 4,56 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun

2020.
Gambar 2.15
Perkembangan Angka Kematian Bayi
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 2016-2020

e. Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berusia
1-5 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama
pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Balita dalam
indikator ini memiliki definisi manusia yang memiliki usia 1-5 tahun.
Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan
merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak
bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian

Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Terlihat penurunan yang cukup signifikan pada capaian angka
kematian balita dimana pada tahun 2016 sempat berada pada angka
kematian balita sebesar 10,64 per 1.000 kelahiran hidup dan terus
menurun cukup signifikan hingga mencapai 0,65 per 1.000 kelahiran
hidup.
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Gambar 2.16
Perkembangan Angka Kematian Balita
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 2016-2020

f. Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami
kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun) yang umumnya
terjadi pada anak-anak. Gizi buruk pada anak sering kali disebabkan oleh
kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, penyakit-penyakit tertentu
yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun

terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh.

Secara formulasi, gizi buruk adalah status gizi meurut berat badan
dan tinggi badan dengan Z-score <-3 dan atau dengan tanda tanda klinis
(marasmus, kwashiorkor dan marasmus —kwashiorkor). Jumlah balita gizi
buruk pada tahun 2013 sebanyak 5 orang, tahun 2014 sebanyak 7 orang,
tahun 2015 sebanyak 13 orang, tahun 2016 sebanyak 2 orang dan tahun
2017 sebanyak 3 orang. Semua balita gizi buruk yang ditemukan di
Kabupaten Kapuas selalu mendapatkan penanganan dan perawatan sesuai
tata laksana gizi buruk. Secara umum, persentase balita gizi buruk di
Kabupaten Kapuas mengalami penurunan hingga mencapai 0,00 persen
pada tahun 2020. Namun, prevalensi balita gizi kurang masih terdapat
sebanyak 6,30 persen meskipun memiliki trend menurun di setiap
tahunnya.

Gambar 2.17
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Kapuas tahun 2016-2020
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g. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani (%l)'

Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai
standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada
neonatus sedikitnya 3 kali, selama periode O sampai dengan 28 hari setelah
lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah, yang
bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan
kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat
kelainan/masalah kesehatan pada neonatus. Risiko terbesar kematian
neonatus terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, minggu pertama dan
bulan pertama kehidupannya, sehingga jika bayi lahir di fasilitas kesehatan
sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam

pertama.

Berdasarkan data yang ada cakupan neonatus dengan komplikasi
yang ditangani di setiap tahunnya cukup fluktuatif dimana sempat
mengalami capaian tertinggi di tahun 2018 sebesar 58,09 persen
sedangkan terendah di tahun 2017 sebesar 14,76 persen. Adapun capaian
cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2020

sebesar 26,22 persen.

Gambar 2.18
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 2016-2020
h. Cakupan Pelayanan Balita (%)

Anak balita (bawah lima tahun), merupakan kelompok tersendiri yang
dalam perkembangan dan pertumbuhannya memerlukan perhatian yang
lebih khusus. Bila perkembangan dan pertumbuhan pada masa Balita
mengalami gangguan, akan berakibat terganggunya persiapan terhadap
pembentukan anak yang berkualitas. Untuk mencapai hal diatas, maka
tujuan pembinaan kesejahteraan anak adalah dengan menjamin
kebutuhan dasar anak secara wajar, yang mencakup segi-segi
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kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan dan perli'rifﬂlgan
terhadap hak anak yang menjadi haknya. Disamping itu diperlukan juga
suatu lingkungan hidup yang menguntungkan untuk proses tumbuh

kembang anak.

Lima tahun pertama kehidupan, pertumbuhan mental dan intelektual
berkembang pesat. Masa ini merupakan masa keemasan atau golden
periode dimana terbentuk dasar-dasar kemampuan keindraan, berfikir,
berbicara serta pertumbuhan mental intelektual yang intensif dan awal
pertumbuhan moral. Pada masa ini stimulasi sangat penting untuk
mengoptimalkan  fungsi-fungsi organ tubuh dan  rangsangan
pengembangan otak. Upaya deteksi dini gangguan pertumbuhan dan
perkembangan pada anak usia dini menjadi sangat penting agar dapat
dikoreksi sedini mungkin dan atau mencegah gangguan ke arah yang lebih

berat.

Cakupan pelayanan Balita di Kabupaten Kapuas, selama tahun 2016-
2020 masih belum menunjukkan capaian positif dimana sempat mengalami
kenaikan hingga 92,48 persen pada tahun 2020 namun mengalami
penurunan kembali hingga mencapai 79,34 persen pada tahun 2020.

Gambar 2.19

Perkembangan Pelayanan Kesehatan Balita
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 2016-2020

Pelayanan kesehatan anak balita meliputi pelayanan pada anak balita
sakit dan sehat. Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai

standar yang meliputi :

1) Pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun yang
tercatat dalam Buku KIA/KMS. Pemantauan pertumbuhan adalah
pengukuran berat badan anak balita setiap bulan yang tercatat pada

Buku KIA/KMS. Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-
]
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turut atau berat badan anak balita dibawah garis merah d1ruJuk ke

sarana pelayanan kesehatan.

2)  Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
minimal 2 kali setahun. Pelayanan SDIDTK meliputi pemantauan
perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosialisasi dan

kemandirian minimal 2 kali setahun (setiap 6 bulan).
3) Pemberian Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU), 2 kali dalam setahun
4)  Kepemilikan dan pemantauan buku KIA oleh setiap anak balita

5) Pelayanan anak balita sakit sesuai standar dengan menggunakan

pendekatan MTBS.
i. Cakupan Universal Child Immunization (UCI) Desa (%)

Strategi operasional pencapaian cakupan tinggi dan merata berupa
pencapaian Universal Child Immunization (UCI) yang berdasarkan indikator
cakupan DPT-HB 3, Polio 4 dan Campak dengan cakupan minimal 80% dari
jumlah sasaran bayi di desa. Pada tahun 2016-2020 terjadi fluktuasi
capaian cakupan UCI Desa di Kabupaten Kapuas dimana pada tahun 2018
mencapai titik tertitinggi yang mencapai 88,40 persen dan menurun hingga

84,10 persen pada tahun 2020.

Gambar 2.20
Cakupan UCI Desa Kabupaten Kapuas 2016-2020
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 2016-2020
j- Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk

Angka kesakitan DBD di Kabupaten Kapuas cenderung fluktuasi dari
tahun 2016-2020 dengan capaian pada tahun 2020 mencapai 12,19 kasus
per 100.000 penduduk di Kabupaten Kapuas. Sedangkan puncaknya
terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 93,66 kasus per 100.000
penduduk.
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Gambar 2.21
Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk
Kabupaten Kapuas tahun 2016-2020
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Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kapuas 2016-2020

Beberapa hal yang memengaruhi Angka Kesakitan DBD per 100.000

penduduk:

1) Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan PHBS yakni Geber PSN
4M Plus dan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik masih sangat rendah
(sudah ada Instruksi Bupati Kapuas No 440/197/DINKES/2016,

namun pelaksanaan masih sangat kurang)

2) Masyarakat masih suka dengan fogging yang bukan cara efektif untuk
pencegahan dan penanggulangan DBD.

3) Kepedulian lintas sektor umumnya masih rendah (untuk
menggerakkan masyarakat, kecuali Kecamatan Basarang keterlibatan
lintas sektornya sangat baik).

4) Tidak banyak masyarakat yang mau menjadi kader jumantik.

S5) Masih ada pemahaman bahwa urusan DBD hanyalah urusan sektor
kesehatan saja.

6) Rapat koordinasi lintas sektor untuk penanggulangan DBD sudah
dilaksanakan, namun dalam pelaksanaan di lapangan belum ada
keterlibatan peran lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat
(kecuali di Kecamatan Basarang).

7)  Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) belum maksimal dilaksanakan dan
dievaluasi.

8) Faktor lingkungan yang mempengaruhi antara lain adanya perubahan
iklim (musim penghujan kasus DBD meningkat), mobilitas penduduk
yang tinggi (memudahkan penyakit DBD menyebar dari kota ke desa-
desa), pembangunan perumahan dan sarana-sarana lain yang
memungkinkan penampungan air bersih di tempat-tempat yang
dasarnya bukan tanah, serta sarana air bersih dari sumur bor yang
makin banyak digunakan warga.
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k. Angka kesakitan Malaria per 1000 penduduk

Upaya pencegahan dan pengendalian Malaria menuju Eliminasi
Malaria di Kabupaten Kapuas dimulai sejak 2010. Melalui upaya
pemberantasan dengan penemuan kasus Dberdasarkan konfimari
laboratorium serta penggunaan obat standar dengan ACT, angka kesakitan
Malaria yang diukur dengan API (Annual Paracite Incidence) secara bertahap
telah turun. Namun demikian, di tahun 2017 API Malaria meningkat
kembali lebih tinggi dari tahun 2016. Tren menurun kembali dialami secara
signifikan dimana pada tahun 2020 memiliki capaian angka kesakitan
malaria terendah sebesar 0,07.

Gambar 2.22

Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence)
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
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Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kapuas 2016-2020

Kasus Malaria di Kabupaten Kapuas adalah yang tertinggi di
Kalimantan Tengah. Beberapa masalah terkait penanggulangan Malaria

yakni sebagai berikut :

1)  Sumber penularan Malaria adalah para penambang yang bekerja di
daerah Moroi. Para penambang ini datang dari berbagai kecamatan
bahkan dari luar Kabupaten Kapuas untuk bekerja di sana.
Penambang terinfeksi Malaria dan sakit, lalu pulang ke daerah
masing-masing dan potensi menularkan malaria ke sekitarnya;

2) Kesadaran penambang yang sakit Malaria untuk merawat diri dan
menuntaskan pengobatan kadang masih rendah. Penambang segera
berangkat lagi ke tempat penambangan sehingga keberhasilan terapi
tidak bisa dikontrol;

3) Posisi penambang yang berpindah-pindah dan sulit dijangkau karena
medan area tambang yang luas, sulit dan berpencar-pencar.

Penambang juga bisa berasal dari luar Kabupaten Kapuas;
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4) Pemanfaatan kelambu berinsektisida yang telah dibagikan deﬁgan
cuma-cuma masih belum maksimal karena faktor kebiasaan tidur
tidak terbiasa menggunakan kelambu.

5)  Kondisi lingkungan (banyak genangan air) bekas penambangan (baik
dikeruk manual maupun dengan alat-alat berat) menjadi tempat
perindukan nyamuk Malaria;

6) Belum ada penertiban bagi para penambang liar secara optimal dari
lintas sektor terkait; dan

7)  Keterlibatan lintas sektor terkait belum berjalan.

1. Prevalensi Penderita HIV-AIDS per 100 ribu penduduk

Prevalensi Penderita HIV AIDS per 100.000 penduduk di Kabupaten Kapuas
cenderung berfluktuasi dimana pada tahun 2019 sempat mencapai 5 orang per
100.000 penduduk dan menurun kembali di tahun 2020 hingga mencapai 2
orang per 100.000 penduduk. Fluktuasi ini dikarenakan terjadinya fenomena
gunung es pada penderita HIV-AIDS ini yang masih belum terbuka kepada
tenaga/fasilitas kesehatan tentang penyakit yang dideritanya.

Gambar 2.23

Prevalensi Penderita HIV-AIDS per 100.000 penduduk
di Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 2016-2020

Meskipun tampaknya tren peningkatan prevalensi tersebut masih aman,
yakni di bawah prevalensi nasional yang diharapkan yaitu kurang dari 1 per
100.000 penduduk, namun tren kenaikan ini menunjukkan mulai ditemukannya
kasus-kasus baru HIV AIDS di Kabupaten Kapuas dalam kurun waktu 5 tahun.
Penemuan yang meningkat ini logis mengingat sesungguhnya kasus HIV AIDS
itu sesuai dengan fenomena gunung es, yakni yang belum ditemukan jauh lebih

banyak daripada yang sudah ditemukan.

Target utama pencegahan dan pengendalian HIV AIDS adalah 3 Zero (Zero
New Infection, Zero Death Related AIDS, Zero stigma/discrimination). Setiap 1
orang ditemukan HIV AIDS, secara epidemiologi ada 100 orang disekitarnya yang

juga terinfeksi namun belum ditemukan (fenomena gunung es). Untuk Kapuas,

1 ——
RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 42



jumlah penemuan kasus baru makin bertambah, demikian pula déﬁgan

RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023

kematian akibat AIDS, dan stigma/diskiminasi pun belum bisa dihilangkan.

Meskipun demikian, ada sisi positif program yaitu makin meningkatnya upaya

nakes memotivasi pasien dengan gejala HIV untuk memeriksakan dirinya melalui

VCT maupun mobile VCT, sehingga penemuan ODHA meningkat karena upaya

nakes. Adapun pemeriksaan untuk mengetahui status HIV atas inisiatif

sendiri/sukarela masih sangat rendah.

Penyebab kenaikan prevalensi HIV AIDS di Kabupaten Kapuas dari aspek

perilaku masyarakat :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Perilaku seks tidak aman masih ada di masyarakat (tidak setia dengan 1

pasangan, perilaku seksual menyimbang, dan sebagainya).

Penggunaan kondom masih rendah khususnya untuk hubungan seks
beresiko.

Sulit menjangkau kelompok beresiko untuk memberikan penyuluhan dan
pemeriksaan mobile VCT. Misal: PSK yang berpindah-pindah, kelompok
gay/waria yang eksklusif dan belum tersentuh.

ODHA tidak mau berobat dan minum obat seumur hidup , ada juga yang
drop out berobat, walaupun sudah tahu dirinya menderita HIV AIDS.
ODHA tidak mau membuka status dirinya kepada pasangannya, sehingga
pasangannya tertular (istri tidak tahu jika suaminya ODHA, sehingga
akhirnya istrinya tertular demikian juga dengan bayi yang dikandungnya).
Dukungan keluarga dan masyarakat masih rendah untuk ODHA (ODHA
tidak ada yang men-support dari keluarga untuk pengobatan seumur
hidupnya).

Banyak pasien AIDS yang tidak pernah memeriksakan diri, sehingga tidak
mengetahui status dirinya selama ini, dan baru mengetahui saat sudah
jatuh ke AIDS (sudah terlambat, sehingga tidak terobati).

Zero stigma/discrimination masih ada disebabkan oleh pemahaman

masyarakat yang masih kurang tentang penyakit HIV AIDS ini.

Penyebab dari aspek akses pengobatan bermutu, jaminan pembiayaan, dan

upaya promosi :

1)

2)

ODHA ada yang tidak punya jaminan pembiayaan (JKN), atau jika ada JKN

namun menunggak pembayarannya. Sehingga tidak bisa berobat.

Mobile VCT, Promosi pencegahan HIV AIDS masih belum gencar (Aku
Bangga Aku Tahu bagi kelompok muda usia 14-24 tahun). Ini terkait
dengan kapasitas petugas kesehatan (belum ada pelatihan yang melibatkan

semua nakes dari semua Puskesmas.
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3) Pendampingan, dukungan, dan pengobatan (CST) baru rria&npu
dilaksanakan oleh RSUD Kapuas. Sedangkan untuk Puskesmas belum ada
satupun yang mampu CST disebabkan oleh kemampuan SDM (belum ada
pelatihan). Puskesmas baru mampu lakukan VCT (Selat dan Timpabh,

namun inipun belum aktif lakukan layanan VCT).
Di sisi lain penyebab dari peran sektor terkait yaitu :

1)  Tugas-tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kapuas belum
berjalan maksimal, masih dirangkap oleh Dinas Kesehatan Kab. Kapuas
(seharusnya KPA dilaksanakan secara mandiri, dan dengan anggaran dana

yang memadai).

2)  Peran lintas sektor masih sangat minim. Lintas sektor terkait masih belum
dapat berperan sesuai tupoksinya dalam hal pencegahan dan
penanggulangan HIV AIDS (meski sudah pernah hadiri rapat koordinasi
dan pernah mengikuti pelatihan oleh KPA Provinsi Kalteng).

3) Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS masih dianggap menjadi

urusan sektor kesehatan saja (Dinkes, RSUD, Puskesmas).

m. Prevalensi TB BTA (+) per 100 ribu penduduk

TB BTA (+) mengindikasikan pasien yang diduga mengidap TBC atau
tuberculosis. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penderita TBC mengalami
pola penurunan meskipun tahun 2019 sempat meningkat hingga 104,2 orang
per 100.000 penduduk hingga akhirnya menurun kembali pada titik 59,7 orang
per 100.000 penduduk pada tahun 2020. Diharapkan ke depannya, temuan
prevalensi TB BTA (+) akan mewujudkan tujuan program yaitu menemukan
sebanyak-banyaknya penderita TB, lalu diobati sampai sembuh, karena
sebenarnya masih banyak penderita TB yang belum ditemukan dan diobati
(missing cases).

Gambar 2.24

Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 2016-2020

Beberapa hal yang mempengaruhi Prevalensi TB BTA (+) per 100 ribu
penduduk :
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1) SDM

e pengelola program TB di Puskesmas yang lama sudah jenuh, pindah,
sehingga digantikan oleh nakes baru namun belum dilatih.

e Tenaga pemeriksa sputum BTA tidak semua ada di Puskesmas (analis
maupun paramedis terlatih), sehingga proses penemuan pasien melalui
diagnosa pemeriksaan sputum belum menghasilkan penemuan kasus yg
tinggi dan akurat.

e Mutu hasil crosscheck pembacaan BTA masih rendah (error rate masih

tinggi).
2)  Perilaku masyarakat :

¢ Kesadaran masyarakat untuk berobat apabila batuk berdahak lebih dari
2 minggu masih rendah.

e Kesadaran masyarakat masih rendah untuk minum obat hingga tuntas
(pengobatan 6 bulan tidak boleh putus menimbulkan kebosanan,
beresiko terjadinya TB Resisten Obat).

e Masyarakat kadang lebih suka berobat ke mantri, sedangkan mantri ada

yang melakukan pengobatan TB tidak standar.
n. Akses pengobatan / jaminan pembiayaan :

e Beberapa penderita TB BTA (+) tidak mempunyai kartu JKN, sehingga
sulit apabila menderita komplikasi yang harus dirujuk ke RSUD.

e Penemuan beberapa kasus TB Resisten Obat mengalami kendala pada
saat tidak ada dukungan keluarga maupun dukungan jaminan
pembiyaan kesehatan (kartu JKN).

e Penemuan penderita TB di Puskesmas belum optimal terpadu dengan
program lain (misal melalui pendekatan PIS PK).

e Pencatatan pelaporan (SSIT) oleh petugas pemegang program TB belum
semuanya baik meski sudah dilatih.

¢ Pendanaan untuk program TB di Puskesmas belum maksimal

e Sarana untuk pemeriksaan penunjang TB (mikroskop) ada yang rusak

karena kurang perawatan oleh petugas di puskesmas.

o. Cakupan Penemuan Pneumonia Balita.

Pneumonia adalah penyebab kematian nomor dua pada anak bayi balita
setelah diare. Karena itu fokus program P2P ISPA adalah pada penemuan
Pneumonia dan penanganannya agar tidak menyebabkan kematian. Jadi apabila
Kabupaten Kapuas meningkat penemuan pneumonianya, hal itu menunjukkan
membaiknya upaya deteksi dan penanganan Pneumonia oleh nakes. Adapun

penemuan kasus pneumonia tersebut harus ebrsamaan dengan penanganannya.
]
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Kondisi di Kapuas, penanganan kasus pneumonia masih cukup fluktuatif

dimana pada tahun 2019 mencapai titik tertinggi yakni sebesar 10,40 persen dan

menurun di tahun 2020 menjadi 4,38 persen. Hal ini harus terus ditingkatkan

penanganannya sehingga derajat kesehatan masyarakat terus meningkat.
Gambar 2.25

Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
di Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
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p. Presentase Desa/Kelurahan yang Terkena KLB dan telah Dilaksanakan

Epidemologi <24 Jam

Cakupan Kabupaten Kapuas untuk KLB yang dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam untuk tahun 2016-2020 adalah 100 persen, karena untuk
semua KLB dalam waktu <24 jam telah dilakukan penyelidikan epidemiologi
yang dilanjutkan dengan penanganannya. Penanganan secara berjenjang mulai
dari Puskesmas lalu Dinas Kesehatan, melibatkan lintas program dan sektor

terkait.

Gambar 2.26
Persentase Desa/Kelurahan yang Terkena KLB dan
Telah Dilakukan PE < 24 jam di Kabupaten Kapuas 2016-2020
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q. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 Penduduk

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang pengelolaannya ada di
bawah Dinas Kesehatan kabupaten/kota adalah organisasi fungsional yang
menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata
dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Puskesmas sendiri merupakan
unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota yang bertanggung jawab

menyelenggarakan pengembangan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Puskesmas terdiri dari Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan,
Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling. Rasio fasilitas kesehatan yakni
puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu per 100.000 penduduk
mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 menurun menjadi 34,52 jika
dibandingkan dengan tahun 2016.

Gambar 2.27

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Per 100.000 Penduduk
di Kabupaten Kapuas 2016-2020
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Lain halnya dengan fasilitas rumah sakit yang merupakan institusi
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan
gawat darurat (Kepmenkes RI No. 340/Menkes/PER/III/2010). Di Kabupaten
Kapuas terdapat 1 buah RSUD yang melayani seluruh masyarakat yakni RSUD

Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.

r. Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (%)

Semua masyarakat miskin terlindungi oleh Jaminan Kesehatan baik melui
Jamkesda ataupun JKN, cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 dan 2019
mencapai 15 persen. Namun pada tahun 2020, cakupan pelayanan tersebut

mengalami penurunan hingga mencapai 7 persen.
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Gambar 2.28
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
di Kabupaten Kapuas 2016-2020
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 2016-2020

Perkembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di
Kabupaten Kapuas semakin tahun semakin meningkat. Hal ini bukan berarti
makin banyaknya masyarakat miskin yang sakit, namun mengandung

pengertian sebagai berikut :

1) Semakin kecil persentasinya cakupan pelayanan di tahun 2020 (7%)
menunjukkan kondisi masyarakat miskin banyak yang sehat.

2) Trend kenaikan jumlah kunjungan dari tahun ke tahun karena kunjungan
rumah ke pasien semakin sering, sehingga kontak antara tenaga kesehatan
dan penduduk miskin semakin banyak baik dalam keadaan sakit ataupun
sehat.

3) Angka kontak kunjungan ke Fasyankes terlaporkan berulang (1 pasien bisa
4-5 kali kunjungan) dan dimasukan sebagai angka kontak.

4) Dengan semakin aktifnya kunjungan rumah (melalui Program Indonesia
Sehat dengan Pendekatan Keluarga) maka akan menjamin 100%
masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan baik pada sakit
maupun pada kondisi sehat.

s. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

Menurut Permenkumham No. 34 tahun 2016 tentang kriteria daerah
kabupaten/kota peduli hak asasi manusia bahwa rasio dokter per 100.000
penduduk adalah 1: 2.500, dengan bobot penilaian jika; a. <2.500 maka nilainya
2,75, b. > 2.500 < 5.000 maka nilainya 1,75, c. >5.000 maka nilainya 0. Rasio
dokter umum per 100.000 penduduk tahun 2020 kabupaten Kapuas sebesar
17,60. Rasio tersebut masih jauh dibawah target Nasional sebesar 40 per

100.000 penduduk.

1 ——
RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 48




RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023

Gambar 2.29
Rasio Dokter Per - 100.000 Penduduk

di Kabupaten Kapuas 2016-2020
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 2016-2020

3. Pekerjaan Umum

Salah satu prasarana yang penting dalam memperlancar kegiatan ekonomi
adalah jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan melancarkan arus
lalu lintas barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain. Pada 2020, tercatat
panjang jalan negara dan propinsi di Kabupaten Kapuas, yaitu 126,97 km dan
113,50 km. Adapun untuk jalan kabupaten panjangnya mencapai 2.144,21 km
dengan rincian 552,66 km dalam keadaan rusak berat; 438,15 km dalam
keadaan rusak; 572,66 km dalam keadaan sedang; dan 580,74 km dalam
keadaan baik. Permukaan jalan yang terpanjang masih berupa tanah, sedangkan
yang dilapisi aspal panjangnya mencapai 689,71 km. Persentase jalan kondisi
pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang
sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar
tertentu (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M /2011 tentang
Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan; Pasal 1 nomor 14), dimana
Kabupaten Kapuas pada tahun 2020 memiliki panjang jalan kondisi mantab
sebesar 53,79 persen dari total panjang jalan.

Tabel 2.21

Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan dan Kondisi jalan
di Kabupaten Kapuas 2018-2020 (Kilometer)

Jalan Kabupaten
Keadaan Jalan 2018 2019 2020 2021

Jenis Permukaan (Km)

Diaspal 634,94 612,38 689,71 586,59
Kerikil 278,12 304,21 213,07 194,22
Tanah 775,92 772,42 734,08 882,3
Lainnya 455,23 455,2 507,35 481,11
Jumlah 2.144,21 2.144,21 2.144,21 2.144,22
Kondisi Jalan (Km)

Baik 766,5 779,85 580,74 739,37
Sedang 477,08 456,72 572,66 474,12
Rusak 250,73 265,1 438,15 381,77
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Jalan Kabupaten
K 1
2L L L 2018 2019 2020 2021
Rusak Berat 649,9 642,54 552,66 548,96
Jumlah 2144 21 214421 214421 | 214422

Sumber: Kapuas Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan LPJ Bupati Kapuas 2019, dalam 5 (lima) tahun terakhir
kebijakan umum pembangunan infrastruktur transportasi Kabupaten Kapuas
diprioritaskan untuk pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi
dan menghubungkan antar kecamatan wilayah utara dan selatan Kabupaten
Kapuas, guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah, membuka akses
dan keterisolasian serta mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.
Pembangunan diprioritaskan kepada 8 (delapan) ruas jalan dan 3 (tiga)

jembatan, yaitu:

1. Jalan Kapuas-Mandomai-Mantangai-Tanjung Kelanis-Simpang Lungkuh

Layang.
2. Jalan Anjir KM 1 - Sare Pulau - Pulau Kupang — Lupak
3. Jalan Basarang - Murung Keramat — Terusan - Batanjung
4. Jalan Timpah — Pujon — Sei Hanyo - Tumbang Bukoi
5. Jalan Nasional — Sei Asam — Bakungin — Palingkau Seberang
6. Jalan Anjir KM 9 - Catur — Tamban - Lupak - Palampai
7. Jalan Simpang Palingkau — SP1, SP2, SP3 — Penda Ketapi
8. Jalan Basarang — Batanjung
9. Jembatan Anjir Serapat
10. Jembatan Mandomai
11. Jembatan Mantangai

Selain kesembilan ruas jalan di atas, pembangunan jalan juga
diprioritaskan untuk meningkatkan keterhubungan antarwilayah sampai ke

desa, yang meliputi 214 desa, 17 kelurahan dan 17 ibukota kecamatan.

1. Pengembangan infrastruktur wilayah lainnya dan infrastruktur pertanian

yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

2. Peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat dengan
penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu dan cakupan

layanan.

3. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis potensi sumber

daya lokal yang memiliki daya ungkit bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Penerapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

S. Pelestarian dan penghormatan kepada nilai-nilai budaya lokal sebagai

identitas masyarakat Kapuas.

6. Pembangunan desa melalui Gerakan Membangun Desa Bajenta (Gerbang

Desa Bajenta).
]
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7. Pemberdayaan masyarakat melalui Kapuas Tiada Hari Tanpa Aktivitas

(Kapuas Taheta).

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyediaan lahan baru bagi pembangunan perumahan perlu dipikirkan
untuk menghindari permasalah perumahan. Jika secara rata-rata dalam satu
rumah tangga ada sebanyak empat anggota, kelayakan tinggal terpenuhi paling
tidak rumah tangga tersebut menempati rumah dengan luas 32 meter persegi.
Sementara itu, di Kabupaten Kapuas rata-rata rumah tangga dengan luas lantai
<20 meter persegi mencapai 2,73 persen, yang mengakibatkan kurangnya
sirkulasi udara dan cahaya yang merupakan dua aspek penting pada kesehatan
dalam rumah. Hal ini berarti juga ada 2,73 persen dari total rumah tangga yang
tinggal bersama rumah tangga lain dalam satu rumah. Sedangkan pada tahun
2017, konsep indikator luas lantai berubah menjadi luas lantai per kapita (<7,2

m?2) dimana hanya sebanyak 0,68 persen saja yang memiliki kasus tersebut.

Rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri dan bersama
sebesar 42,78 persen. Sedangkan tempat penggunaan buang air besar sebesar
73,31 persen dan fasilitas listrik mencapai 96,58 persen dari total keseluruhan

rumah tangga.

Tabel 2.22
Statistik Perumahan Kapuas, 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

E""SI.O rumah layak | g 05 0,083 0,085 0,087 0,088
uni

Rasio permukiman | 47 0,073 0,076 0,080 0,085
layak huni
Cakupan
ketersediaan 81,07 83,23 85,09 86,11 87,90
rumah layak huni
Cakupan layanan
rumah layak huni | 81,07 83,23 85,09 86,11 87,90
yang terjangkau
Persentase
pemukiman yang n/a n/a n/a n/a 45,00
tertata
Persentase
lingkungan 76,13 | 74,56 72,22 71,21 70,12
pemukiman
kumuh
Persentase luasan
Eflﬁ?ﬁ(g?ﬁzwasan n/a 77,00 73,00 69,00 67,00
perkotaan
Proporsi rumah
tangga kumuh n/a n/a n/a n/a 25,00
perkotaan

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kapuas, 2021
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Rumah menjadi tempat berlindung dari cuaca dan kondisi lirllgkungan
sekitar, menyatukan sebuah keluarga, meningkatkan tumbuh kembang
kehidupan setiap manusia, dan menjadi bagian dari gaya hidup manusia
Sedangkan pengertian Sehat menurut WHO adalah suatu keadaan yang
sempurna baik fisik, mental maupun sosial budaya, bukan hanya keadaan yang
bebas penyakit dan kelemahan (kecacatan).

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau terjadi peningkatan
secara terus menerus, hingga mencapai 87,90 persen pada tahun 2020.

Penyebab kenaikan ini kemungkinan oleh beberapa hal, diantaranya:

a. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup sehat dan
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Dukungan Pemerintah daerah dalam program bedah rumabh.

c. Seiring tingkat perekonomian masyarakat yang meningkat, sehingga
memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang sehat

d. Dukungan dari para kader kesehatan lingkungan baik dalam hal jumlah

maupun dalam upaya melakukan promosi rumah sehat ke berbagai pihak.

Akses penduduk Kabupaten Kapuas terhadap ketersediaan air bersih pada
umumnya sudah baik dan meningkat setiap tahunnya. Dalam lima tahun
terakhir, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak
mengalami peningkatan dari 50,13 persen menjadi 56,12 persen pada tahun
2020. Hal ini disebabkan kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu secara lintas
sektor melalui program Pamsimas.

Gambar 2.30

Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020 (%)
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Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kapuas, 2021

1 ——
RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 52



RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023

5. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata
ruang terkait dengan upaya untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang
termasuk penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang terkait dengan
upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata
ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program. Pengembangan kawasan
permukiman dilakukan dengan mempertimbangkan karaktristik kawasan
(perkotaan dan perdesaan). Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas:
Kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan yang tersebar di seluruh
kecamatan seluas 157.341,71 Ha. Beberapa capaian dalam pembangunan
menurut penataan ruang yakni rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas
wilayah ber HPL/HGB mencapai 0,3 pada tahun 2020. Sedangkan luasan RTH
publik Kabupaten Kapuas mencapai 3.794,39 ha.

6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu upaya peningkatan pembangunan daerah adalah dengan
menjaga kondusivitas keamanan dan kenyamanan masyarakat, sehingga
muncul ketentraman dan ketertiban wilayah. Dampak positif dari kondisi
tersebut tentu akan meningkatkan iklim investasi hingga pergerakan
perekonomian yang lancar. Adapun penegakan Peraturan Daerah di Kapuas
mencapai 100 persen di setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun
terakhir. Selain itu, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) juga berada pada posisi angka yang sama. Hal ini
menunjukkan bahwa penegakan peraturan dalam menjaga ketentraman dan

ketertiban Kapuas telah dijalankan dengan baik.

Adapun yang masih perlu ditingkatkan adalah cakupan petugas
perlindungan masyarakat yg cakupannya semakin menurun setiap tahunnya,
termasuk juga cakupan pelayanan bencana kebakaran yang menurun. Beberapa
kondisi penurunan ini perlu menjadi fokus dalam pelaksanaan perubahan
RPJMD yang ditindaklanjuti oleh kebijakan perangkat daerah dalam
menentukan program kegiatan yang relevan untuk mencapai target kinerja yang
telah disepakati.

Tabel 2.23
Indikator Kinerja K3 Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020

Capaian Kinerja
2016 2017 2018 2019 2020

No Indikator Kinerja

Cakupan petugas

1 | Perlindungan Masyarakat NA 2,14 1,23 0,96 0,91
(Linmas)
o | Tingkat penyelesaian 100% 100% 100% 100% 100%

pelanggaran K3
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Capaian Kinerja
2016 2017 2018 2019 2020

No Indikator Kinerja

(ketertiban, ketentraman,
keindahan)

Cakupan pelayanan

3 | bencana kebakaran NA 51,23 51,23 29,41 29,41
Kapuas

Tingkat waktu tanggap
(response time rate)

4 | daerah layanan Wilayah NA 70,83% | 81,25% | 81,25% | 81,82%
Manajemen Kebakaran
(WMK)

5 |Persentase  Penegakan | 00 | 100% | 100% | 100% | 100%
PERDA

Sumber: Satpol PP dan damkar Kabupaten Kapuas, 2021

Penanggulangan bencana kebakaran meliputi cakupan pelayanan bencana
kebakaran di kabupaten/kota, Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)
daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), persentase aparatur
pemadam kebakaaran yang memenuhi standard kualifikasi dan jumlah mobil

pemadam kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada WMK.

Pada tabel diatas diketahui bahwa cakupan pelayanan bencana kebakaran
di Kabupaten Kapuas tahun 2020 telah mencapai 29,41 persen. Permasalahan
yang dihadapi terkait cakupan ini adalah belum dilakukannya Pemetaan Potensi

Ancaman Bahaya Kebakaran diseluruh jenis tipologi kebakaran (Mitigasi).

Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan WMK adalah
rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari
15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman,
bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit
tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah
kejadian kebakaran di WMK. Pada tabel di atas diketahui Tingkat Waktu Tanggap
(response time rate) sebesar 81,82 persen, diman angka ini meningkat dari

kondisi 2017 yang sebesar 70,83 persen.

7. Perhubungan

Indikasi dari kemajuan suatu daerah adalah meningkatnya infrastruktur
jalan. Membangun infrastruktur jalan tentunya memerlukan biaya yang tidak
sedikit. Namun dengan melihat kemanfaatan dan efek positif berantai yang
timbul, pembangunan jalan menjadi prioritas bagi pemerintah.

Tabel 2.24

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas, 2016-2017

No Jenis Jalan 2016 2017
1 Jumlah arus penumpang angkutan 03781 17771
umum
2 | Rasio ijin trayek 20 17

1 ——
RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 54



RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023

No Jenis Jalan 2016 2017
3 | Jumlah uji KIR angkutan umum 3.800 3.800
4 | Jumlah Pelabuhan 5 3
S | Jumlah Angkutan Darat 28 28
6 1I;:ilnrrlllarln p(eI?IgRliljian kelayakan angkutan 20’ 20’
7 | Pemasangan Rambu-rambu 55 55

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, 2019-2023

Terjadi penurunan yang cukup signifikan dari jumlah arus penumpang
dimana pada tahun 2017 sebanyak 17.771 orang. Penurunan ini terjadi
dikarenakan semakin banyaknya penggunaan kendaraan roda dua, mobil
pribadi, ditambah dengan rendahnya animo masyarakat terhadap penggunaan

angkutan umum.

Rendahnya minat masyarakat menggunakan fasilitas angkutan umum
menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target rasio ijin trayek.
Dalam hal moda transportasi sungai, yang melayani antar wilayah dalam
kabupaten, jumlah penumpang setiap tahun menurun hal ini sebagai dampak
dari tersedianya jalan darat yang menghubungkan antara desa, kecamatan dan

kabupaten, sehingga penyedia jasa angkutan menjadi berkurang.

Dengan adanya regulasi terhadap sarana angkutan yang harus dilakukan
uji kir sehingga semua sarana baik angkutan umum maupun angkutan khusus
harus sudah lulus uji kelayakan. Apabila dilakukan perbandingan terhadap
jumlah sarana yang melakukan uji kir, maka Sarana angkutan barang seperti
truck, pickup lebih banyak dibandingkan sarana angkutan umum sejenisnya.
Oleh karena itulah pada tahun 2017 mencapai 3.800 jumlah uji KIR yang

dilakukan oleh angkutan umum.

Jumlah Sarana Angkutan Darat baik yang melayani antar provinsi, antar
kabupaten dan pedesaan berkurang hal ini terjadi karena tingkat penggunaan
kendaraan pribadi, kendaraan roda dua sangat tinggi dan aksesibilitas

penghubung sudah memadai.

Dalam capaian lama pengujian kelayakan sarana angkutan, waktu yang
digunakan dalam melaksanakan pengujian ini ditetapkan selama 20 (dua puluh

menit) dan selama lima tahun ini selalu sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dari sisi infrastruktur, adapun total panjang jalan di Kabupaten Kapuas
tahun 2020 yaitu 2.384,68 km. Menurut level pemerintah yang berwenang
mengelolanya, total panjang tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu jalan negara
sepanjang 126,97 km, jalan provinsi sepanjang 113,50 km, serta jalan kabupaten

sepanjang 2.144,21 km.
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Tabel 2.25

Panjang Jalan (dalam Km) Menurut Pemerintah yang Berwenang

di Kabupaten Kapuas, 2016-2020

No Jenis Jalan 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jalan negara 71,78 193,96 126,97 126,97 126,97
2 | Jalan provinsi 265,55 113,50 113,50 113,50 113,50
3 | Jalan kabupaten 2.144,21 | 2.144,21 2.144,21 | 2.144,21 | 2.144,21
Jumlah 2.481,54 | 2.451,67 | 2.384,68 | 2.384,68 | 2.384,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021

8. Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas mempunyai tugas membantu
Bupati menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
tatalingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup, penaatan hukum lingkungan dan peningkatan
kapasitas lingkungan hidup dan pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten.
Berikut gambaran mengenai pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan
seluruh makhluk dunia.

a. Terjadinya penurunan fungsi kawasan hutan lindung, selain sebagai
penunjang perekonomian regional dan nasional, juga sebagai daya dukung
lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem.

b. Permukaan air sungai pada saat musim kemarau dan musim hujan sangat
fluktuatif dan mulai tercemar, karena fungsi hutan yang mengatur
kuantitas dan kualitas aliran air mengalami penurunan.

c. Meningkatnya kerusakan DAS, terutama yang diakibatkan oleh praktek
penebangan liar dan konversi lahan.

d. Sepanjang pinggiran sungai mulai mengalami gangguan erosi.

e. Meningkatnya pencemaran air, dimana limbah industri, pertanian, dan
pertambangan berdampak buruk bagi kehidupan manusia.

f. Fungsi hutan bakau disepanjang wilayah pesisir/pantai mulai terganggu
dan terjadinya pendangkalan.

g. Menurunnya kualitas udara perkotaan yang disebabkan oleh semakin
meningkatnya perindustrian dan penggunaan kendaraan bermotor sangat
memengaruhi kualitas udara, khususnya di wilayah perkotaan, serta
kejadian kebakaran hutan dan lahan, serta kurangnya tutupan hijauan di
kawasan perkotaan.

h. Semakin tingginya pencemaran limbah padat, dimana selain membebani
Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), juga karena sebagian besar
sampah yang ada belum diolah dan dikelola secara sistematis, sekedar
ditimbun maka akan mencemari tanah dan air.

i. Potensi sumber daya hayati dan sumber daya genetik hutan semakin

menurun akibat pembukaan lahan dan hutan yang tidak terkendali,
]
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lemahnya koordinasi antarsektor dan belum optimalnya pelak?aﬁaan

penegakan hukum.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau
indikasi awal yang memberikan kesimpulan dari suatu kondisilingkungan
hidup pada lingkup dan periode tertentu. Ruang lingkup IKLH meliputi
analisis indeks kualitas air sungai, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan.

Berikut capaian IKLH Kabupaten Kapuas :

Tabel 2.26
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
No. Indikator Kinerja Satuan | 2019 2020 2021
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - 72,32 71,41 72,43
5 Indeks kualitas air - 47,5 49 50
3 Indeks kualitas udara - 95,96 92,62 92,75
4 Tutupan Lahan % 73,2 72,32 73,37

Terkait dengan keberhasilan dalam pengelolaan kebersihan, Kabupaten
Kapuas meraih Adipura pertama kali di tahun 2017. Untuk mendukung
keberhasilan tersebut, Bupati Kapuas dengan instruksinyaNo.
003/37/DLH.III/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 mengajak seluruh
masyarakat Kapuas senantiasa meningkatkan upaya pembiasaan hidup bersih
dan sehat serta bergotong royong dalam upaya meningkatkan kualitas
lingkungan yang semakin baik dan menyehatkan. Penyelenggaraan kebersihan
lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT/RW dibawah pengawasan Lurah
dan Camat, sehingga proses pewadahan/pemilahan, penyapuandan
pengumpulan serta pembuangan/pemindahan sampah dari lingkungannya ke
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sesuai jadual dan ketentuan yang telah

ditetapkan.

Dalam rumusan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten
Kapuas, terdapat analisis terkait capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) Kabupaten Kapuas. Secara umum, Implementasi TPB di Indonesia untuk
pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target
dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi
kewajiban daerah adalah kekhususan indikator (2), kondisi geografis (3) dan

ketentuan indikator RPJMD (4). Kabupaten Kapuas telah mulai melakukan
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o«

penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat)

kategori yakni:

a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
Indikator TPB tidak ada target/TT

Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

o

Indikator TPB sebanyak 220 indikator yang menjadi kewenangan
Kabupaten Kapuas telah dihitung pencapaiannya, dimana 27 indikator telah
mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017.
Sedangkan 30 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target
nasional, 21 indikator yang dilaksanakan namun tidak memiliki target nasional

dan 142 indikator belum ada datanya.

Gambar 2.31
Proporsi Capaian Indikator TPB Kabupaten Kapuas Tahun 2020
SB
13,64%

T
9,55%
ss
NA 12,27%
64,55%

Sumber: Perubahan KLHS Kabupaten Kapuas
9. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio jumlah penduduk yang ber-KTP elektronik di Kabupaten Kapuas
terus meningkat dari tahun 2016 - 2020 di mana pada tahun 2020 mencapai

88,25 persen. Meskipun pada tahun 2013 persentase mencapai 80 persen.

Rasio anak umur 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran kecenderungan
mengalami kenaikan yaitu mencapai 93,82 persen pada tahun 2020. Adanya
potensi peningkatan ini karena adanya kebijakan penerbitan akte kelahiran
gratis bagi bayi yang berusia kurang dari 60 hari serta tumbuhnya kesadaran
orang tua akan pentingnya dokumen kependudukan bagi anak sebagai wujud

perlindungan hak anak.

Rasio pasangan ber-akte nikah masih rendah dikarenakan banyaknya
pasangan nikah yang belum melaporkan pernikahannya secara hukum. Hal ini

terlihat dimana pasangan yang memiliki akta nikah baru mencapai 66,76 persen.
]
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10. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas
dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga
terus mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Program-program yang dilaksanakan, baik dilakukan secara langsung oleh SKPD
teknis maupun program yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK Kabupaten
Kapuas dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pelatihan keterampilan, untuk
peningkatan kapasitas perempuan secara khusus untuk mendorong
peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga sejalan dengan kegiatan
pengembangan ekonomi kerakyatan, merupakan salah satu prioritas
pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya di ibukota
Kabupaten akan tetapi diintegrasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di

kecamatan, desa, dan kelurahan.

Kebijakan Penyelenggaraan Program Kependudukan Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagai upaya pengendalian penduduk
dan keluarga berencana yang berdampak juga kepada berbagai persoalan yang
berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan. Fokus
program KKBPK adalah meningkatkan kualitas manusia dan mengendalikan
kuantitasnya. Konsentrasi program Kependudukan Keluarga Berencana pada
peningkatan kualitas SDM dan pelayanan KB. Program Pembangunan Keluarga
pada peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan Tribina Keluarga (Bina
Keluarga Balita, Pusat

Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia),

Informasi dan Komunikasi (PIK) remaja serta Pemberdayaan ekonomi keluarga.

Jumlah peserta KB aktif tahun 2020 sebanyak 50.062 PUS dari jumlah PUS
sebanyak 87.751 atau sebesar 57,05 persen, jumlah ini menurun dibanding
tahun 2016 sebanyak 75.767 PUS dari jumlah PUS sebanyak 94.694 atau
80,01%, sebagaimana terlihat dari tabel berikut.

Tabel 2.27
Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2016 - 2020
No Uraian 2016 2017 2018 2019 | 2020
1 [PUS peserta KB Aktif 75.767 | 67.417 | 69.377 |58.354 | 50.062
2 |Pasangan usia subur (PUS) 94.694 | 85.005 | 92.485 |93.391 | 87.751
3 [Persentase peserta KB Aktif (%)| 80,01 79,30 75,01 62,48 | 57,05

Sumber: Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas, Tahun 2021

11. Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk

membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka

mampu memenuhi segala kebutuhannya, yang pada akhirnya diharapkan dapat
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memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjésama
ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk
memperbaiki kondisi kehidupan. Pada pembangunan Kabupaten Kapuas,
persentase PMKS yang telah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah daerah
mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 mencapai
38,80 persen. Angka ini seyogyanya belum merupakan capaian yang positif
mengingat masih banyaknya PMKS yang belum tertangani dengan baik oleh

Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Angka PMKS yang digunakan sebagai dasar penghitungan IKU sebanyak
73.735 diperoleh dari hasil updating data PMKS Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
Tahun 2017, dari berbagai jenis PMKS (ABH, ABT, ADK, AJ, AKTK, AT, BWBLP,
GEL, KBSP, KPN, KTK, LUT, PD, PEM, PENG, PMBS, PRSE, dan TS) sebanyak
1.248 satuan, ditambah warga miskin sebanyak 20.900 Jiwa.

PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan
dasar, terealisasi 6,09% dan melebihi target Tahun 2017 sebesar 5,00%. PMKS
yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tersebut
berjumlah 76 penyandang dari 1.248 total PMKS di Kabupaten Kapuas. Bantuan
sosial tersebut antara lain Bansos Lanjut Usia Terlantar, Bansos LKSA Bina
Harapan menampung Penyandang Disabilitas Anak, Anak Terlantar,
Penyandang Disabilitas (Paca) Penyandang Psikotik di rumah singgah, Bansos

Permakanan Mayat Terlantar.

Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan, yaitu masih tingginya
jumlah PMKS di Kabupaten Kapuas, yang disebabkan oleh pertumbuhan
penduduk cukup tinggi dibanding dengan jumlah Lapangan Kerja yang tersedia,
kurang validnya data PMKS, rendahnya SDM Penyuluh baik dari segi kualitas

maupun kuantitas, keberlanjutan program terkait dengan PMKS.

Persentase penerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok
Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, pada
tahun 2017 mencapai 20,37%. Sampai dengan tahun 2013 -2017 jumlah KUBE
yang pernah dibantu baik dengan sumber APBD maupun APBN adalah
berjumlah 1.330 KK. melalui program pemberdayaan sosial (KUBE FM Perdesaan
dan Perkotaan) dengan tingkat keberhasilan 764 KK atau 57, 44%

Jumlah panti asuhan dan panti jompo yang ada di Kabupaten Kapuas
Tahun 2017 sebanyak 10 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sedangkan
yang aktif sebanyak 4 LKSA, karena 6 LKSA lainnya belum memperpanjang ijin
panti. Sampai saat ini pemda belum memiliki Panti Sosial yang merupakan
sarana vital bagi upaya rehabilitasi sosial bagi PMKS, khususnya gelandangan,

psikotik, dan anak jalanan.
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Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kapuas pada tahun 2017 masih
dalam skala kecil sehingga tidak memerlukan evakuasi dengan menggunakan

prasarana tanggap darurat yang lengkap.

Pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas (Psikotik) di di rumah singgah
desa Maluen sejak tahun 2013-2017 selalu meningkat penghuninya
dikarenakan tidak ada keluarga yang bertanggung jawab untuk mengambilnya

sehingga mengalami kenaikan yang sangat besar, selain pemberian jatah hidup.

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten
Kapuas sejak Tahun 2017 sampai 2021 adalah sebagai berikut :

Anak Terlantar : 21 orang

N

Anak Berhadapan dengan hukum : 31 orang (pelaku 12 orang, korban 19
orang)

Wanita Rawan Sosial Ekonomi : 7

Lanjut Usia Terlantar : 47 orang

Penyandang Disabilitas : 569 orang

Pengemis : 5 orang

Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakat (BWBLK) : —

Keluarga Fakir Miskin : 11.397 KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

0 X N o kW

Komunitas Adat Terpencil : 2 Buah (Desa Lawang Tamang 51 KK, Desa
Masuparia 57 KK)

10. Korban Bencana Alam : 6622 KK

11. Korban Bencana Sosial : 20 KK (38 jiwa)

12. Keluarga rentan : 19.034 KPM

13. Anak yang memerlukan perlindungan khusus : 51 orang

Indikator-indikator kemajuan suatu masyarakat adalah mulai
berkurangnya fakta sosial diatas dalam hal ini adalah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial sebagai jawaban keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten

Kapuas mengatasi permasalahan sosial (PMKS).

Adapun kemajuan-kemajuan tersebut antara lain adalah keterjangkauan
pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat
miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin,
serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial,
organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai
kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tataran
menengah ke bawah. Selain itu pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial
bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni : adanya peningkatan
produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang

dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.
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Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh befbagai
kepentingan di Kabupaten Kapuas telah meningkat cukup signifikan dari waktu
ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang
diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya,
(vakni berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Kapuas) dibandingkan

dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.
Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

a. cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang

masih terbatas,

b. kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu
sama lain,
c. pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan

kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan
kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran,

d. peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program
pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya
pemberdayaan sosial itu sendiri,

e. peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam
pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara
optimal,

f. kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial
dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan

g. koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum

optimal.

Berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi
pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat
diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program
kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM
kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang
baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk itu, maka penanganan
masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu
terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang
telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat

diperluas.

Melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial

selama tahun 2017 -2021,secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal
. - -

RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 62



RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023

tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia _.?SDM)
kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat
serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal
turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih
tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan
tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta
meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS baik
kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi

dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah

dan masyarakat.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan
nasional, dengan sasaran utamanya adalah penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS), upaya pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan agar
PMKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa

menempuh kehidupan yang layak.

Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para
penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka perlu didukung dengan serta

antara pemerintah dan masyarakat.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Kapuas sebagai pelaksana kegiatan dalam
pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dirasakan penting
mengingat jumlah penyandang masalah di Kabupaten Kapuas jumlahnya makin

meningkat akibat dari kompleksitas permasalahan sosial ekonomi didalamnya.

Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka pelayanan kesejahteraan

sosial di Kabupaten Kapuas meliputi :

- Adanya sistem koordinasi antar unit kerja yang terkait
- Dukungan masyarakat, swasta dan dunia usaha
- Adanya panti-panti sosial dan PSKS
Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam rangka pelayanan

kesejahteraan sosial di Kabupaten Kapuas meliputi :

- Multikrisis yang berkepanjangan dan kompleks terutama akibat Pandemi
Covid-19 dapat menyebabkan rentannya ketahanan sosial.

- Kondisi Sosial Ekonomi Politik yang belum stabil

- Rendahnya relasi antar stakeholder dalam upaya berpartisipasi dalam

penyelesaian permasalahan PMKS.
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Isu strategis penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yakni :

a. Masih terbatasnya akses penyandang masalah kesejahteraan sosial
terhadap pelayanan sosial dasar dan lanjutan;
b. Masih rendahnya pilar partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran /

pemahaman masyarakat dalam gerakan kesetiakawanan sosial.

12. Ketenagakerjaan

Salah satu keunggulan dalam pembangunan adalah berkualitasnya
produktivitas tenaga kerja di suatu wilayah. Kondisi Kabupaten Kapuas sendiri,
pada capaian tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami fluktuasi dimana
pada tahun 2020 sebesar 70,04 persen dimana sebelumnya sempat turun
menjadi 67,10 persen di tahun 2019. Dari angkatan kerja di Kabupaten Kapuas,
terdapat 4,98 persen angkatan kerja yang menganggur dimana angka
pengangguran di Kabupaten Kapuas juga fluktuasi bahkan sempat menyentuh

angka 3,97 persen di tahun 2018.

Tabel 2.28
Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kapuas, 2016-2020
No Indikator 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (%)
2 | Tingkat Pengangguran (%) 4,07 5,42 3,97 5,18 4,98
g | Persentase Penduduk 95,93 | 94,58 | 96,03 | 94,82 | 95,02

Bekerja

Sumber: BPS Kapuas, 2021

1 70,62 | 67,60 | 69,37 | 67,10 | 70,04

13. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Definisi koperasi aktif adalah yang melaksanakan RAT setiap tahun, masih
ada kegiatan usaha dan administrasi yang dilaksanakan serta pengurus dan
anggota masih memenuhi kewajibannya sesuai AD/ART. Dari data yang
didapatkan menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif di Kabupaten Kapuas
cenderung meningkat tiap tahunnya. Terlihat bahwa pada tahun 2020 capaian
koperasi aktif di Kabupaten Kapuas mencapai 80 persen, meningkat sebanyak 5
poin dari tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan terhadap
koperasi cukup berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah dan prosentase

koperasi aktif.
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Gambar 2.32
Persentase Koperasi Aktif (%)
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Sumber: Disdagperinkop dan UKM, 2021

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga menjadi perhatian
Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dari data yang dihimpun didapatkan bahwa
pada tahun 2020 terlihat bahwa hampir 100 persen usaha yang berada di
Kapuas merupakan UMKM. Salah satu faktor yang mendorong hal tersebut
adalah adanya perhatian Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mendukung
kemajuan UMKM dengan memberikan bantuan gerobak dan menyediakan lokasi

berjualan.

14. Penanaman Modal

Permasalahan pengembangan investasi penanaman modal di Kabupaten
Kapuas telah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain terbatasnya sarana,
prasarana dan infrastruktur pendukung pembangunan investasi, seperti jalan,
jembatan, pelabuhan dan suplai energi yang mengakibatkan sulitnya
pengangkutan hasil produksi investasi dan menghambat kemajuan kegiatan
ekonomi masyarakat. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada investor
yang menanamkan modalnya di Kapuas hingga mencapai 45 investor pada tahun
2020 dengan nilai investasi sebesar Rp. 741,73 milyar.

Tabel 2.29

Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional
Di Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020

Realisasi
Tahun Proyi;?;:?vl:as tor Nilai Investasi (Rp)
2020 45 741.726.009.866
2019 32 660.740.800.000
2018 30 500.371.100.002
2017 21 106.346.000.000
2016 8 5.966.310.591.255

Sumber: DPMPTSP Kab. Kapuas, 2021

Nilai investasi yang disajikan merupakan jumlah nilai investasi yang
ditanamkan oleh investor setiap tahunnya yang sangat tergantung dengan
kondisi-kondisi internal perusahaan maupun iklim investasi di Kabupaten

Kapuas pada umumnya. Adanya kecenderungan meningkatnya nilai investasi
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meskipun dengan nilai yang berfluktuasi menunjukkan bahwa iklim investasi di
Kabupaten Kapuas cukup kondusif dengan prospek yang menjanjikan
keuntungan bagi perusahaan dan di lain pihak juga member kontribusi untuk

kemajuan daerah.

15. Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan
bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan
pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi
seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan
secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang
waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Terlihat skor pola harapan Kabupaten Kapuas mengalami kenaikan dimana
Skor Pola Pangan Harapan untuk ketersediaan naik menjadi 84,a7 dan skor Pola

Pangan Harapan Konsumsi juga mengalami peningkatan menjadi 82,1.

16. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas dilaksanakan
melalui LKK/LPM, PKK, LSM, posyandu serta karang taruna. Aspek penting
dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun
sendiri oleh masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) merupakan Lembaga yang dibentuk
oleh masyarakat kelurahan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan

kepada pengabdian.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, maka desa diberikan wewenang penuh untuk mengatur desanya masing-
masing. Dalam melaksanakan hak otonomi tersebut desa diberikan sumber
pendapatan baik yang berasal dari pemerintah pusat yang meliputi Dana Desa,
PNPM-MPd/GSC, maupun dari pemerintah daerah yang meliputi Dana Amanah
dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan adanya kebijakan tersebut berdampak
pada perubahan yang signifikan terhahap pembangunan di desa. Pemerintah
desa dituntut agar lebih professional dalam mengatur penggunaan dana
tersebut, diantaranya dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta
pertanggungjawaban. Dana desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala desa yang diatur dan

diurus oleh desa.

Untuk menunjang kelancaran jalannya pemerintahan desa dan
pembangunan serta menunjang pelayanan kepada masyarakat diperlukan
sarana dan prasarana perkantoran desa yang memadai. Kondisi ini menjadikan

1 ——
RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 66



RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023

kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020, Indeks
Kepuasan Masyarakat kepada fasilitas pelayanan di Pemerintah Kabupaten

Kapuas menjadi 3,167.

Tabel 2.30
Indikator Kinerja Pemberdayaan Desa
di Kabupaten Kapuas tahun 2016-2020
Capaian Kinerja
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Indeks Kepuasan

Masyarakat 2,872 | 2,915 | 3,159 | 3,166 | 3,167

2 Indeks Desa Membangun 0,496 0,551 0,569 0,600 0,621

Tingkat Perkembangan 396 411 412 418 421
Desa

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kapuas

No Indikator Kinerja

Untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian suatu desa pemerintah
pusat menetapkan Indek Desa Membangun (IDM) dengan 5 klasifikasi desa yaitu
: Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Indeks
Desa Membangun lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa.
Penetapan status kemajuan dan kemandirian desa digunakan untuk instrumen
koordinasi Kementerian/Lembaga, maupun antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan

pemetaan tipologi desa dan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.

Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas
kehidupan Desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen
perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No.6
tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Untuk Indeks Desa Membangun Kabupaten
Kapuas, pada tahun 2020 mengalami kenaikan hingga 0,621 dimana angka ini
meningkat cukup tajam dibandingkan tahun 2016 yang memiliki capaian
sebesar 0,496. Angka 0,621 yang dicapai oleh Kabupaten Kapuas
menginterpretasikan bahwa Indeks Desa Membangun Kabupaten Kapuas berada

pada status desa berkembang.

17. Komunikasi dan Informatika

Layanan komunikasi dan informasi merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan intelektual masyarakat dan diharapkan mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam hal perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Keberadaan layanan komunikasi dan informasi ini dapat mendukung kemajuan
usaha dipelbagai sektor yang pada akhirnya mampu mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas.

Di Kabupaten Kapuas masih banyak dijumpai daerah blank spot. Oleh
karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas telah berhasil
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membina dan membangun beberapa menara telekomunikasi di beberapa déerah
ber-blank spot yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kapuas. Dari
fasilitas prasarana komunikasi di Kapuas, persentase penduduk mengunakan
telepon seluler atau komputer mencapai 77,49 persen. Selain itu, persentase

penduduk yang mampu mengakses internet hanya sebesar 38,59 persen

18. Perpustakaan dan Kearsipan

Capaian kinerja perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Kapuas tahun
2016-2020 secara umum menunjukan trend yang menurun dimana rata-rata
pengunjung perpustakaan menurun hingga mencapai 5,29 pada tahun 2020.
Meskipun begitu kondisi buku dan inventaris lainnya semakin lengkap dan
banyaknya yang mencapai 6.821 buku.

Sejalan dengan tugas penyediaan data, Badan Statistik Kabupaten Kapuas
telah menerbitkan beberapa dokumen data resmi secara lengkap dantelah
memenuhi standar isi yang ditetapkan,antara lain: Kabupaten Kapuas dalam
Angka, Kecamatan Basarang dalam angka, Kecamatan Bataguh dalam angka,
Kecamatan Dadahup dalam angka, Kecamatan Kapuas Barat dalam angka,
Kecamatan Kapuas Hilir dalam angka, Kecamatan Kapuas Hulu dalam angka,
Kecamatan Kapuas Kuala dalam angka, Kecamatan Kapuas Murung dalam
angka, Kecamatan Kapuas Tengah dalam angka, Kecamatan Kapuas Timur
dalam angka, Kecamatan Mandau Talawang dalam angka, Kecamatan Mantangai
dalam angka, Kecamatan Pasak Talawang dalam angka, Kecamatan Pulau Petak
dalam angka, Kecamatan Selat dalam angka, Kecamatan Tamban Catur dalam
angka, dan Kecamatan Timpah dalam angka.

Untuk menumbuhkan minat baca masyarakat dengan melakukan
pembenahan yaitu upaya menambah jumlah koleksi buku pertahun sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pemustaka , hal ini
dapat dilihat dari capaian jumlah koleksi buku yang tersedia diperpustakaan
daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas memfasilitasi
berdirinya Perpustakaan Desa/Kelurahan. Hal ini tidak terlepas dengan
diluncurkannya “Program Bajenta” (Membaca Jendela Menggapai Cita-cita) pada
tahun 2015 dimana dalam program tersebut ada beberapa kegiatan yang
dilaksanakan antara lain: 1 desa 1 perpustakaan dan sejuta buku untuk desa.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan membuat sebuah inovasi khususnya
dalam peningkatan kecakapan hidup (life skill), yaitu melalui Kursus Komputer
dan Internet Gratis (Kumis) yang dilakukan melalui Strategi Transformasi yaitu
Advokasi. Kendala utama yang dihadapi dalam Aksi Pak-Kumis ini adalah sarana
unit komputer yang terbatas jumlahnya sedangkan antusias masyarakat yang
sangat banyak terlibat didalam kegiatan ini. Selain itu dari total bandwidth yang

ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas juga perlu
|
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ditingkatkan mengingat banyaknya pengguna Internet pada tiap harinya béii{ itu
melalui jaringan wifi atau PC (personal computer) sementara jumlah bandwidth
yang dimiliki sekarang masih 10 Mbps.

Dari segi kearsipan, Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara
baku di kabupaten Kapuas belum berjalan sesuai dengan apa yang telah
ditargetkan. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur sehingga
arsip dipandang sebelah mata. Padahal arsip pemerintahan sangat urgen.
Pentingnya arsip, terlihat ketika sudah dibutuhkan dan ternyata saat dicari,
tidak ditemukan keberadaannya.

Salah satu hal yang terpenting dalam pengelolaan arsip adalah sumber
daya manusia pengelola arsip atau tenaga arsiparis. Ketersediaan sumber daya
manusia (SDM) pengelola kearsipan selama ini masih kurang. Hal ini
dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (arsiparis), kurangnya
kepedulian terhadap pentingnya arsip dan lemahnya alokasi anggaran untuk

pengelolaan arsip.

B. Fokus Layanan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Kapuas.
1. Pertanian

Struktur perekonomian di Kabupaten Kapuas, menunjukkan bahwa sektor
pertanian secara luas menjadi sektor yang memiliki sumbangan terbesar dalam
pembentukan PDRB Kabupaten Kapuas. Disamping itu, penduduk berumur 15 tahun
ke atas yang bekerja di sektor pertanian adalah sebanyak 101.467 atau mencapai 56,14
persen pada tahun 2020. Karekteristik ini menunjukkan Kabupaten Kapuas memang
merupakan daerah pertanian, baik secara geografis maupun demografis. Dari sisi
perekonomian, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB
Kabupaten Kapuas ADHB mengalami penurunan di dari tahun 2016 hingga 2018.
Namun pada tahun 2019 dan 2020 mulai meningkat kembali hingga mencapai 26,22

persen di tahun terakhir.
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Gambar 2.33
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
terhadap PDRB Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
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Sumber: BPS Kapuas, 2021

Kinerja produktivitas padi antara tahun 2013 (kondisi awal) sampai dengan
2017 mencapai rata-rata sebesar 35,44 Ku/Ha. Apabila dibandingkan dengan kondisi
awal sebesar 33,70 Ku/Ha pada tahun 2013 maka terjadi peningkatan produktivitas
pada sebesar 3,11% sampai dengan tahun 2017, dan masih diupayakan untuk dapat
mencapai target kinerja RPJMD tahun 2018 yaitu sebesar 40,00 Ku/Ha. Capaian kinerja
produktivitas padi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 39,95 Ku/Ha dan
paling rendah pada tahun 2016 sebesar 30,26 Ku/Ha. Peningkatan kembali terjadi pada
tahun 2017 menjadi sebesar 34,35 Ku/Ha.

2. Perkebunan

Dominasi terhadap sektor perkebunan di Kabupaten Kapuas adalah komoditas
karet, kelapa, kelapa sawit, dan kopi. Jika dilihat secara umum, terdapat perkembangan

produktivitas keempat komoditas unggulan perkebunan tersebut yang terinci pada tabel

berikut:
Tabel 2.31
Keragaman Perkembangan Tanaman Perkebunan
Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2020
No. Indikator/Komoditas 2018 2019 2020
1 | Karet
- Luas tanaman (Ha) 31.033,30 29.825,35 31.133,30
- Produktivitas (Ku/Ha) 3,81 4,33 4,52
- Produksi (Ton) 11.828,70 12.928,75 14.106,50
2 | Kelapa
- Luas tanaman (Ha) 5.690,56 5.709,06 6.035,56
- Produktivitas (Ku/Ha) 4.23 4,63 4.65
- Produksi (Ton) 2.408,75 2.643,75 2.809,10
3 | Kelapa sawit
- Luas tanaman (Ha) 3.861,25 4.250,25 4.260,25
- Produktivitas (Ku/Ha) 12,99 14,09 17,34
- Produksi (Ton) 5.016,00 5.987,75 7.388,25
4 | Kopi
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No. Indikator/Komoditas 2018 2019
- Luas tanaman (Ha) 312,56 437,56
- Produktivitas (Ku/Ha) 0,10 0,07
- Produksi (Ton) 3,15 3,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021
3. Peternakan
Jenis ternak yang telah dikembangkan di wilayah Kabupaten Kapuas, antara

lain: ternak sapi, kerbau, kambing, babi, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelor dan

itik, dengan rincian populasi jenis ternak sebagai berikut.

Tabel 2.32
Keadaan Populasi Ternak (Ekor)
No | Jenis Ternak | 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Sapi 3.130 3.450 3.721 4.119 3.777
2 | Kerbau 21 7 11 12 11
3 | Kambing 3.631 4.093 5.024 4.843 4.335
4 | Babi 3.800 4.110 5.246 13.093 12.126
5 | Ayam buras 286.890 | 304.002 | 325.787 | 323.096| 247.761
6 gzg;ngmg 269.172 | 279.650 | 304.238| 992.594 | 536.356
7 | Ayam petelor 19.974 16.707 24.669 26.159 13.453
8 | Itik 45.981 50.952 45.817 46.992 48.194

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021

4.

Perikanan

Sumberdaya perikanan di Kabupaten Kapuas, meliputi perikanan darat dan laut,
dimana produk periknan didominasi oleh perikanan darat baik perikanan tangkap di
perairan umum maupun budidaya perikanan. Secara umum, terjadi kenaikan pada
produksi perikanan yang berimbas pada kenaikan nilai produksi sehingga mampu
memberikan nilai tambah pada sektor perikanan. Produksi tertinggi selama lima tahun
terakhir berada pada tahun 2020 yang mencapai 40.735,72 ton dimana sebanyak 73,52
persen didominasi oleh perikanan darat (29.951,78 ton).

Tabel 2.33
Produksi Perikanan Darat dan Laut di Kabupaten Kapuas

Tahun Perika;;zll:)Darat Perik:'lll‘l::) Laut Jumlah (Ton)
2016 19.284,62 10.064,30 29.348,92
2017 14.190,48 14.699,50 28.889,98
2018 22.666,71 10.597,57 33.264,28
2019 29.370,18 9.068,89 38.439,07
2020 29.951,78 10.783,94 40.735,72

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas, 2021
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5. Perdagangan

Pembangunan sektor perdagangan pada periode tahun 2016-2020 terlihat cukup
baik dimana terjadi peningkatan kontribusi kategori perdagangan besar dan eceran;
reparasi mobil dan sepeda motor. Namun dikarenakan Pandemi COVID-19, maka terlihat
penurunan pada tahun 2020 pada kategori tersebut hingga mencapai kontribusi 16,84

persen, dimana sebelumnya sebesar 16,99 persen.

Gambar 2.34
Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
terhadap PDRB Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
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Sumber: BPS Kapuas, Tahun 2021

Jumlah usaha yang bergerak di Kabupaten Kapuas belum terlalu signifikan
peningkatannya dimana pada tahun 2019 sejumlah 235 unit usaha yang terdaftar
melakukan aktivitas perekonomian di Kapuas. Pentingnya perusahaan yang terdaftar ini
akan sangat memudahkan pemerintah dalam mengembangkan dunia usaha melalui
berbagai bantuan seperti permodalan maupun sarana prasarana.

Dari sisi ekspor barang dan jasa, terlihat adanya fluktuasi dimana tahun 2016
terkadi defisit ekspor yang mengindikasikan bahwa nilai ekspor berada di bawah impor.
Namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi surplus ekspor dimana nilai ekspor
melebihi nilai impor, meskipun pada tahun 2020 menurun tajam hingga 5,6 milyar
rupiah dikarenakan dampak Pandemi Covid-19.

Tabel 2.34
Indikator PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Kapuas 2016-2020

Tahun PDRB adh Distribusi
Berlaku (M) (%)
2020 5,6 0,03
2019 354,7 2,13
2018 261,1 1,72
2017 20,4 0,15
2016 -591,5 -4,93

Sumber: BPS Kapuas, Tahun 2021
Sektor perdagangan sebagai salah satu penunjang pembangunan perekonomian
akan ikut berperan penting dalam mewujudkan daya saing ekonomi nasional dengan
cara meningkatkan ekspor non migas serta menguatkan kesadaran masyarakat untuk
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menggunakan produk lokal dan stabilisasi ketersediaan bahan pokok. Peme\ri“ntah
Kabupaten Kapuas melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Kabupaten Kapuas akan merumuskan beberapa kebijakan ke depan untuk memperluas
akses perdagangan komoditi unggulan daerah yang didukung dengan peningkatan mutu
produk menghadapi pasar yang semakin kompetitif, mengefektifkan perlindungan

konsumen dan pengamanan perdagangan.

6. Pertambangan & Galian

Kabupaten Kapuas kaya akan barang tambang dan dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah jika didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya
modal untuk dapat mengelolanya dengan optimal.Produksi bahan galian utama di
Kabupaten Kapuas berupa batubara, yakni sebanyak 2.926.424 Metrik ton (2013),
3.378.851,40 Metric ton (2014), 1.955.851,38 Metric ton (2015) dan sebanyak
7.594.007,00 Ton (2016) atau pada tahun 2016 meningkat sebesar 159,50%
dibandingkan tahun 2013. Produksi bahan galian lainnya adalah pasir zircon sebanyak
300 ton (2014) dan 500 ton (2015); pasir kuarsa sebanyak 10.070,80 m3 (2014), pasir
sungai sebanyak 13.3014,00 m?3 (2014) dan pasir sebanyak 314,60 m3 (2014) dan
58.838,50 m3 (2015).

Kontribusi sektor Pertambangan & Penggalian terhadap PDRB Kabupaten
Kapuas ADHB mengalami fluktuasi dari dimana titik tertinggi kontribusi pada tahun
2018 sebesar 13,38 persen dan sejak itu mengalami penurunan kembali hingga pada
tahun 2020 mencapai 9,52 persen. Penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020 ini
dikarenakan menyerangnya Pandemi COVID-19, khususnya pada sektor ekspor impor
yang berskala internasional.

Gambar 2.35

Kontribusi Sektor Pertambangan & Penggalian terhadap PDRB
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas (Data diolah) 2021
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7. Perindustrian

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Kapuas memiliki potensi untuk
dikembangkan mengingat berbagai produk mentah banyak tersedia dan mampu diolah
sehingga memiliki nilai tambah dalam penjualannya. Pada tahun 2020 kategori Industri
Pengolahan menyumbang sebesar 2.167,8 miliar rupiah atau sebesar 13,10 persen
terhadap total perekonomian Kabupaten Kapuas. Peranan kategori ini tidak hanya
menggambarkan peranan industri besar sedang melainkan juga industri mikro kecil

yang ada di Kabupaten Kapuas.

Jika dilihat dari pertumbuhannya, kategori Industri Pengolahan tumbuh sebesar
8,09 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2018 kategori ini tumbuh sebesar 8,87 persen
dan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 6,46 persen.
Gambar 2.36

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Kabupaten Kapuas, Tahun 2016-2020
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021

8. Transmigrasi

Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas adalah unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
Sasaran Pertama Dinas Transmigrasi adalah “Terfasilitasinya Pembangunan Kawasan
Permukiman Transmigrasi dan Terfasilitasinya Penempatan Baru sebanyak 480 KK
di 6 UPT dan Kerjasama Antar Daerah”. Dalam sasaran pertama untuk tahun 2017
nilai capaian kinerjanya 0% karena tidak adanya penempatan transmigran baru dan
Dinas Transmigrasi fokus pada pembinaan transmigran yang telah di tempatkan
sebanyak 150 KK di Tahun 2016. Penempatan Transmigrasi tidak terlaksana di Tahun
2017 disebabkan adanya pengurangan anggaran oleh Pemerintah Pusat pada
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI. Selanjutnya sasaran kedua adalah
“Terlaksananya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat” dengan Indikator Kinerja

yaitu Jumlah warga trasmigrasi yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan Jumlah

1 ——
RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 74




RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023

kelompok wirausaha yang tumbuh dan berkembang yang mendapat bantuan, untuk
tahun 2017 nilai capaian kinerjanya mencapai 32,6%, tidak tercapainya sasaran kedua

ini disebabkan anggaran untuk menunjang kegiatan tersebut tidak memadai.

C. Penunjang Urusan
1. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas merupakan
institusi yang mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pembangunan
di daerah, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan
pengembangan, statistik, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan di daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai panduan pembangunan
dirumuskan dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPD Kabupaten
Kapuas, RPJMD Kabupaten Kapuas, RKPD Kabupaten Kapuas, RTRW
Kabupaten Kapuas, KLHS Kabupaten Kapuas, dan dokumen perencanaan
penunjang yang lain.

2. Keuangan

Laporan keuangan daerah Kabupaten Kapuas hingga penilaian tahun 2019
telah mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian selama empat tahun
berturut-turut. Dari segi pendapatan daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang terlihat
pada tabel berikut:

Tabel 2.35

Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kapuas tahun 2016-2020 (dalam 000)

No Indikator kinerja 2016 2017 2018 2019 2020

1 JD‘;“;'rZE Penerimaan Pajak 13470245 | 14487269 |  26.111.246 67.306.044 22.182.192

2 Jumlah Penerimaan 12138720 | 13.352.592 5.423.356 6.650.247 5.805.515
Retribusi Daerah
Jumlah Penerimaan Hasil

3 Pengelolaan Kekayaan 3.993.000. 4.392.300 6.976.114 6.545.945 6.593.357
Daerah / Aset Daerah

4 | Jumiah Penerimaan Lain-ain | 55 595 035 | 33650338 | 69.149.018 77.345.245 50.157.715
PAD Yang Sah

Sumber: Restribusi dan Pajak Daerah, 2021

3. Kepegawaian dan Pelatihan

Aparatur Sipil Negara merupakan potensi sumber daya daerah sebagai
subyek pembangunan khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan,
dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. Dalam peningkatan
kompetensi dan kualifikasi ASN, perlu adanya berbagai bimbingan teknis dan

diklat. Sebanyak 85,64 persen pejabat ASN telah mengikuti pendidikan dan
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pelatihan struktural sebagai bentuk peningkatan kualitas pejabat struktural

dalam menjalankan kinerjanya.
4. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu hal penting dalam mengendalikan
berbagai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, khususnya
permasalahan administrasi penggunaan keuangan negara. Diperolehnya status
opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, merupakan salah satu indikator dari
implementasi pengawasan yang baik dalam setiap pelaksanaan kebijakan

pembangunan daerah.
5. Sekretariat Dewan

Dalam melaksanakan kinerjanya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kapuas dibantu oleh Sekretariat Dewan yang memiliki tugas
sebagai perangkat daerah yang menunjang setiap pergerakan anggota dewan

dalam menyejahterakan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
6. Sekretariat Daerah

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah
daerah kabupaten kapuas tahun 2016-2020 dapat dinilai berjalan cukup baik.
Hal ini didasarkan dengan capaian hasil evaluasi yang terus membaik dari tahun
ketahun dan sesuai dengan ekspektasi target kinerja yang termuat dalam
dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas sebelumnya. Bahkan pada
tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh nilai evaluasi dengan
tingkat akuntabilitas kinerja kategori B dan menjadi kabupaten pertama di
Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai evaluasi tersebut.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif
kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil
pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan
mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan
publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan
melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, pemerintah secara terus menerus
melakukan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap perangkat daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Rata-rata Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap layanan publik di pemerintah Kabupaten Kapuas pada 5

tahun terakhir yaitu sebesar 76,41. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari
]
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hasil pengukuran kepuasan yang dilakukan oleh beberapa perangkat dae‘fah i
setiap tahunnya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menggambarkan
kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah Daerah. Kementerian Dalam
Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci untuk masing-masing urusan.
Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator
yang telah ditetapkan tersebut. Penilaian kinerja bukan ditetapkan berdasarkan
standard, melainkan melalui proses perbandingan antar pemda.

Secara Nasional Peringkat EKPPD terhadap LPPD Kabupaten Kapuas dari
tahun 2013 -2016 terus mengalami kenaikan, artinya dari tahun ke tahun
kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan dibanding dengan daerah lain
di seluruh Indonesia. Jika dibandingkan dengan 14 Kabupaten/kota se Provinsi

Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas masuk dalam S besar.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan
otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya
saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan
ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai

kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.5. Kemampuan Ekonomi Daerah
A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan non rumah tangga per kapita
Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk
konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya
anggota rumah tangga. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita diperoleh dari
hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun
tidak) terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2020, kelompok pengeluaran perkapita di
Kabupaten Kapuas sebulan mencapai Rp991.611,- dengan rincian pengeluaran konsumsi
makanan adalah sebesar Rp542.156,- dan rata-rata pengeluaran bukan makanan adalah
sebesar Rp449.455,-. Tingginya pengeluaran konsumsi pangan ini mengindikasikan
masih belum optimalnya kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar pendapatan

digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan atau primer.

Tabel 2.26
Angka Konsumsi Rata-Rata RT per Kapita Sebulan di Kabupaten Kapuas 2016-
2020
No Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Pengeluaran rata-rata
1 perkapita sebulan 443.295 | 461.892 | 469.754 | 526.444 | 542.156
(pangan)
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No Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020

Pengeluara rata-rata
2 perkapita sebulan 317 187 | 264.718 | 359.092 | 424.264 | 449.455

(non pangan)

Jumlah Pengeluaran
3 | perkapita (pangan + 760.482 | 726 609 | 828.846 | 950.708 | 991.611
non pangan)
Sumber: Kapuas Dalam Angka, (diolah)

2.1.6. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
A. Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan
Sarana transportasi di Kabupaten Kapuas selain jalan darat juga menggunakan
sarana angkutan air di kanal, sungai, dan laut. Perhubungan melalui sungai, antara lain
dengan:speed boat, long boat, kelotok dan lainnya.
Tabel 2.37

Jumlah Kendaraan Darat Bermotor Menurut Jenis
di Kabupaten Kapuas, 2016-2020

. Sedan, | Bus, | Truck, G Sepeda

Tahun s Jeep, | Mini | Pick SO, Motor | Jumlah
Rat Wagon | Bus Up e Roda 2

Besar/Berat

Hitam 124 3 58 na 790 975

2016 | Merah 6 28 67 na na 101
Kuning - - - na na

Hitam 1.914 7 714 135 | 40.673 | 43.443

2017 | Merah 135 3 67 na 889 1.094

Kuning 10 33 97 na na 140

Hitam 2.268 14 771 33| 38.833 | 41.919

2018 | Merah 124 3 58 na 790 975

Kuning 6 28 67 na na 101

Hitam 2.800 15 917 222 | 42.958 | 46.912

2019 | Merah 132 1 87 na 761 981

Kuning 4 29 81 na na 114

Hitam 3.118 22 968 203 | 42.569 | 46.880

2020 | Merah 148 - 125 na 1.040 1.313

Kuning 1 24 88 na na 113

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2021

Jumlah wunit kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Kapuas
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2020 mencapai 46.880 unit

kendaraan pribadi; 1.313 unit kendaraan dinas; dan 113 unit kendaraan umum.
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B. Air Minum
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas saat ini mempunyai
10 lokasi instalasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.38
Kapasitas Produksi PDAM

Kapasitas Produksi
No. Nama PDAM Sumber air
Potensi Efektif
1. | Pusat Kuala Kapuas 125 97 Sungai
2. | Cabang Barimba 20 11 Sungai
3. | Unit IKK Palingku 7,5 7,2 Sungai
4. | Unit IKK Mandomai 5 3,4 Sungai
S. | Unit IKK Anjir Serapat S S Sungai
6. | Unit IKK Mantangai S S Sungai
7. | Unit IKK Basarang S 1,4 Sungai
8. | Unit IKK Dadahup S S Sungai
9. | Unit IKK Seitatas 5 1,4 Sungai
10. | Unit IKK Pujong S S Sungai
Jumlah 187,5 141.4

Sumber: PDAM Kabupaten Kapuas, 2018

C. Pasar

Pasar merupakan salah satu infrastruktur penting dalam menjaga keberlanjutan
fungsi ekonomi masyrakat. Sebagai wadah bertemunya pedagang dan pembeli, pasar
memegang peranan penting dalam membentuk harga, memudahkan distribusi dari
produsen ke konsumen serta dapat pula menjadi ajang promosi potensi daerah. Pasar
yang berkembang akan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat serta

berperan pula dalam proses pembangunan daerah melalui pajak dan retribusi.

Di Kabupaten Kapuas ketersediaan pasar tradisional menyebar dari tingkat desa,
kecamatan hingga ibukota kabupaten. Pasar desa identik dengan tipikal pasar mingguan
dimana pedagang mayoritas berasal dari luar desa yang datang satu kali dalam seminggu
dengan komoditi yang diperjualbelikan beragam dari kebutuhan dasar sampai hasil bumi
setempat. Pasar harian terdapat di ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten yang
melayani kebutuhan warga setiap hari serta dengan ketersediaan komoditi yang lebih
lengkap bila dibandingkan dengan pasar desa. Perkembangan jumlah pasar di Kabupaten
Kapuas disajikan dalam tabel dibawah ini. Berdasarkan data Potensi Desa 2020, tercatat
bahwa terdapat 13 pasar dengan bangunan permasnen, 59 pasar dengan bangunan semi

permanen, dan 58 pasar tanpa bangunan yang beroperasi di Kabupaten Kapuas.

Sebagai proyeksi kedepan serta memfasilitasi kemajuan Kabupaten Kapuas maka
keberadaan pasar tradisional akan dibarengi dengan pembangunan pasar modern yang
dalam prosesnya tidak menghilangkan kekhasan dari pasar tradisional itu sendiri.
Sehingga dengan adanya sinergitas dari pasar tradisional dan pasar modern diharapkan
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mampu membuka peluang dan kesempatan untuk memajukan pereko‘nAoﬁmian

masyarakat dan daerah.

D. Perhotelan dan Rumah Makan

Kabupaten Kapuas menyimpan potensi yang belum banyak dikembangkan di
sektor pariwisata. Padahal sektor ini merupakan salah satu penggerak roda
perekonomian yang murah, mudah dan cepat membawa hasil. Potensi pariwisata
Kabupaten Kapuas terbagi menjadi objek wisata alam, buatan, sejarah dan budaya

dengan total yang telah teridentifikasi sebanyak 75 lokasi objek wisata.

Dalam rangka menunjang serta mengembangkan sektor pariwisata Kabupaten
Kapuas, maka penyediaan pelayanan akomodasi berupa hotel/penginapan dan rumah
makan terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan mendorong
keterlibatan masyarakat untuk berinvestasi pada bidang ini. Berdasarkan data yang
tersedia, maka terlihat jumlah restoran/rumah makan di Kabupaten Kapuas pada tahun
2019 sebanyak 743 unit dimana angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2016 yang
hanya sebanyak 87 unit.

2.1.7. Fokus Iklim Berinvestasi
Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah hal penting yang harus
diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang

berkaitan dengan iklim investasi antara lain :
A. Lama Proses Perijinan

Lamanya waktu proses suatu perijinan berkorelasi dengan kemudahan untuk
mendapatkan ijin usaha yang akan mempengaruhi pula tingkat investasi suatu daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu telah berinovasi untuk mempercepat proses perijinan dengan
pendaftaran perijinan secara online dan perbaikan kualitas aparatur sehingga mampu

memberikan pelayanan prima.
B. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah pungutan oleh daerah yang
merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hasil PDRD
merupakan sebagian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pelaksanaan pemungutan
PDRD di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, dimana untuk pelaksanaan

di Kabupaten Kapuas disajikan dalam tabel dibawah ini :
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Tabel 2.39
Realisasi Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Pajak Daerah (000) | _ 13.800.061 16.678.000 19.303.500 65.238.000 28.278.436
25’(;‘8')&"‘ Retribusi Daerah 5.974.087 6.886.300 5.795.500 7.074.767 7.633.250
Jumiah Pendapatan Asli 85.832.949 93.470.335 99.345.273 157.847.484 |  84.738.779
Daerah (000)

Sumber: BPPRD Kab. Kapuas, 2018

Seturut amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dilarang melakukan
pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan undang-undang. Untuk
Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas yang semula
berjumlah 10 (sepuluh) macam pajak pada Tahun 2013 kemudian bertambah menjadi 11
(sebelas) macam pajak pada Tahun 2014 setelah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan menjadi Pajak Daerah.

Jumlah dan macam Retribusi Daerah telah mengalami beberapa kali penyesuaian
mengikuti perkembangan dan perubahan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Retribusi Daerah yang tidak lagi dapat dipungut antara lain Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi dan Retribusi Izin Gangguan serta penerimaan Dana Kapitasi
JKN yang beralih masuk pada lain-lain PAD yang sah. Dengan demikian macam retribusi
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas berjumlah 22 jenis Retribusi

Daerah.

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan instrumen sumber penerimaan daerah
sebagai wujud otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pajak dan Retribusi Daerah
seyogyanya merupakan sumber PAD yang utama sebagai tulang punggung penerimaan
daerah sebagai wujud kemandirian fiskal daerah. Semakin banyak jumlah dan jenis Pajak
dan Retribusi Daerah, semakin luas basis pajak daerah tersebut, sehingga makin tinggi
potensi penerimaan PAD-nya. Semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin tinggi
pula tingkat kemandirian fiskal dan ekonomi daerah tersebut dalam membiayai seluruh
pembiayaan daerah dan semakin berkurang tingkat ketergantungan daerah tersebut

kepada Pemerintah Pusat.
C. Kriminalitas Kabupaten Kapuas

Kriminalitas merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat memberikan efek
negative pada kondusivitas iklim investasi. Hal tersebut dikarenakan kriminalitas akan
mengganggu stabilitas ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan yang notabene
menjadi salah satu faktor penarik investor dalam menanamkan modalnya. Secara umum,
dalam lima tahun terakhir tingkat kriminalitas meningkat di setiap tahunnya meskipun

pada tahun terakhir mengalami penurunan.
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Tabel 2.40
Jenis Kasus Kriminalitas yang Terjadi di Kabupaten Kapuas
Tahun 2016-2020

No Jenis Kriminalitas 2016 2017 2018 2019 2020

1 Jumlah tindak kriminal selama 171 158 184 178 129
1 tahun
Resiko Penduduk Terjadi

2 Tindak Pidana (per 100.000 17,1 15,8 18,4 17,8 40,2
Penduduk)
Persentase penyelesaian

3 Tindak Pidana 139 95 142 140 na

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas
D. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk
menjamin keamanan berinvestasi dan menarik lebih banyak investor untuk menanamkan
modalnya di berbagai sektor penggerak ekonomi di Kabupaten Kapuas adalah dengan
menerbitkan peraturan daerah yang memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
Peraturan daerah yang diterbitkan selain mengakomodir kebutuhan pengusaha, juga
memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan daya dukung lingkungan
sekitar. Meningkatnya jumlah perda yang mendukung iklim usaha seperti yang
ditampilkan pada tabel dibawah menunjukkan kepekaan pemerintah daerah yang
mampu menjembatani setiap kepentingan sehingga menjamin investasi yang masuk ke

Kabupaten Kapuas pada akhirnya memberi manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi

daerah dan masyarakat Kabupaten Kapuas pada khususnya.

2.1.8. Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator kependudukan yang penting untuk mengukur kualitas
Sumber Daya Manusia adalah Rasio Ketergantungan (dependency ratio) yang
menggambarkan total rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif (kelompok
umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas) terhadap penduduk usia produktif
(kelompok umur 15 - 64 tahun). Semakin tinggi persentase dependency ratio
menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang
produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif

lagi demikian sebaliknya.

Tabel 2.41
Rasio Ketergantungan Tahun 2016 - 2020

No Uraian 2016 | 2017 | 2018 2019 2020
1 Jumlah penduduk usia <1 100.28 |, 5 o1 | 98,015 | 100.076 | 95.600

15 tahun 4
2 Jumlah penduduk usia > | 1, gu0 | 11586 | 13.586| 20.310| 21.400

64 tahun

Jumlah penduduk usia 112.16
3 tidak produltif (1) dan (2) 5 | 112.247 | 111.601 | 120.386 | 117.000
4 l“ls‘fgniah penduduk usia 237'72 229.353 | 244.781 | 295.232 | 293.600
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2020
39,85

2016
48,18

2017 2018

45,59

2019
40,77

Uraian
Rasio ketergantungan

(3)/(4)
Sumber: BPS Kapuas Dalam Angka, beberapa edisi. Diolah

48,94

Dari tabel di atas terlihat bahwa angka ketergantungan Kabupaten Kapuas
berdasarkan data lima tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada tahun 2020
menunjukkan angka 39,85 yang mengindikasikan bahwa dari seratus orang penduduk
produktif menanggung 39-40 orang yang belum dan tidak produktif. Hal ini
menunjukkan bahwa ketergantungan usia tidak produktif terhadap usia produktif di
Kapuas semakin menurun. Kondisi ini perlu mendapat perhatian agar tidak menjadi

beban bagi pembangunan sumber daya manusia baik melalui subsidi bantuan maupun

program pengembangan SDM lainnya

2.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KAPUAS
Berikut indikator pembangunan daerah yang merupakan gambaran

pembangunan Kabupaten Kapuas berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan

dalam lima tahun terakhir berdasarkan aspek pembangunan daerah.

Tabel 2.42
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020

Capaian Kinerja
NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR 2016 | 2017 2018 2019 | 2020
ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi 7,29 7,62 7,01 7,16 -1,04
2. | PDRB per kapita 34,20 | 38,33 | 42,59 | 46,32 | 40,31
3. | Indeks Gini 0,327 | 0,310 | 0,328 | 0,344 | 0,316
4. Pers.ent.ase penduduk diatas garis 94,3 94,68 94.8 94.91 | 94,96
kemiskinan
5. {ﬁ%&;‘s Pembangunan Manusia 66,98 | 68,04 | 68,68 | 69,38 | 69,48
- Angka Harapan Hidup 68,49 | 68,59 68,64 68,69 | 68,74
- Harapan lama sekolah 11,92 12,25 12,54 12,90 12,92
- Rata-rata lama sekolah 7,09 7,50 7,51 7,52 7,59
- Penggluaran per kapita yang 10.287 10.42 10.738 11.06 | 11.01
disesuaikan 1 3 5
. - 0,025 | 0,025 | 0,016 | 0,025 | 0,000
6. | Persentase balita gizi buruk % % % % %
. . - 27,500 | 19,60 | 17,700 | 8,990 | 6,300
7. | Prevalensi balita gizi kurang % 0% % % %
Eg;gfat partisipasi  angkatan | ;o oo | 6760 | 69,37 | 67,10 | 70,04
. | Tingkat pengangguran terbuka 4,07 5,42 3,97 5,18 4,98
10. | Rasio penduduk yang bekerja 95,93 94,58 96,03 | 94,82 | 95,02
Rasio kesempatan kerja terhadap
11 penduduk usia 15 tahun ke atas 95,93 94,58 96,03 | 94,821 95,02
1o, |Persentase — PAD  terhadap | 5340, | 5709 | 6,19% | 8,56% | 6,79%
pendapatan
13. | Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
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NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR 2016 | 2017 2018 2019 | 2020

Pencapaian skor Pola Pangan

14. Harapan (PPH) 89 86,03 84,1 N/A N/A
Kontribusi PDRB Kategori

15. | Pertanian, Kehutanan, dan 27,37 | 26,25 25,21 25,33 | 26,22
Perikanan

16. | Kontribusi PDRB Kategori 11,70 | 12,95 | 13,38 | 12,33 | 9,52
Pertambangan & Penggalian

17. | Kontribusi PDRB Kategori 11,58 | 11,66 | 11,64 | 11,57 | 13,10
Industri Pengolahan

18. Kontribusi PDRB Kategori 0,05 0,07 0,08 0,08 0,09

Pengadaan Listrik dan Gas
Kontribusi PDRB Kategori
19. | Pengadaan Air, Pengelolaan 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Kontribusi PDRB Kategori
Kontruksi

Kontribusi PDRB Kategori

21. | Perdagangan Besar dan Eceran; 15,38 15,66 16,25 16,99 16,84
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Kontribusi PDRB Kategori
Transportasi dan Pergudangan
Kontribusi PDRB Kategori

23. | Penyediaan Akomodasi dan 1,79 1,74 1,73 1,68 1,59
Makan Minum

Kontribusi PDRB Kategori

20. 8,51 8,30 8,28 8,31 7,85

22. 3,47 3,67 3,81 4,02 4,18

24. ) ; . 0,99 0,99 0,96 0,95 1,05
Informasi dan Komunikasi

95, Kontribusi PDRB Kategqu Jasa 3,78 3,73 3.63 3,67 3,97
Keuangan dan Asuransi

26. Kontribusi PDRB Kategori Real 3.10 3.10 3.18 3,09 3.15
Estate

27 Kontribusi PDRB Kategori Jasa 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Perusahaan
Kontribusi PDRB Kategori
Administrasi Pemerintahan,

28. Pertahanan dan Jaminan Sosial 3,98 3,68 3,67 3,74 3,89
Wajib

29. Kontrlb'us1 PDRB Kategori Jasa 533 527 525 5.30 5.5
Pendidikan
Kontribusi PDRB Kategori Jasa

30. Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,03 1,99 2,01 2,02 2,10

31 Kontribusi PDRB Kategori Jasa 0,83 0,83 0,83 0,84 0,85

lainnya
32. | Pertumbuhan Industri 6,63 9,31 9,9 10,12 13,1
ASPEK PELAYANAN UMUM
Layanan Urusan Wajib Dasar

1. | Pendidikan
APK Pendidikan Anak Usia Dini

1.1. (PAUD) 65,94 | 67,06 | 36,61 32,92 | 75,31

1.2. | APK Pendidikan Dasar 106,51 1015’7 103,11 102,0 87,85

1.3, |Angka pendidikan yane | 100 100 100 100 100
ditamatkan

1.4. | Angka Partisipasi Murni

1.4.

Angka Partisipasi Murni (APM)

I | SD/MI/Paket A

97,35 | 95,32 | 92,73 | 94,04 | 89,63
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NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR

1.4. e .

Angka Partisipasi Murni (APM)
2. SMP/MTs /Paket B 69,59 | 70,16 | 69,28 | 69,53 | 63,62
1.5. | Angka partisipasi sekolah 87,56 | 87,37 81,76 96,40 | 96,13
1.5 . .

Angka partisipasi sekolah (APS)
1. SD/MI/Paket A 87,56 | 87,37 | N/A 99,67 | 99,44
1.5. . .
9. Angka partisipasi sekolah (APS) 62,69 N/A N/A 93,13 | 92,87

SMP/MTs/Paket B
1.6. | Angka Putus Sekolah:

1:6' éﬁ%ﬁl Putus  Sekolah  (APS) | 5 730, | 5 550 | 2,50% | 3,60% | 3,87%
1.6. Angka Putus Sekolah (APS)

2. | SMP/MTs 2,20% | 2,01% | 1,95% | 3,60% | 3,87%
1.7. | Angka Kelulusan:

}:7' Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.7.

2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100% | 100% 100% 100% | 100%

1.8. | Angka Melanjutkan (AM):

Angka Melanjutkan (AM) dari
SD/MI ke SMP/MTs

1.9. | Fasilitas Pendidikan:

67 68,02 | 69,09 | 71,22 | 73,13

1.9. 1

Sekolah pendidikan SD/MI
L. kondisi bangunan baik 268 313 N/A N/A N/A
1.9. . qs

Sekolah pendidikan SMP/MTs
2 kondisi bangunan baik 115 80 N/A N/A N/A
1.10 | Rasio ketersediaan

sekolah/penduduk usia sekolah | 0,08 0,11 N/A N/A N/A
pendidikan dasar

1.11 | Rasio ketersediaan sekolah
terhadap penduduk usia sekolah | 1:791 N/A N/A N/A N/A
pendidikan menengah

112 E:rsljﬁdikar%usrg_murid jenjang | n/a | N/A | 10,31 | 9,44 | 9,20
L2 R B0 s wa | s | 90 | 1068
2Rt S e | | s | 1097 | o
L2 R St s | | sor | 1009 | 633
5 | pendidikan SMA S| N/A | N/A | 1420 | 1406 | 13,43
112 ?:ijﬁdikarglli\aﬁ_muﬂd jenjang | N/a | N/A | 8,04 | 8,04 | 847
7 | penchakan SMK S| N/A | N/A | 12,52 | 1120 | 10,56
1.14

Rasio guru/murid per kelas rata-

rata sekolah dasar 1:10 1:10 1:11 1:11 01.12
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NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR 2016 | 2017 2018 2019 | 2020
1.15 . .
Rasio guru terhadap murid per 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16
kelas rata- rata
1.16 | Proporsi murid kelas 1 yang
berhasil menamatkan sekolah 100 100 100 100 100
dasar
1171 Angka melek huruf 98,07 | 99,15 | 98,7 | 98,38 | 99,50
118 Guru yang memenuhi kualifikasi 80,86 | 81,76 | N/A N/A N/A
S1/D-1IV
2. | Kesehatan
. . 9,35/1 | 5,13/ | 5,05/1 | 4,63/ | 4,56/
2.1, i\gggakg‘;?;zinhi?’ 1 (AKB) per 000 | 1000 | 000 | 1000 | 1000
P KH KH KH KH KH
2.2. | Angka kelangsungan hidup bayi 0 0 0 0 0
. . 10,64/ | 5,71/ | 5,63/1 | 0,66/ 0,65
2.3. Q:liﬁrﬁrﬁféfn Balita per 1000 | 060" | 1900 | 000 | 1000 | /1000
P KH KH KH KH KH
. 7.70/1 | 4,69/ | 3,75/1 | 3.31/ | 4,24/
2.4, | ADgsa Kematian Neonatal per 000 | 1000 | 000 | 1000 | 1000
P KH KH KH KH KH
75,56 75,54/ 99,32 | 48,93
95 Angka Kematian Ibu per 100,000 0 /100. 106 00 /100. | /100.
7" | kelahiran hidup 000 0 KH 000 000
KH KH KH
2.6. | Rasio posyandu per satuan balita | N/A N/A 1,1 1,73 1,72
Rasio  puskesmas, poliklinik, . 1;261 | 1;233
2.7. pustu per satuan penduduk N/A N/A 1,2897 7 8
Rasio Rumah Sakit per satuan
2.8. penduduk N/A N/A 1 1 1
Rasio dokter per satuan . 1;674 | 1;568
2.9. penduduk N/A N/A 1;7801 1 1
2.10 | Rasio tenaga medis per satuan . 1;147 | 1;132
penduduk N/A N/A 1;1631 6 1
2.11 | Cakupan komplikasi kebidanan 391 500 85 505
ang ditangani 0 (25,44 (35%) (53,81 | (33,04
y %) %) %)
212 Cakupan pertolongan persalinan 6982 6693 5844 5889
’ oleh tenaga kesehatan yang 0 (95,30 | (94,75 | (83,94 | (85,87
memiliki kompetensi kebidanan %) %) %) %)
2.13 | Cakupan _ Desa/kelurahan | 1, 5, | g 39 83,26 | 84,10
Universal Child Immunization 88,4 %
% % % %
(Uqy
Proporsi penduduk dengan
0 14 | @supan kalori di bawah tingkat
’ konsumsi minimum (standar 0 0 0 0 0
yang digunakan Indonesia 2.100
Kkal /kapita/hari)
2.15 Persentc'ase {:111&1.{ usia 1 tahun 4(2),30 280,32 559, 70 0
. yang diimunisasi campak Yo Yo
2.16 | Non Polio AFP rate per 100.000 0 0 0 0 0
. penduduk
2.17 C.akupan' balita pneumonia yang 0.50% | 3.87% | 5.46% 1(1,40 4,38%
ditangani Yo
2.18 | Cakupan penemuan dan | »g 70 | 33,10 | 27,90 | 35.10 | 29,00
penanganan penderita penyakit o o o o o
TBC BTA ° ’ ° ’ ’
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109,5 | 119,8 92,9 104,2 59,7

NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR

2.19 | Tingkat prevalensi Tuberkulosis
. (per 100.000 penduduk)

220 Tingkat kematian karena
’ Tuberkulosis (per 100.000 | 3,45 4,02 3,16 3,08 0,34
penduduk)
Proporsi jumlah kasus
2.21 Tuberkulosis yang terdeteksi 1%}50 170}30 120}80 14% | 7,80%
dalam program DOTS ? ° °
Proporsi kasus Tuberkulosis yang
2.22 diobati dan sembuh dalam | 36% 37% 41% 370}76 460}25
(o) (o)
program DOTS
923 Cakupan penemuan dan
’ penanganan penderita penyakit | 93,66 | 12,82 88,1 80,54 | 12,19
DBD
.94 9.200 9.611 | 9.307 8377 | 3.213
’ Penderita diare yang ditangani ; (102.3 | (96.72 | (88.5% | (28.6%
(124%) o o
0) /o) ) )
123 409 114 23
2:25 Angka kejadian Malaria 1%(?;1 (API : (API : (API : (API :
C 1.17) 1.12) 0.32) 0.07)
2:26 Tingkat kematian akibat malaria 0 2 0 0 0
2.27 | Proporsi anak balita yang tidur 0 0 0 0 0
dengan kelambu berinsektisida
908 Proporsi anak balita dengan
’ demam yang diobati dengan obat 0 0 0 0 0
anti malaria yang tepat
2.29 | Prevalensi HI_V/AIDS (persen) dari 2.3 4,84 39.5 21,07 0.002
total populasi %
230 Penggunaan kondom pada
’ hubungan seks berisiko tinggi 0 0 0 0 0
terakhir
Proporsi jumlah penduduk usia
2.31 | 15-24 tahun yang memiliki
. 0 0 0 0 0
pengetahuan komprehensif
tentang HIV/AIDS
.39 Cakupan pelayanan kesehatan 351
’ rujukan pasien  masyarakat | 58,2% 83% 80% 0/’ 83%
miskin °
2.33 Cakupan kunjungan bayi 65,14 | 84,66 | 95,41 | 74,96 | 67,18
. % % % % %
2.34 Cakupan puskesmas 100% | 100% 100% 100% | 100%
2.35 | Cakupan kunjungan Ibu hamil | 72,10 | 89,44 | 91,27 86% 83,26
. K4 % % % %
2'_36 Cakupan pelayanan nifas 5(2%14 81%97 98%09 63% 560}010
2.37 | Cakupan neonatus dengan | 19,21 14,76 58,09 22 1% 26,22
. komplikasi yang ditangani % % % ’ %
2'.38 Cakupan pelayanan anak balita 47(%47 560}091 92(%48 89)}099 790}034
Cakupan pemberian makanan
2.39 pendamping ASI pada anak usia6 | 100% | 100% 980}75 900/’5 100%
. . (0) (o)
- 24 bulan keluarga miskin
2.40 | Cakupan penjaringan kesehatan 19% 16.2% 25,15 36,8 36,54
siswa SD dan setingkat ’ % % %

2.41 | Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin
]

6,5 % 11% 15% 15% 7%
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40,30
%

NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR

Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan (RS)
Cakupan Desa/ Kelurahan
2.43 | mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24

242 50% 53% S7% 80%

100 100 100 100 100

jam
3 Pekerjaan Umum dan Penataan
" | Ruang
3.1. | Pekerjaan Umum:
8.1. | Proporsi panjang jaringan jalan | 5¢ 51 | 5754 | 5872 | 59,82 | 60,21
1. | dalam kondisi baik
3.1. | Rasio panjang jalan dengan 0,003 0,003 | 0,003
2. | jumlah penduduk 0,0037 7 0,0038 9 9

Persentase kawasan pemukiman

33'1' yang yang belum dapat dilalui | 43,79 | 42,46 | 41,28 | 40,18 | 39,79
" | kendaraan roda 4
31 Persentase  jalan  kabupaten
.~ | dalam kondisi baik( > 40| 56,21 | 57,54 | 58,72 | 59,82 | 60,21
4.
KM /Jam)
3.1. | Persentase  rumah  tinggal | 5444 | 5150 | 5345 | 5521 | 57,13
S. | bersanitasi
31 Persentase drainase dalam
é " | kondisi baik/ pembuangan aliran | 44,14 | 45,21 46,33 47,12 | 48,20
© | air tidak tersumbat
3.1. | Tidak terjadi genangan > 2 kali 100,00 100,0 100,00 100,0 | 100,0
7. | setahun 0 0 0

3.1. | Persentase irigasi kabupaten
8. | dalam kondisi baik

Rasio Jaringan Irigasi 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16

74,22 | 76,23 | 77,56 | 79,25 | 81,50

3.1. | Persentase penduduk berakses
10. | air minum
Proporsi rumah tangga dengan
3.1. | akses berkelanjutan terhadap air
11. | minum layak, perkotaan dan
perdesaan

50,13 | 51,31 53,12 | 54,23 | 56,12

50,13 | 51,31 | 53,12 | 54,23 | 56,12

3121 Persentase areal kawasan kumuh | 76,13 | 74,56 72,22 71,21 | 70,12

31 Tersedianya fasilitas

1'3 " | pengurangan sampah di| 49,67 | 51,21 53,21 58,23 | 60,00
" | perkotaan

3.2. | Penataan Ruang:
Rasio Ruang Terbuka Hijau per

3i2' Satuan Luas Wilayah ber| n/a n/a n/a 0,30 0,30
" | HPL/HGB
1 [0)

30 Lua.san RTH publik sebesar 20% 3.794. | 3.794,

dari luas wilayah kota/kawasan | n/a n/a n/a
2. 39 39

perkotaan

3é2' Ketaatan terhadap RTRW n/a n/a n/a 100 100
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman

4.1. | Rasio rumah layak huni 0,082 | 0,083 0,085 0,087 | 0,088

4.2. | Rasio permukiman layak huni 0,070 | 0,073 0,076 0,080 | 0,085

Cakupan ketersediaan rumah
layak huni

81,07 | 83,23 | 85,09 | 86,11 | 87,90
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Cakupan layanan rumah layak

4.4. . . 81,07 | 83,23 | 85,09 | 86,11 | 87,90
huni yang terjangkau
Persentase pemukiman yang

4.5. tertata n/a n/a n/a n/a 45,00

4.6. | Persentase lingkungan | 76 13 | 7456 | 72,22 | 71,21 | 70,12
pemukiman kumuh

4.7 Persentage luasan permukiman n/a 77.00 73,00 69,00 | 67,00
kumuh di kawasan perkotaan

48 Proporsi rumah tangga kumuh n/a n/a n/a n/a 25,00
perkotaan
Ketentraman, Ketertiban

5. | Umum, dan Perlindungan

Masyarakat

51 Cakupan petugas Perlindungan na 2.14 1,23 0,96 0,91

Masyarakat (Linmas)

Tingkat penyelesaian pelanggaran
5.2. | K8 (ketertiban, ketentraman, | 100% 100% 100% 100% 100%
keindahan)

Cakupan pelayanan bencana

5.3. kebakaran kabupaten /Kota na 51,23 | 51,23 | 29,41 | 29,41
T1ngkat waktu tanggap (response 70,83 | 81,25 | 81,25 | 81,82
5.4. | time rate) daerah layanan Wilayah na o o o o
Manajemen Kebakaran (WMK) ? ° ° °
5.5. | Persentase Penegakan PERDA 100% | 100% 100% 100% | 100%
5.6. | Angka Kriminalitas 5,07 4,66 3,47 5,68 5,11
57 Prgseptase Penurunan tindak na na 2.44 2,57 3.16
Kriminal
5.8. | Angka Konflik di Masyarakat 13 9 11 S 3
Prosentase Penurunan Konflik di
5.9. 41,39 | 39,95 | 35,91 | 37,89 | 40,02
Masyarakat
5.10 Part1.31pa31 Masyarakat dalam 0 0 69.80 | 73,84 | 69,72
Pemilu/Pemilukada
511 Prosentase peningkatan
’ masyarakat yang berpartisipasi 0 0 3,32 3,81 1,29
dalam Pemilu dan pilkada
6. | Sosial
6.1, | Dersentase PMKS yang | 557| 6,00 N/A | N/A | N/A

memperoleh bantuan sosial
6.2. | Persentase PMKS yang tertangani 100% | 100% 100% | 100% | 100%
Persentase PMKS skala yang
memperoleh  bantuan  sosial

6.3. untuk pemenuhan kebutuhan 5,42 6,09 N/A N/A N/A
dasar
Persentase panti sosial yang
menerima program

6.4. pemberdayaan sosial melalui 15,39 | 20,37 | N/A N/A N/A

kelompok usaha bersama (KUBE)
atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya

Persentase panti sosial yang
6.5. | menyediakan sarana prasarana 100 100 100 100 100
pelayanan kesehatan sosial
Persentase wahana kesejahteraan
sosial berbasis masyarakat
6.6. | (WKBSM) yang menyediakan 0| 11,69 N/A N/A N/A
sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
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2016 | 2017 2018 2019 | 2020
6.7 gersentase penurunan risiko N/A N/A N/A 599 549
encana
Persentase masyarakat
6.8. | terdampak bencana yang 100% | 100% 100% 100% | 100%
tertangani sesuai standar
6.9, Indeks kepuasan pelayanan N/A N/A N/A 88,12 | 88,89
penanggulangan bencana
Cakupan pelayanan bencana
6.10 kebakaran kabupaten /kota NA 51,23 | 51,23 | 29,41 | 29,41
Tingkat waktu tanggap (response
6.11 | time rate) daerah layanan Wilayah NA 7(3)}83 8 1(;25 8 10}25 8 10}82
Manajemen Kebakaran (WMK) ° ? ° °
Layanan Urusan Wajib Non Dasar
1. | Tenaga Kerja
.1, | [ngkat Partisipasi Angkatan 70,62 | 67,60 | 69,37 | 67,10 | 70,04
Kerja (%)
1.2. | Tingkat Pengangguran (%) 4,07 5,42 3,97 5,18 4,98
1.3. | Persentase Penduduk Bekerja 95,93 94,58 96,03 94,82 | 95,02
2 Pemberdayaan Perempuan dan
° | Perlindungan Anak
2.1. | Indeks Pemberdayaan Gender N/A N/A 75,34 | 73,81 | 73,33
2.2. | Indeks Pembangunan Gender N/A 96,59 96,26 95,51 | 95,35
2.3. | Angka Melek Huruf Perempuan 98,80 | 98,90 | 98,10 98,65 | 98,51
2.4. | IPM Perempuan N/A 67,20 67,77 68,46 | 68,50
3. | Pangan
31, | Ketersediaan panean utama. 313.35 | 275.8 | 215.08 | 146.1 | 119.4
- pang 9 12 0 59,30 | 53
30 Eengawasan dan pembinaan N/A N/A 100 100 100
eamanan pangan
Pencapaian skor Pola Pangan
3.3. Harapan (PPH) 89 86,03 84,1 N/A N/A
3.4. | PPH Konsumsi N/A N/A N/A 77,5 82,1
3.5. | PPH Ketersediaan N/A N/A N/A 82,5 84,7
36 persentase Perzurunan daerah 0 0 0 3,01 3,01
rawan pangan (%)
Ketersediaan Energi
3.7. (Kkal /kap /hr) 0 0 0 3.465 | 3.093
Ketersediaan protein (
3.8. gram /kap/hr ) 128,7 | 128,9
3.9. | Konsumsi Protein ( gram/Kap/hr) 56,93 62,7
3.10 Konsumsi energi ( kkal/kap/hr) 2.077 | 2.205
Stabilitas harga pangan utama
3.11 (bel.'as) < HPPdgngan koefesien 0 0 0 <10% | <10 %
variasi pangan tingkat konsumen
<10 %
312 Meningkatnya persentase segar
’ asal tumbuhan (PSAT) keamanan 0 0 0 100% | 100%
pangan
3.13 Penguatan cadangan pangan ( %) 100 100 100 100 100
3.14 | Penanganan daerah rawan 0 100 100 100 100
. pangan (%)
4. | Pertanahan
4.1. | Jumlah SK Hak Milik Atas Tanah | 1.911 | %% | 18.688 | 1%:°° | 82
4.2. | Jumlah SK Hak Guna Bangunan 60 201 127 107 11
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4.3. | Jumlah SK Hak Guna Usaha - - 18 26 17
4.4. | Jumlah SK Hak Pakai 8 5 13 3 1
5. | Lingkungan Hidup
51 queks Kualitas Lingkungan ) ) ) 72.32 | 71,77
Hidup
5.2. | Indeks kualitas air - - - 47,50 49
5.3. | Indeks kualitas udara - - - 95,96 | 92,62
S5.4. | Tutupan Lahan - - - 73,20 | 72,32
5.5. | Persentase penanganan sampah 69,66 | 70,63 48,61 33.99 | 27,92
Cakupan penghijauan wilayah
5.6. | rawan longsor dan Sumber Mata 1 1 - - -
Air
57 Cakupan pengawasan terhadap 11 20 13 15 08
pelaksanaan amdal.
5.8. | Penegakan hukum lingkungan 100 100 100 100 100
6 Administrasi Kependudukan
° | dan Pencatatan Sipil
6.1. | Rasio keluarga yang memiliki KK | 95,44 | 96,46 76,30 96,14 | 82,59
6.2. E%;lilpenduduk yang memiliki 74,00 | 78,09 | 83,00 | 85,79 | 88,25
Rasio anak usia 0-17th< lhari
6.3. | yang memiliki Kartu Identitas 8,50 19,36 36,20 40,17 | 49,45
Anak (KIA)
6.4, | Rasio anak usia 0-18 Tahun 65,89 | 95,88 | 89,30 | 97,75 | 93,82
yang memiliki akte kelahiran
6.5. | Rasio pasangan yang memiliki 35,00 | 37,00 | 45,36 | 66,31 | 66,76
akta nikah
6.6. | Rasio penerbitan akta kematian 87,25 | 87,60 | 91,08 91,37 | 96,57
- Pemberdayaan Masyarakat dan
" | Desa
Cakupan  sarana  prasarana
7.1. | perkantoran pemerintahan desa | 66% 735% 85% 90% 95%
yang baik
Rata-rata  jumlah kelompok
7.2. | binaan lembaga pemberdayaan 3 3 3 3 3
masyarakat (LPM)
Rata-rata  jumlah  kelompok
7.3. binaan PKK 1 1 1 1 1
7.4. | Persentase LSM aktif 100% 100% 100% 100% | 100%
7.5. | Persentase LPM Berprestasi 0% 0% 0% 0% 0%
7.6. | Persentase PKK aktif 100% | 100% 100% 100% | 100%
7.7. | Persentase Posyandu aktif 100% | 100% 100% 100% | 100%
Swadaya Masyarakat terhadap
7.8. | Program pemberdayaan | 100% | 100% 100% 100% | 100%
masyarakat
Pemeliharaan Pasca  Program
7.9. 60% 60% 60% 60% 60%
pemberdayaan masyarakat
7.10 | Indeks Kepuasan Masyarakat 2,872 | 2,915 3,159 3,166 | 3,167
7.11 | Indeks Desa Membangun 0,496 | 0,551 0,569 0,600 | 0,621
7.12 | Tingkat Perkembangan Desa 396 411 412 418 421
8 Pengendalian Penduduk dan
" | Keluarga Berencana
8.1. (LSJD‘;) pertumbuhan  penduduk | g5 | g9 | 073 | 067 | 14,38
8.2. | Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) 351,0 | 353,8 | 356,4 | 358,8 | 410,4
8.3. | PUS peserta KB Aktif 75767 | Ol | 69.377 | °8.3% | 9000
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BIDANG URUSAN/INDIKATOR

Capaian Kinerja

2016 | 2017 2018 2019 | 2020
8.4. | Pasangan usia subur (PUS) 94.604 | 8590 | op.4gs | 93,99 | 8775
8.5. | Persentase peserta KB Aktif (%) 80,01 79,30 75,01 62,48 | 57,05
9. | Perhubungan
9.1 Jumlah arus penumpang 23.78 | 17.77 N/A N/A N/A
angkutan umum 1 1
9.2. | Rasio jjin trayek 20 12 N/A N/A N/A
9.3. | Jumlah uji KIR angkutan umum 3.337 | 3.800| N/A N/A N/A
Jumlah Pelabuhan
9.4. Laut/Terminal Bis 0/5/0 | 0/3/0| N/A N/A N/A
95, Jumlah Pelabuhan/Dermaga 5 3| N/a N/A N/A
Terbangun
9.6. | Jumlah Angkutan Darat 28 28| N/A N/A N/A
Lama pengujian Sarana
9.7. Angkutan 20 20| N/A N/A N/A
9.8. | Jumlah Rambu-rambu terpasang 55 55| N/A N/A N/A
10. | Komunikasi dan Informatika
Cakupan pengembangan dan
10.1 | pemberdayaan Kelompok o o o o
Informasi Masyarakat di Tingkat N/A 65% 100% 100% | 100%
Kecamatan
10.2 | Persentase penduduk yang 54.35 | 56,57 | 72,83 | 67,42 | 77.46
. menggunakan HP/telepon
10.3 Propor.51 rumah tangga dengan N/A N/A 26,43 | 38,03 | 38,59
. akses internet
10.4 | Proporsi rumah tangga yang
memiliki komputer pribadi N/A N/A 13,56 13,56 11,24
Koperasi, Usaha kecil, dan
11.
Menengah
11.1 Persentase koperasi aktif 75 76 77 79 80
11.2 Persentase Usaha Mikro dan Kecil 100 100 100 100 100
11.3 | Persentase Rumah Tangga
. Penerima Kredit Usaha N/A N/A 15,32 11,71 | 11,00
12. | Penanaman Modal
12.1 | Jumlah investor berskala
nasional (PMDN/PMA) 8 21 30 32 45
o . 5.966. | 106.3 | 500.37 | 660.7 | 741.7
12.2 ig;?ﬁ;l ?;i\i})lilr}‘l;el\?ﬁ:fl berskala | 316 59 | 46.00 | 1.100. | 40.80 | 26.00
1.255 | 0.000 002 0.000 | 9.866
13. | Kepemudaan dan Olah Raga
13.1 | Persentase  organisasi pemuda | 4 o9 | 1408 | 14028 | 14,28 | 7,14
yang aktif
13.2 | Cakupan pembinaan olahraga 24 24 26 28 35
13.3 Cakupe}n _ Pelatih yang 5 5 5 6 7
bersertifikasi
13.4 | Jumlah atlet berprestasi NA NA NA 4 7
13.5 | Jumlah prestasi olahraga NA NA NA 9 9
13.6 Persentase penmgkgtan jumlah NA NA NA 22.70 0
pemuda berprestasi
Jumlah organisasi kepemudaan
13.7 | yang memiliki pemuda NA NA NA 2 1
berprestasi
13.8 Jumlah capang olahraga yang NA NA NA 9 7
berprestasi
14. | Statistik
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Capaian Kinerja
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR

14.1 | Tersedianya sistem data dan
statistik yang terintegrasi

14.2 Buku "kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada

14.3 Buku "PDRB” Ada Ada Ada Ada Ada

15. | Persandian
Persentase Perangkat daerah
15.1 | yang telah menggunakan sandi

dalam komunkasi Perangkat 0 0 0 0 0
Daerah
16. | Kebudayaan
16.1 | Penyelenggaraan festival seni dan 5 5 5 5 9
. budaya
16.2 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar 9 9 4 ) )
. Budaya yang dilestarikan
17. | Perpustakaan
17.1 | Jumlah pengunjung 58.46 24.00 | 17.09
. perpustakaan per tahun 55.674 0 16.622 7 8
17.2 | Koleksi buku yang tersedia di 12.50 | 17.91
. perpustakaan daerah 5.022 | 8.052 | 8.286 4 6
17.3 | Rasio perpustakaan persatuan
. | penduduk ) ) ) ) )
17.4 | Jumlah rata-rata pengunjung
. pepustakaan /tahun 20,68 | 21,72 6,18 7,42 5,29
17.5 | Jumlah koleksi judul buku 1187 | 2.157 | 2252 | 4247 | 6.821
. perpustakaan ) ) ) ) )
176 Jumlah  pustakawan, tenaga
"7 | teknis, dan penilai yang memiliki - - - 3 -
sertifikat

18. | Kearsipan
18.1 | Persentase Perangkat Daerah

: na na na na 0,20

. yang mengelola arsip secara baku
18.2 | Peningkatan SDM pengelola 2 2 2 na na

. kearsipan orang | orang | orang
Layanan Urusan Pilihan

1. | Pariwisata
1.1. | Kunjungan wisata - - 8.740 | 6,666 | 9,932
1.2. | PAD sektor pariwisata 2,13% | 2,20% | 8,80% | 6,19% 2 10}000
1.3. | Jumlah objek daya tarik wisata - - 15 16 16

2. | Pertanian
21 Jumlah Produksi Tanaman

Pangan

. 283.45 | 345.5 | 394.62 | 203.4 | 211.8
Padi (Ton) 3 91 2 08 84
Jagung (Ton) 242 329 698 220 60
Kedelai (Ton) 7 141 1,58 1,50 0

2.2. | Jumlah Produksi Hortikultura
Buah-buahan (Ku)

209.17 | 137.0 | 249.14 | 278.1 | 215.1

1 92 4 17 85
Sayur-sayuran (Ku) 3 688 75(.)91 1022.68 12;34 96é08

2.3. | Jumlah Produksi Peternakan

1.194. | 3.724. | 3.961. | 4.174. | 3.513.

Daging (Kg) 684 873 325 126 308
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Capaian Kinerja
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
734.56 | 703.3 | 748.92 | 1.306. | 558.3

NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR

Telur (Kg) 6 49 4 939 | 30
2.4. | Jumlah Produksi Perkebunan
Karet (Ton) 10.004 10é12 11.829 12é92 14610
. 169.74 | 311.0 | 346.87 | 380.2 | 419.3
Kelapa Sawit (Ton) 3 61 9 35 55
Kelapa Dalam (Ton) 2.349 | 2.359 | 2.408 | 2.643 | 2.809

Persentase produk olahan
2.5. | terhadah produksi komoditas | N/A N/A N/A 47,40 | 50,56
unggulan daerah (%)
3. | Kehutanan
Kewenangan Provinsi |
4. | Energi dan Sumber Daya Mineral
Kewenangan Provinsi |
5. | Perdagangan

9.356 9.667. | 9.994.
S.1. | Nilai ekspor meningkat N/A N/A . ~ | 035,4 | 460,9
911,49 9 1
6.890 6.930. | 9.446.
5.2. | Volume ekspor meningkat N/A N/A 3'60 ) 272,0 | 766,7
0 8
6. | Perindustrian
6.1, Persentgse peningkatan omzet N/A 10 10 10 10
industri
6.2. | persentase barang layak edar N/A 70 70 85 75
Persentase koperasi yang sehat*
6.3. yang meningkat SHU N/A 2 8 10 14
6.4. | Nilai Usaha UKM N/A 57 62 65 64
7. | Transmigrasi
Persentase Akses Masyarakat
71 Desa kawasan transmigrasi yang 0 0 0 0,72 0
""" | memiliki sumber air bersih dan %
sanitasi
Persentase pelaku usaha yan 65 % 6,6 %
7.2. . P yang| (13 AN I TA 20% | 20%
meningkat usahanya KW) (3 KW)
Debit  air  berkurang dan 13,3
73 terkendali 0 0 0 % 0

8. Kelautan dan Perikanan

8.1. | Produksi perikanan 29.348 | 32.22 | 33.264 | 38.43 | 40.73

,92 6,50 ,28 9,07 5,72
) . 19.284 14.19 | 22.666 | 29.37 | 29.95
8.2. | Produksi Perikanan Darat 62 0.48 71 0.18 1,78
) ) 10.064 14.69 | 10.597 | 9.068, 10.78
8.3. | Produksi Perikanan Laut 30 9.50 57 39 3.94
8.4. | Konsumsi ikan 49.29 | 49.50 49,5 47,00 | 47,00

8.5. | Jumlah Nelayan Penangkap Ikan | 3.521 | 3.859 | 4.835 | 2.487 | 3.429
Penunjang Urusan

1. | Perencanaan Pembangunan
Tersedianya dokumen
1.1. | perencanaan RPJPD yang telah

Tersed | Tersed | Tersedi | Tersed | Tersed

ditetapkan dengan PERDA 1a 1a a 1 1
Tersedianya Dokumen
1.2 Perencanaan : RPJMD yang telah | Tersed | Tersed | Tersedi | Tersed | Tersed
" | ditetapkan dengan ia ia a ia ia
PERDA/PERKADA
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Capaian Kinerja

NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR 2016 | 2017 2018 2019 | 2020
1.3, | Perencanaan : RKPD yang telah | Tersed | Tersed | Tersedi | Tersed | Tersed
ditetapkan dengan PERKADA 1a 1a a 1 1
14 Tersedianya dokumen RTRW yang | Tersed | Tersed | Tersedi | Tersed | Tersed
" | telah ditetapkan dengan PERDA ia ia a ia ia
Persentase sasaran dan program
1.5. | RKPD yang sesuai dengan N/A N/A N/A 950}021 960}077
RPJMD
Persentase sasaran Renstra
1.6. | Perangkat Daera yang selaras N/A N/A N/A 83:)}33 960}77
dengan sasaran RPJMD ° °
Persentase capaian sasaran
L7 RPJMD yang rrl)'lemenuhi target N/A N/A N/A 53% 52%
Persentase capaian sasaran 72,06
1.8. Renstra yang memenubhi target N/A N/A N/A % ST%
Persentase hasil kajian yang
1.9. | ditindaklanjuti dan diterapkan N/A N/A N/A 82% 75%
oleh stakeholder
1.10 Persentase hasil inovasi yang
’ ditindaklanjuti dan diterapkan N/A N/A N/A 70% 75%
oleh stakeholder
1.11 | Indeks Kepuasan Masyarakat N/A N/A 779, 779, 78%
. (IKM)
2. | Keuangan
21, Opini BPK terhadap laporan WTP WTP WTP WTP WTP
keuangan
Persentase Perangkat Daerah
2.2. | yang menyajikan Laporan na 95% 100% 100% | 100%
Keuangan sesuai SAP
Persentase Perangkat Daerah
2.3. | yang melakukan pengelolaan aset na na na 74% 79%
sesuai peraturan
2.4. | Persentase SILPA na 8,56% | 5,59% na na
2.5. | Persentase SILPA terhadap APBD na 8,56% | 5,59% na na
26. Perseqtase program/kegiatan na 0,00% na na na
yang tidak terlaksana
57 Persentase belanja pendidikan na 27,95 33,09 na na
1 (20%) % %
28 Persentase belanja kesehatan na 10,36 13,65 na na
1 (10%) % %
Perbandingan antara belanja 4? ’7.5 406 ’92
2.9. | langsung dengan belanja tidak na % % na na
langsung 51,25 | 53,98
% %
2.9 Bagi hasil kabupaten/kota dan na 0612 na na na
desa Yo
2.10 | Penetapan APBD yang Tepat Tepat | Tepat
Waktup e i na Waitu Waitu na na
Prosentase  kesesuaian  data
2.11 | rincian total BMD denagn aktiva
tetap di Neraca Pe%nerintah na 95% 95% na na
Kabupaten
3 Kepegawaian serta pendidikan dan
° | pelatihan
3.1. | Jumlah Pegawai Negeri Sipil 7.251 | 6.378 | 6.109 | 6.014 | 5.912
39 Persentase Pegawai Fungsional na
" | Tertentu 63,80 | 64,23 | 65,73 | 67,51
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Capaian Kinerja
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR

Persentase Pegawai Lulusan
S1/S2/S3

4. | Pengawasan
4.1. | Persentase tindak lanjut temuan 16,34 | 24,42 22,12 40,09 19,51
4.2. | Persentase pelanggaran pegawai 0,24 0,08 0,14 0,14 0,03
4.3. | Jumlah temuan BPK 23 16 11 18 14
5. | Sekretariat Dewan
Tersedianya Rencana Kerja
Tahunan pada setiap Alat-alat | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak
Kelengkapan DPRD | Ada Ada Ada Ada Ada
Provinsi/Kab/Kota

Tersusun dan terintegrasinya
Program-Program Kerja DPRD
untuk melaksanakan Fungsi
Pengawasan, Fungsi
5.2. | Pembentukan Perda, dan Fungsi | Ada Ada Ada Ada Ada
Anggaran dalam Dokumen
Rencana Lima Tahunan (RPJM)
maupun Dokumen  Rencana
Tahunan (RKPD)

na 58,34 | 59,17 | 60,43 | 70,45

Terintegrasi program-program
DPRD untuk  melaksanakan
fungsi pengawasan,

5.3. | pembentukan Perda dan Ada Ada Ada Ada Ada
Anggaran ke dalam Dokumen
Perencanaan dan  Dokumen
Anggaran Setwan DPRD
ASPEK DAYA SAING DAERAH

1 Pengeluaran konsumsi rumah | 760.48 | 726.6 | 828.84 | 950.7 | 991.6
" | tangga per kapita 2 09 6 08 11
Persentase pengeluaran | 4, 71 | 36 43 | 4332 | 44,63 | 45,33
konsumsi non pangan perkapita
Indeks Desa Membangun 0,496 | 0,551 0,569 0,600 | 0,621
Rasio Ekspor + Impor terhadap
5. | PDRB (indikator keterbukaan | -4,93 0,15 1,72 2,13 0,03
ekonomi)
Resiko Penduduk Terjadi Tindak
Pidana (per 100.000 Penduduk) 17,1 15,8 18,4 17,8 40,2
7. Rasio ketergantungan 48,18 | 48,94 45,59 40,77 | 39,85

2.3. CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN KAPUAS

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Indonesia maka capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat
dilihat dari 4 (empat) pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi,
pilar pembangunan lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola. Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan ini dimaksudkan untuk meningkatkan capaian pembangunan daerah
dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup.

Indikator TPB sebanyak 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten
Kapuas telah dihitung pencapaiannya, dimana 27 indikator telah mencapai target

nasional yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017. Sedangkan 30 indikator sudah
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dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, 21 indikator yang ailgksanakan
namun tidak memiliki target nasional dan 142 indikator belum ada datanya.
Kabupaten Kapuas sedang dalam merumuskan perubahan atas RPJMD Tahun
2018-2023. Untuk menyempurnakan dokumen perencanaan tersebut, maka perlu
melihat gambaran umum capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten

Kapuas yang terlihat pada tabel berikut.

1 ——
RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 97



\ RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023

Tabel. 2.43
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020

NO.

CAPAIAN

NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TUJUANTEB | [TOIRA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
Meningkatnya
Mengakhiri Proporm peserta persentasg pt.anduduk
> jaminan yang menjadi peserta
Kemiskinan 1.3.1.(a | kesehatan jaminan kesehatan
1 dalam Segala e . J . . 0 0 55,98% 71,36% 71,31% Tidak
) melalui SJSN melalui SJSN Bidang
Bentuk . .
Dimanapun Bidang Kesehatan menjadi
p Kesehatan. minimal 95% pada
tahun 2019
Persentase
Mengakhiri rumah tan'glg'ie_l Menlr_lgkatriya e;{kses
Kemiskinan Zing merﬁl iki air mf{nurf)l aya .
1 | dalam Segala | *#1:(d | akses terhadap | untuk 40% pendudu N/A N/A | 60,96% | 62,42% | 71,89% | Tidak
) layanan sumber | berpendapatan
Bentuk . .
Dimanapun air minum layak | terbawah pada tahun
p dan 2019 menjadi 100%.
berkelanjutan.
Persentase .
Mengakhiri rumah tangga Mer.ung'katnya akses
> redl sanitasi layak untuk
Kemiskinan yang memiliki 40% penduduk
1 dalam Segala 1.4.1.(e) | akses terhadap beroe%da atan N/A N/A 50,62% 52,91% 69,55% Tidak
Bentuk layanan sanitasi lf hp d h
Dimanapun layak dan terbawa pada tahun
- 2019 menjadi 100%.
berkelanjutan.
Mengakhiri Men} n.gkat':nya Ar}gka
o 1. . . | Partisipasi Murni
Kemiskinan Angka Partisipasi SD/MI/ Sederajat
1 dalam Segala 1.4.1.(g) | Murni (APM) J 97,35 95,32 92,73 94,04 89,63 Tidak
. pada tahun 2019
Bentuk SD/MI/sederajat. L o
Dimanapun menjadi 94,78%
P (2015: 91,23%).
Mengakhiri . . . | Meningkatnya Angka
1 | Kemiskinan | 41 | Angka Partisipasi | o oo G Murni 69,59 70,16 69,28 | 69,53 63,62 Tidak

dalam Segala

)

Murni (APM)

SMP/MTs/ Sederajat
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NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
Bentuk SMP/MTs/sedera | pada tahun 2019
Dimanapun jat. menjadi 82,2% (2015:
79,97%).
Mengakhiri Persentase Kepemilikan akte lahir
> . penduduk umur o
Kemiskinan 0-17 tahun untuk penduduk 40%
1 dalam Segala 1.4.1.(3) d berpendapatan 65,89 95,88 89,3 97,75 93,82 Ya
engan
Bentuk kepemilikan akta terbawah pada tahun
Dimanapun Kk . 2019 menjadi 77,4%.
elahiran.
Persentase
rumah tangga Meningkatnya akses
Mengakhiri miskin dan penerangan untuk
Kemiskinan 1.4.1.(k rentan yang penduduk 40%
1 dalam Segala T sumber berpendapatan - - 78,97 79,59 79,93 Tidak
Bentuk ) penerangan terbawah menjadi
Dimanapun utamanya listrik 100% pada tahun
baik dari PLN 2019.
dan bukan PLN.
Mengakhiri Lr{;rril}ih I;)rban
Kemiskinan b giar’l (tidak ada dalam Tidak
1 dalam Segala 1.5.1% terkeﬁ’a dampak lampiran Perpres 0 0 25% 30% 30% ada
Bentuk 59/2017) Target
Dimanapun bencana per
100.000 orang.
Meningkatnya jumlah
Mengakhiri Jumlah lokasi lokasi penguatan
Kemiskinan 1.5.1.(a penguatan pengurangan risiko
1 dalam Segala e pengurangan bencana daerah pada 0 0 0 S Lokasi 0 Tidak
Bentuk ) risiko bencana tahun 2019 menjadi
Dimanapun daerah. 39 daerah (2015: 35
daerah).
Mengakhiri Jumlah daerah Meningkatnya jumlah
1 Kemiskinan 1.5.1.(d | bencana daerah bencana _ 0 0 0 0 0 Tidak
) alam/bencana alam/bencana sosial

dalam Segala

sosial yang

yang mendapat
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NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
Bentuk mendapat pendidikan layanan
Dimanapun pendidikan khusus pada tahun
layanan khusus. | 2019 menjadi 450
(SMAB=Sekolah/ | (2015: 100).
Madrasah Aman
Bencana)
Menurunnya indeks
.. Indeks risiko risiko bencana pada
Mengakhiri
> bencana pada pusat-pusat
Kemiskinan usat-pusat ertumbuhan yan
1 |dalam Segala | 1.5.1.() | P P pertumbuhan yang 0 0 0 59% 54% Ya
pertumbuhan berisiko tinggi dari 58
Bentuk .. p .
Dimanapun yang berisiko menjadi 118,6 di 133
p tinggi. Kabupaten/Kota
(2014:169,4).
Mengakhiri .
Kemiskinan 1.5.2.(a ‘;E;flf‘;ikemglan (tidak ada dalam Tidak

1 dalam Segala ) e lanesune akibat lampiran Perpres 0 30% 30% 0 0 ada

Bentuk b gSung 59/2017) Target
- encana.
Dimanapun
Mengakhiri D:rlfur;lzr? Zt;ategl
Kemiskinan fisﬂf";‘ben% e (tidak ada dalam Tidak

1 dalam Segala 1.5.3* (PRB) tingkat lampiran Perpres 0 0 0 0 0 ada
Bentuk . & 59/2017) Target
Dimanapun nasional dan

P daerah.
Menghilangka
&(Ie(rfclzig:an, Prevalensi
Ketahanan Egggilrilc;kupan (tidak ada dalam 7 kel. 3 kel. 3 kel. Tidak
Pangan dan . (APBD) 5 | (APBD) (APBD) 19 kel.

2 . . 2.1.1* Pangan lampiran Perpres N/A ada
Gizi yang Baik, (Prevalence of 59/2017) kel. 6 kel. 15 kel. (APBN) Tarcet
serta . (APBN) | (APBN) | (APBN) g

. Undernourishme
Meningkatkan
- nt).
Pertanian
Berkelanjutan
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Pangan dan

eksklusif.

eksklusif menjadi 50%

NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
Menghilangka
n Kelaparan, Menurunnya proporsi
Mencapai Proporsi penduduk dengan
Ketahanan penduduk asupan kalqu 2185 2.102,8 2.077 2205
Pangan dan 2.1.2.(a | dengan asupan minimum di bawah kkal/ka
2 L . . . . N/A kkal/kap . kkal/kap | kkal/kap Ya
Gizi yang Baik, | ) kalori minimum 1400 kkal/kapita/hari ita/hari pita/har ita/ hari | ita/hari
serta di bawah 1400 pada tahun 2019 i
Meningkatkan kkal/kapita/hari. | menjadi 8,5 % (2015:
Pertanian 17,4%).
Berkelanjutan
Menghilangka
n Kelaparan, . Menurunnya
. Prevalensi . .
Mencapai . prevalensi stunting
stunting (pendek
Ketahanan (pendek dan sangat
Pangan dan 2.2.1.(a dan sangat pendek) pada anak di
2 . . pendek) pada 39,30% 44,10% 41,53% | 42,37% 42,37% Tidak
Gizi yang Baik, | ) . bawah dua
anak di bawah
serta dua tahun/baduta pada
Meningkatkan tahun/baduta tahun 2019 menjadi
Pertanian ) 28% (2013: 32,9%).
Berkelanjutan
Menghilangka
n Kelaparan,
Mencapai
Menurunnya
Ketahanan . . .
Pangan dan 2.2.2.(a Prevalensi prevalensi anemia
2 L . R anemia pada ibu | pada ibu hamil pada 9,70% 9,70% 14% 20,73% 14,98% Ya
Gizi yang Baik, | ) hamil h A
serta amil. ta 0un 2019 mengadl
Meningkatkan 28% (2013: 37,1%).
Pertanian
Berkelanjutan
Menghilangka Pe?sentase bayi .| Persentase bayi usia
n Kelaparan, 2.2.2.(b usia kurang dari kurane dari 6 bulan
2 | Mencapai ) B 6 bulan yang an rrglenda at ASI 49% 52% 40% 66,40% 71,76% Ya
Ketahanan mendapatkan ASI yang p
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NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
Gizi yang Baik, pada tahun (2013:
serta 38%).
Meningkatkan
Pertanian
Berkelanjutan
Meningkatnya
kualitas konsumsi
Menghilangka . pangan yang
n Kelaparan, Kualitas . diindikasikan oleh
. konsumsi pangan
Mencapai an skor Pola Pangan
Ketahanan giin%likasikan Harapan (PPH)
Pangan dan mencapai 92,5 (2014: .
2 .. . 2.2.2.(c) | oleh skor Pola . N/A 86,3 84,1 77,8 82.1 Tidak
Gizi yang Baik, 81,8), dan tingkat
Pangan Harapan ..
serta . konsumsi ikan
. (PPH) mencapai; .
Meningkatkan dan tinokat menjadi 54,5
Pertanian Konsu rr%si ikan kg/kapita/tahun pada
Berkelanjutan ) tahun 2019 (2015:
40,9
kg/kapita/tahun).
Menjamin
K:;udél p;; Menurunnya angka
yang ¢ kematian ibu per 100
dan Angka Kematian | ribu kelahiran hidu 102/ 75,56/ 75,54/ 99,32/ 48,93/
3 Meningkatkan | 3.1.1% Ibug(AKI) ada tahun 2019 p 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 Ya
Kesejahteraan ’ pada ta . KH KH KH KH KH
menjadi 306 (2010:
Seluruh 346)
Penduduk ’
Semua Usia
Menjamin Proporsi Meningkatnya
Kgll 1d§§;; pﬁiﬁ?ﬁ Illg\;in persentase persalinan 6693 5844
yang . P oleh tenaga kesehatan | 5.152(70 6982 5889 .
3 dan 3.1.2 umur 15-49 . (94,75% (83,94 Tidak
. terampil pada tahun ,3%) (95,30%) o (85,87%)
Meningkatkan tahun yang 2019 meniadi 95 % ) %)
Kesejahteraan proses (2015: 91 J5 1%) ?
Seluruh melahirkan o o)
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NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
Penduduk terakhirnya
Semua Usia ditolong oleh
tenaga kesehatan
terlatih.
Menjamin Persentase
: perempuan
Keh1d§1 p}fl r}[ pernah kawin Meningkatnya
zzrrllg eha umur 15-49 persentase persalinan 5205
3 Meningkatkan 3.1.2.(a | tahun yang di fasilitas pelayanan 5.152(70 5526 (73,68% 4415 4428 Tidak
Kesejahteraan ) proses kesehatan pada tahun ,3%) (75,43%) ’) (63,42%) | (64,57%)
Seluruh melahi'rkan ' 2019 menjadi 85 %
Penduduk tergkhunya di (2015: 75%).
Semua Usia fasilitas
kesehatan.
Menjamin
Kehidupan
yang Sehat Angka Kematian
dan Balita (AKBa) per | (fidak ada dalam 557 | 10.64/10 | 0.58/10 | 0,66/10 | 062 Tidalk
3 Meningkatkan | 3.2.1% . lampiran Perpres /1000 /1000 ada
. 1000 kelahiran 00 KH 00 KH 00 KH
Kesejahteraan hidup 59/2017) KH KH Target
Seluruh ’
Penduduk
Semua Usia
Menjamin
Kehidupan
yang Sehat Angka Kematian
5 gﬂfrlnngkatkan 490+ | Neonatal (AKN) {giﬁrﬁap‘ifgi 4,69/10 | 7,70/100 | 3,80/10 | 3.30/ | 4,24/100 T;‘:lzk
Keseiah o per 1000 00 KH 0 KH 00 KH 1000 KH 0 KH
esejahteraan kelahi hid 59/2017) Target
Seluruh elahiran hidup.
Penduduk
Semua Usia
Menjamin . Menurunnya angka 5,13% 9,35%
3 Kehidupan 3.2.2.(a gngkilé%matmn kematian bayi per (35/100 (9/1000 16%0141{10 1(')%0141{10 4’%6141{100 Ya
yang Sehat ) ayi ) per 1000 kelahiran hidup 0 KH) KH)
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NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target

dan 1000 kelahiran pada tahun 2019
Meningkatkan hidup. menjadi 24 (2012-
Kesejahteraan 2013: 32).
Seluruh
Penduduk
Semua Usia
Menjamin Meningkatnya
Kehidupan Persentase persentase
yang Sehat kabupaten /kota kabupaten/ kota yang
dan . mencapai 80%

3 Meningkatkan )3'2'2'“3 é%?/f iﬁ?ﬁﬁ:g:il imunisasi dasar N/A N/A N/A 70 80 Tidak
Kesejahteraan dasar lengkap lengkap pada bayi
Seluruh pada bayi. padg tahun 2019
Penduduk menjadi 95% (2015:
Semua Usia 71,2%).
Menjamin
Kehidupan
yang Sehat Menurunnya
dan 3.3.1.( Prevalensi HIV prevalensi HIV pada

3 Meningkatkan ) U pada populasi populasi dewasa 2,3 4,84 100 21 N/A Ya
Kesejahteraan dewasa. tahun 2019 menjadi
Seluruh <0,5% (2014: 0,46%).
Penduduk
Semua Usia
Menjamin
Kehidupan Menurunnya
yang Sehat Insiden prevalensi '

3 1(3/Iaer11'11ngkatkan 3.3.2.(a | Tuberkulosis }‘88 eggglgzlr?dg?l)ﬂger logé(l)oo 115/100 8%3(4(; ° 9%3(450 51.2/100 Ya

. ) (ITB) per 100.000 ) 000 pddk 000 pddk

Kesejahteraan enduduk pada tahun 2019 pddk pddk pddk
Seluruh p : menjadi 245 (2013:
Penduduk 297).

Semua Usia
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NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
rpp | TUJUANTPB o INDIKATOR 59/2017) 2016 2017 2018 | 2019 2020 | Target
Menjamin
Kehidupan
yang Sehat
dan . | Kejadian Malaria | (tidak ada dalam API : _ API : API : API : Tidak
3 Meningkatkan | 3.3.3 er 1000 oran lampiran Perpres 0.38 APl :1.17 1.12 0.32 0.07 ada
Kesejahteraan p & 59/2017) ’ ’ ) ’ Target
Seluruh
Penduduk
Semua Usia
Menjamin
Kehidupan Persentase
yang Sehat kabupaten/kota
dan p (tidak ada dalam , | Tidak
. 3.3.4.(a | yang melakukan . 18 PKM : | 26 pkm :
3 Meningkatkan g lampiran Perpres N/A N/A N/A ada
. ) deteksi dini 69.23% 100%
Kesejahteraan - . 59/2017) Target
untuk infeksi
Seluruh Hepatitis B
Penduduk p ’
Semua Usia
Menjamin Jumlah orang
Kehidupan yang
yang Sehat memerlukan Filariasis
dan intervensi (tidak ada dalam 0 - Filariasis Tidak
3 Meningkatkan | 3.3.5% terhadap lampiran Perpres N/A N/A N/A C :0 : kusta ada
. . . kusta :
Kesejahteraan penyakit tropis 59/2017) : 8 orang Target
h 18 Orang
Seluruh yang terabaikan
Penduduk (Filariasis dan
Semua Usia Kusta).
Menjamin
Kehidupan Menurunnya
yang Sehat 3.4.1.(b Prevalensi prevalensi tekanan
3 dan ) T tekanan darah darah tinggi pada 35,76% 36,56% 39,14% 51,50% 51,50% Tidak
Meningkatkan tinggi. tahun 2019 menjadi
Kesejahteraan 24,3% (2013: 25,8%).
Seluruh
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NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
Penduduk
Semua Usia
Menjamin Meningkatnya jumlah
Kehidupan Jumlah Kabupaten/Kota yang
yang Sehat kabupaten/kota memiliki puskesmas
dan 3.4.2.(a yang memiliki yang
3 Meningkatkan ) T puskesmas yang | menyelenggarakan 75% 80% 85% 90% 100% Ya
Kesejahteraan menyelenggaraka | upaya kesehatan jiwa
Seluruh n upaya pada tahun 2019
Penduduk kesehatan jiwa. menjadi 280 (2015:
Semua Usia 80).
Menjamin
Kehidupan
yang Sehat
dan b1 s hat | (tidak ada dalam Tidak
3 Meningkatkan ) U dan vaksin di lampiran Perpres 0 0 92% 100% 97,42% ada
Kesejahteraan Puskesmas 59/2017) Target
Seluruh :
Penduduk
Semua Usia
Menjamin
Kualitas
Pendidikan
yang Inklusif Meningkatnya
dan Merata Persentase persentase SD/MI
serta 4.1.1.(a | SD/MI berakreditasi minimal .
4 Meningkatkan | ) berakreditasi B pada tahun 2019 33,18 82,75 35,22 36,17 36,66 Tidak
Kesempatan minimal B. menjadi 84,2%
Belajar (2015:68,7%).
Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin Meningkatnya
4 | Kualitas 4.1.1.(b | Persentase persentase SMP/MTs | 40,07 41,00 | 41,34 | 42,85 43,8 Tidak
A ) SMP/MTs L
Pendidikan berakreditasi minimal
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i

NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
yang Inklusif berakreditasi B pada tahun 2019
dan Merata minimal B. menjadi 81%
serta (2015:62,5%).
Meningkatkan
Kesempatan
Belajar
Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin
Kualitas
Pendidikan . Meningkatnya Angka
yang Inklusif Lo
Partisipasi Kasar
dan Merata . .
serta 4.1.1.d Angka Partisipasi | (APK)
4 Meni Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada 115,32 113,16 107,97 105,68 97,41 Tidak
eningkatkan |) . p
Kesempatan SD/MI/sederajat. | tahun 2019 menjadi
mp 114,09% (2015:
Belajar 108%)
Sepanjang ’
Hayat untuk
Semua
Menjamin
Kualitas
Pendidikan
yang Inklusif .
dan Merata Angka Partisipasi g/[l\(/e[rfl)mﬁléatny Z APK
serta Kasar (APK) /MTs/sederajat .
4 . 4.1.1.(¢) pada tahun 2019 97,69 98,25 98,25 100,39 78,28 Tidak
Meningkatkan SMP/MTs/sedera L
Kesempatan ot menjadi 106,94%
Bela p Jjat. (2015: 100,7%).
elajar
Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin Rata-rata lama Meningkatnya rata- .
4 Kualitas 4.1.1.(g) sekolah rata lama sekolah 7,09 7,5 7,51 7,52 7,59 Tidal
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NO. CAPAIAN

NO. TARGET (PERPRES Sesuai

Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
Pendidikan penduduk umur | penduduk usia di atas
yang Inklusif =15 tahun. 15 tahun pada tahun
dan Merata 2019 menjadi 8,8
serta tahun (2015: 8,25
Meningkatkan tahun).
Kesempatan
Belajar
Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin
Kualitas
Pendidikan
yang Inklusif Meningkatnya APK
dan Merata Angka Partisipasi | anak yang mengikuti
serta 4.2.2.(a | Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia .

4 Meningkatkan | ) Pendidikan Anak | Dini (PAUD) pada 65,94 67,06 86,61 82,92 75,31 Tidak
Kesempatan Usia Dini (PAUD). | tahun 2019 menjadi
Belajar 77,2% (2015: 70,06%).
Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin Rasio Angka 4.1. Rasio Angka
Kualitas Partisipasi Murni | Partisipasi Murni
- (APM) (APM)
Pendidikan . . .
yang Inklusif perempuan /laki- perempuan /laki-laki
dan Merata laki di (1) di SD/MI/paket A
serta SD/MI/sederajat; | yang setara gender
4 Meningkatkan 4.5.1* (2) pada tahun 2019. 4.2 89,62 84,81 83,42 83,47 83,7 Tidak

Kesempatan SMP/MTs/sedera | Rasio APM
Belajar jat; (3) perempuan/laki-laki
Sepanjang SMA/'SMK/MA/S di SMP/MTs/ Paket B
Hayat untuk ederajat; dan yang setara gender
Semua. Rasio Angka pada tahun 2019. 4.3

Partisipasi Kasar

Rasio APK
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NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
(APK) perempuan/laki-laki
perempuan/laki- | di SMA/SMK/MA
laki di (4) yang setara gender
Perguruan Tinggi. | pada tahun 2019. 4.4
Rasio APK
perempuan /laki-laki
pada PT dan PTA yang
setara gender pada
tahun 2019.
Menjamin
Kualitas
Pendidikan
yang Inklusif Meningkatnya rata-
dan Merata Persentase angka | rata angka melek
serta 4.6.1.(a | melek aksara aksara penduduk usia
4 Meningkatkan | ) penduduk umur | di atas 15 tahun pada 98,07 99,15 98,7 99,11 99 Ya
Kesempatan 215 tahun. tahun 2019 menjadi
Belajar 96,1% (2015: 95,2%).
Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin Persentase
Ketersediaan Meningkatnya akses
rumah tangga .
serta 6.1.1.(a | yang memiliki te?hadap layanan air .
6 Pengelolaan ) akses terhadap minum layak pada 0 0 77,6 83,9 87,6 Tidak
Air Bersih dan lavanan sumber tahun 2019 menjadi
Sanitasi yang yans 100% (2014: 70%).
f air minum layak.
Berkelanjutan
Menjamin Kapasitas Meningkatnya
Ketersediaan prasarana air kapasitas prasarana
6 ISDzrr;[gelolaan 6.1.1.(b ]fnaelfiy‘iﬁf S mah 2212;§E11$$§h N/A N/A 0,041 1 0,088 | 0,131 | pygpp
) m3/det | m3/det m3/det

Air Bersih dan
Sanitasi yang
Berkelanjutan

tangga,
perkotaan dan
industri, serta

tangga, perkotaan dan
industri pada tahun
2019 menjadi 118,6
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NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
rpp | TUJUANTPB o INDIKATOR 59/2017) 2016 2017 2018 | 2019 2020 | Target
penyediaan air m3/detik (2015: 51,44
baku untuk m3/detik) dan
pulau-pulau. penyediaan air baku
untuk 60 pulau.
Menjamin . .
Ketersediaan Proporsi pgpqlam Meningkatnya akses
serta yang memiliki terhadap layanan air
akses layanan . .
6 Pengelolaan 6.1.1.(c) sumber air minum layak pada 0 0 0 0,72% 0 Tidak
Air Bersih dan minum aman dan tahun 2019 menjadi
Sanitasi yang berkelaniutan 100% (2014: 70%).
Berkelanjutan J )
Memamm Persentase .
Ketersediaan rumah tangea Meningkatnya akses
serta 6.2.1.(b an memi%iii terhadap sanitasi yang
6 Pengelolaan ) R stgs terhada layak pada tahun N/A N/A 50,62% 52,91% 69,55% Tidak
Air Bersih dan lavanan sanita{)si 2019 menjadi 100%
Sanitasi yang lay ak (2014: 60,9%).
Berkelanjutan yax.
Meniamin Jumlah Meningkatnya jumlah
J . desa/kelurahan desa/kelurahan yang
Ketersediaan
serta yang melaksanakan 16 29 39
6 Pengelolaan 6.2.1.(c) melaksanakan Sanitasi Total Desa/Ke 27 Desa/Ke | Desa/Ke 39 Ya
CHEeio e Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Desa/Kel Desa/Kel
Air Bersih dan . 7 l 1 1
Sanitasi van Berbasis (STBM) menjadi
Berkelanyu tagn Masyarakat 45.000 pada tahun
J (STBM). 2019 (2015: 25.000).
Menjamin Jumlah
J . desa/kelurahan
Ketersediaan yang Open
serta 6.2.1.(d | Defecation Free (tldak ada dalam 16 07 29 32 39 Tidak
6 Pengelolaan ) (ODF)/ Sto lampiran Perpres Desa/Ke Desa /Kel Desa/Ke | Desa/Ke Desa/Kel ada
Air Bersih dan Buang Air gesar 59/2017) 1 1 1 Target
Sanitasi yang Sembarangan
Berkelanjutan (SBS)
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NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
Jumlah
Menjamin kabupaten/kota | Terbangunnya
Ketersediaan yang terbangun infrastruktur air
serta infrastruktur air | limbah dengan sistem
6 Pengelolaan 6.2.1.(e) | limbah dengan terpusat skala kota, N/A N/A 5 Unit 9 Unit 16 Unit Ya
Air Bersih dan sistem terpusat kawasan, komunal
Sanitasi yang skala kota, pada tahun 2019 di
Berkelanjutan kawasan dan 438 kabupaten/kota.
komunal.
Menjamin
Ketersediaan Proporsi rumah
serta tangga yang (tidak ada dalam Tidak
6 Pengelolaan 6.2.1.(f) | terlayani sistem lampiran Perpres N/A N/A 263 RT 348 SR 407 RT ada
Air Bersih dan pengelolaan air 59/2017) Target
Sanitasi yang limbah terpusat.
Berkelanjutan
Jumlah
kabupaten/kota Peningkatan kualitas
yans pengelolaan air limbah
L ditingkatkan .
Menjamin kuali sistem setempat
. ualitas . .
Ketersediaan melalui peningkatan
pengelolaan .
serta 6.3.1.(a | lumpur tinja kualitas pengelolaan
6 Pengelolaan U p J lumpur tinja N/A N/A 1 Unit 1 Unit 1 Unit Ya
. . ) perkotaan dan
Air Bersih dan . perkotaan dan
o dilakukan
Sanitasi yang embaneunan pembangunan
Berkelanjutan p su Instalasi Pengolahan
Instalasi - .
Lumpur Tinja (IPLT) di
Pengolahan
L. 409 kabupaten/kota.
Lumpur Tinja
(IPLT).
Menjamin Proporsi rumah
Ketersediaan 6.3.1.(b tangga yang (tidak ada dalam Tidak
6 serta ) e terlayani sistem lampiran Perpres N/A N/A 795 RT | 2370 RT | 4306 RT ada
Pengelolaan pengelolaan 59/2017) Target

Air Bersih dan

lumpur tinja.
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=

NO.
TPB

TUJUAN TPB

NO.
INDIKA
TOR

INDIKATOR

TARGET (PERPRES
59/2017)

CAPAIAN

2016

2017

2018

2019

2020

Sesuai
Target

Sanitasi yang
Berkelanjutan

Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Inklusif dan
Berkelanjutan,
Kesempatan
Kerja yang
Produktif dan
Menyeluruh,
serta
Pekerjaan yang
Layak untuk
Semua

8.1.1*

Laju
pertumbuhan
PDB per kapita.

(tidak ada dalam
lampiran Perpres
59/2017)

N/A

12,09

11,1

8,76

-12,97

Tidak
ada
Target

Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Inklusif dan
Berkelanjutan,
Kesempatan
Kerja yang
Produktif dan
Menyeluruh,
serta
Pekerjaan yang
Layak untuk
Semua

8.1.1.(a

PDB per kapita.

Meningkatnya Produk
Domestik Bruto (PDB)
per kapita per tahun
menjadi lebih dari Rp
50 juta pada tahun
2019 (2015: Rp 45,2
juta).

34,2

38,33

42,59

46,32

40,31

Tidak

Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Inklusif dan
Berkelanjutan,
Kesempatan
Kerja yang

8.5.2*

Tingkat
pengangguran
terbuka
berdasarkan jenis
kelamin dan
kelompok umur.

(tidak ada dalam
lampiran Perpres
59/2017)

NA

5,42

4,08

5,37

4,98

Tidak
ada
Target
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NO.
TPB

TUJUAN TPB

NO.
INDIKA
TOR

INDIKATOR

TARGET (PERPRES
59/2017)

CAPAIAN

2016

2017

2018

2019

2020

Sesuai
Target

Produktif dan
Menyeluruh,
serta
Pekerjaan yang
Layak untuk
Semua

Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Inklusif dan
Berkelanjutan,
Kesempatan
Kerja yang
Produktif dan
Menyeluruh,
serta
Pekerjaan yang
Layak untuk
Semua

8.5.2.(a

Tingkat setengah

pengangguran.

(tidak ada dalam
lampiran Perpres
59/2017)

NA

8735

7514

10403

10076

Tidak
ada
Target

Membangun
Infrastruktur
yang Tangguh,
Meningkatkan
Industri
Inklusif dan
Berkelanjutan,
serta
Mendorong
Inovasi

9.2.1.(a

Laju
pertumbuhan
PDB industri
manufaktur.

Meningkatnya laju
pertumbuhan PDB
industri manufaktur
sehingga lebih tinggi
dari pertumbuhan
PDB (2015: 4,3%).

6,63

9,31

9,9

10,12

13,1

Ya

10

Mengurangi
Kesenjangan
Intra- dan
Antarnegara

10.1.1%

Koefisien Gini.

Koefisien Gini pada
tahun 2019 menjadi
0,36 (2014: 0,41).

0,327

0,31

0,328

0,344

0,316

Ya
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NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
rpp | TUJUANTPB o INDIKATOR 59/2017) 2016 2017 2018 | 2019 2020 | Target
Meneuranei Jumlah daerah
Keseib'lan in 10.1.1.( Jumlah daerah tertinggal yang
10 Jjang T | tertinggal yang terentaskan sebanyak 13 32 56 94 119 Ya
Intra- dan b)
Antarneeara terentaskan. 80 kabupaten pada
8 tahun 2019.
Mengurangi
. Berkurangnya Desa
1o | Kesenjangan | 10.1.1.( | Jumlah desa Tertinggal sebanyak 112 112 134 120 104 Ya
Intra- dan ) tertinggal.
5.000 desa.
Antarnegara
Mengurangi .
Kesenjangan 10.1.1.( | Jumlah Desa Menmgkatnya Des.g .
10 .. Mandiri paling sedikit 0 0 0 0 1 Ya
Intra- dan d) Mandiri.
sebanyak 2.000 desa.
Antarnegara
Menjadikan Jumlah korban
Kota dan meninggal, hilan
Permukiman dan tefl%er;a g (tidak ada dalam Tidak
11 | Inklusif, 11.5.1% lampiran Perpres 0 0 50% 60% 72% ada
dampak bencana
Aman, 59/2017) Target
per 100.000
Tangguh dan ran
Berkelanjutan orans.
Menjadikan
Kota dan
Permukiman 11.5.1.( Indeks Risiko 11\411211112) r%r;ﬁzzéz(%fg;)
11 | Inklusif, 7 | Bencana . . 0 0 0 59% 54% Tidak
a) . mencapai 30% hingga
Aman, Indonesia (IRBI).
tahun 2019.
Tangguh dan
Berkelanjutan
Menjadikan
Kota dan Jumlah sistem . .
. . L Tersedianya sistem
Permukiman 11.5.1.( peringatan dini eringatan dini cuaca
11 | Inklusif, 77 | cuaca dan iklim peringa 0 0 0 1 0 Ya
A c) dan iklim serta
man, serta kebencanaan
Tangguh dan kebencanaan. ’
Berkelanjutan
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perkotaan

paling sedikit di 12

NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
Menjadikan
Kota dan Jumlah kerugian
Permu_k1man 11.5.2.( | ekonomi (tldak ada dalam Tidak
11 | Inklusif, a) langsung akibat lampiran Perpres 0 0 0 0 0 ada
Aman, b 59/2017) Target
Tangguh dan encana.
Berkelanjutan
Menjadikan Meningkatnya
Kota dan
Permukiman e Perseniclase cakupe}tln perlianganan
11 | Inklusif, 11.6.1.( Sar’i‘{pa SamPad. per Otagn 69,66 70,63 48,61 33.99 27,92 Tidak
Aman a) perkotaan yang menjadi 80% pada
Tangg,uh dan tertangani. tahun 2019 (2013:
o,
Berkelanjutan 46%).
Terwujudnya kota
hijau yang
berketahanan iklim
dan bencana melalui
Menjadikan Jumlah kota pengembangan dan
Kota dan hijjau yang enerapan green
Permukiman mengembangkan \I))vater preerzclg waste
. 11.6.1.( | dan menerapkan ' & .
11 | Inklusif, . (pengelolaan sampah 0 0 0 0 0 Tidak
b) green waste di
Aman, dan limbah melalui
Tangguh dan kawasan reduce-reuse-recycle)
. perkotaan L
Berkelanjutan metropolitan green transportation
p ’ khususnya di 7
kawasan perkotaan
metropolitan, hingga
tahun 2019.
Meniadikan Jumlah kota Terwujudnya kota
J hijau yang hijau yang
Kota dan
11 | Permukiman 11.7.1.( | menyediakan berketahanan iklim, 0 0 0 0 0 Tidak
Inklusif a) ruang terbuka melalui penyediaan
Aman ’ hijau di kawasan | ruang terbuka hijau,
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NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
Tangguh dan metropolitan dan | kawasan perkotaan
Berkelanjutan kota sedang. metropolitan dan 20
kota sedang, hingga
tahun 2019.
Menjadikan
Kota dan Dokumen strategi
Permukiman pengurangan (tidak ada dalam Tidak
11 | Inklusif, 11.b.2* | risiko bencana lampiran Perpres 0 0 0 0 0 ada
Aman, (PRB) tingkat 59/2017) Target
Tangguh dan daerah.
Berkelanjutan
Mengambil . | Menurunnya Indeks
. Dokumen strategi .
e pengurangan | Nl Bencane
P . « | risiko bencana s
13 | Mengatasi 13.1.1 (PRB) tingkat pengurangan risiko 0 0 0 1 Dok 0 Ya
Perubahan . g bencana tingkat
. nasional dan .
Iklim dan daerah nasional dan daerah
Dampaknya ) hingga tahun 2019.
'Il\{[iirgliir::ﬂ Jumlah korban
Cepat untuk gﬂfrll’lfcréfﬁghahllang (tidak ada dalam Tidak
13 | Mengatasi 13.1.2* dampak bencana lampiran Perpres 0 30% 30% S50% 50% ada
f}gg;bg:in per 100.000 59/2017) Target
Dampaknya orang.
Menguatkan
Masyarakat
ﬁiﬁg];zrl;l:;lf Jumlah kasus
untuk 16.1.1.( kejahatan (tidak ada dalam Tidak
16 7 | pembunuhan lampiran Perpres 6 7 N/A N/A N/A ada
Pembangunan | a)
Berkelanjutan pada satu tahun | 59/2017) Target
Menyediaan terakhir.

Akses Keadilan
untuk Semua,
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NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
dan
Membangun
Kelembagaan
yang Efektif,
Akuntabel,
dan Inklusif di
Semua
Tingkatan
Menguatkan
Masyarakat
yang Inklusif Persentase .
dan Damai peningkatan Meningkatny a .
. . persentase opini Wajar
untuk Opini Wajar T .
anpa Pengeculian
Pembangunan Tanpa (WTP) atas laporan
Berkelanjutan, Pengecualian b
. keuangan pada tahun
Menyediaan (WTP) atas 2019 untuk
16 Akiei Iéeadllan 16.6.1.( %aporan Kementerian/Lembaga WTP WTP WTP WTP WTP Ya
untuk Semua, | a) cuangan : 95%, Provinsi: 85%,
dan Kementerian/ Kabupaten:60%. Kota:
Membangun Lembaga dan upaten:oiise, £o )
. 65% (2015 untuk K/L:
Kelembagaan Pemerintah .
. 74%, Provinsi: 52%,
yang Efektif, Daerah Kabupaten: 30%
Akuntabel, (Provinsi/Kabupa Ko ta'gr)l‘y) ’ ”
dan Inklusif di ten/Kota). o
Semua
Tingkatan
Menguatkan Persentase Meningkatnya
Masyarakat peningkatan persentase Skor B
yang Inklusif Sistem atas Sistem
dan Damai 16.6.1.( Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja 62.03
16 | untuk b) 77 | Kinerja Instansi Pemerintah 60,88 (B) | 61,11 (B) (]’3) 64,75 (B) | 66,44 (B) Ya
Pembangunan Pemerintah (SAKIP) untuk
Berkelanjutan, (SAKIP) Kementerian/Lembaga
Menyediaan Kementerian/Le : 85%, Provinsi: 75%,
Akses Keadilan mbaga dan Kabupaten/Kota: 50%
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NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
untuk Semua, Pemerintah pada tahun 2019
dan Daerah (Provinsi/ | (2015: K/L: 60,24%,
Membangun Kabupaten/Kota) | Provinsi: 30,30%,
Kelembagaan . Kabupaten/Kota:
yang Efektif, 2,38%).
Akuntabel,
dan Inklusif di
Semua
Tingkatan
Menguatkan
Masyarakat
yang Inklusif
dan Damai
untuk
Pembangu nan Meningkatnya
Berkelanjutan,
. Persentase penggunaan E-
Meny edlaap penggunaan E- procurement terhadap
16 Akses Keadilan | 16.6.1.( procurement belanja pengadaan 76 80 86 92 94 Ya
untuk Semua, | ¢ . o
dan terhadap belanja | menjadi 80% pada
pengadaan. tahun 2019 (2013:
Membangun 30%
0).
Kelembagaan
yang Efektif,
Akuntabel,
dan Inklusif di
Semua
Tingkatan
Menguatkan Persentase Meningkatnya
Masyarakat instansi persentase instansi
yang Inklusif pemerintah yang | pemerintah yang
dan Damai 16.6.1.( | memiliki nilai memiliki nilai Indeks
16| intuk d) Indeks Reformasi | Reformasi Birokrasi ) ) 56,18 ) 56,45 Ya
Pembangunan Birokrasi Baik Baik untuk
Berkelanjutan, Kementerian/Le Kementerian/Lembaga
Menyediaan mbaga dan menjadi 75%,
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NO. CAPAIAN
NO. TARGET (PERPRES Sesuai
Tpp | TOJUANTEB | INOIKA | INDIKATOR 59/2017) 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target
Akses Keadilan Pemerintah Provinsi: 60%,
untuk Semua, Daerah (Provinsi/ | Kabupaten/Kota: 45%
dan Kabupaten/Kota) | pada tahun 2019
Membangun . (2015: untuk K/L:
Kelembagaan 47%, Provinsi: NA,
yang Efektif, Kabupaten/Kota: NA).
Akuntabel,
dan Inklusif di
Semua
Tingkatan
Menguatkan
Masyarakat
yang Inklusif
dan Damai
untuk Persentase
Pembangunan keterwakilan
Berkelanjutan, perempuan di Meningkatnya
Menyediaan Dewan keterwakilan
Akses Keadilan | 16.7.1.( | Perwakilan perempuan di DPR
16 untuk Semua, | a) Rakyat (DPR) dan | dan DPRD (Hasil 30% 30% 30% 30% 27,50% Ya
dan Dewan Pemilu 2014 untuk
Membangun Perwakilan DPR: 16,6%).
Kelembagaan Rakyat Daerah
yang Efektif, (DPRD).
Akuntabel,
dan Inklusif di
Semua
Tingkatan
Menguatkan Meningkatnya
Masyarakat ersentase anak yan
yang Inklusif 16.9.1.( Persentase anak ?nemiliki akte yang
16 | dan Damai b 77| yang memiliki Kkelahi odi 65,89 95,88 89,3 97,75 93,82 Ya
untuk ) akta kelahiran. ¢ ahiran menjadi
85% pada tahun 2019

Pembangunan .

. (2015: 75%).
Berkelanjutan,
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Akses Keadilan
untuk Semua,
dan
Membangun
Kelembagaan
yang Efektif,
Akuntabel,
dan Inklusif di
Semua
Tingkatan

NO. CAPAIAN

NO. TARGET (PERPRES Sesuai

rpp | TUJUAN TPB "‘,'r'gg“ e 59/2017) 2016 2017 2018 | 2019 2020 | Target
Menyediaan
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Tabel T-C.19

i Hasil P Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kiner icosi P - Realisasi Capaian Kinerja dan e . P -
h rja Program (Outcomes) | . Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d Target Kinerja dan Anggaran RKPD " - Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
No. Kode :;";?;:‘:‘7";:9:1"::?;‘ é“"::egiahn Kegiatan / Sub Kegiatan (Outputs) Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun 2021 Tahun 2022 Triwulan II Tahun 2022 Anggaran RKPDZ(T,;';'"'“ I Tahun Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2022 Anggaran RPIMD s.d Tahun 2022 (%)
1 2 |3 4 6 7 8 9 =8/7 x100% 10=6+8 11 = 10/5 x 100%
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8.01
Program Penunjang Urusan aranaldan
1. |4 |o1 |o1 Pe(:r?e:inta: o :rahg usa Kerja Yang Menunjang Pelayanan 100 Persen 18.768.248.412 20 Persen | 4.139.865.322 20 Persen | 29.786.961.861,00 20 Persen | 12.354.096.324 100,00 % 4147 % 40 Persen | 16.493.961.646 (40,00 % 16.493.961.646
4 |01 |01 |201 :2:::2:::2::;5“'“5' kinerja | Pesentase ::':;:f‘a"“" dan evaluasl kinerja 90 Persen 74.986.700 | 20 Persen 11.815.000 | 100 Persen 69.630.000,00 |20 Persen 27.028.000 [20,00 % 3882 % 40 Persen 38.843.000 [44,44 % 43.158.889
4 Jo1 [o1 (2,01 |01 Penyusunan renstra dan renja Jumlzh dokumen yang disusun tentang Penyusunan 8 Dokumen 13.735.200 |1 Dokumen| 2.995.000 |8 Dokumen| 10.000.000,00 4 Dokumen| 5745000 |5000 % 5745 % 5 Dokumen| 8.740.000 [62,50 % 109.250.000
neranakat daerah renstra dan renia neranakat daerah
Koordinasi dan Penyusunan ; : 9 o 3.950.000
4 01 |01 2,01 02 Dokumen RKA-SKPD jumlah dokumen RKA yang disusun 2 Dokumen 12.511.600 |1 dokumen 5.210.000 |2 dokumen 10.000.000,00 1 dokumen 9.869.000 [50,00 % 98,69 % 2 dokumen 15.079.000 (100,00 % 753.950.
4 Jor ot [200 o3 Koordinasi dan Penyusuran oo |umiah dokumen perubahan RKA yang disusn 2 Dokumen 17.027.650 |1 Dokumen| 2 Dokumen| 10.000.000,00 1 Dokumen| 50,00 % 000 % 2 Dokurmen - |10000 % -
4 Jor [0 [201 |04 Ezﬁs‘”as' dan Penyusunan DPA- |3\ 1ah Dokumen DPA yang disusun 2 Dokumen 10.954.000 |1 Dokumen| 3.610.000 |2 Dokumen| 10.000.000,00 1 Dokumen| 3.610.000 [50,00 % 3610 % 2 Dokumen| 7.220.000 |100,00 % 361.000.000
4 for o1 [200 |os Koordinasi dan Penyusunan jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun 10 Dokumen 14.925.500 [0 Dokumen| 10 Dokumen| 10.000.000,00 5 Dokumen| 5000 % 000 % 5 Dokumen| -ls000 % -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4 01 01 2,01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar jumlah laporan yang disusun 5 Laporan 5.832.750 |0 Laporan 5 Laporan 19.630.000,00 5 Laporan 7.804.000 (100,00 % 39,76 % 5 Laporan 7.804.000 {100,00 % 156.080.000
Realisasi Kineria SKPD
01 |01 [2,02 inistrasi Jumlah Laporan vana disusun 100 Persen 163.985.800 |20 Persen 1.873.707.237 100 Persen | 12.031.785.000,00 20 Persen 6.416.542.246 [20,00 % 5333 % 40 Persen 8.290.249.483 (40,00 % 8.290.249.483
4 01 01 2,02 01 Penyediaan Gajih dan tunjangan PNS |Jumlah penyediaan gajih dan tugas ASN 126 org 250 Org 1.829.376.437 250 Org 11.774.785.000,00 250 Org 6.315.135.946 (100,00 % 53,63 % 500 Org 8.144.512.383 (396,83 % 6.463.898.717
4 o1 01 2,02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan |Jumlah dokumen_ adaministrasi pelaksanaan tugas 2 Dokumen 25.000.000 |1 Dokume 700.000 |2 Dokume 42.000.000,00 1 Dokume 1.523.000 | 50,00 % 3,63 % 2 Dokume 2223.000 |100,00 % 111.150.000
Tuaas ASN ASN vana tersedia n n n n
4 Jor ot [202 o3 Pelaksanaan Penatausahaan dan | Jumiah dokumen penatausahaan dan pengujian/ 5.500 Berkas 17409200 | 100 Berkas 14586.000 | 5.500 Berkas 4200000000 | 2.750 Berkas 21.144.000 [50,00 % 5034 % 2850 Berkas 35730000 51,82 % 649.636
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |verifikasi keuangan SKPD yang terlaksana
4 o1 |01 [2,02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan 1 Dokumen 17.510.200 |1 Dokume 24.588.550 |1 Dokume 50.000.000,00 1 Dokume 32.798.650 |100,00 % 6560 % 2 Dokume 57.387.200 |200,00 % 5.738.720.000
Akuntansi SKPD akutansi SKPD vana terlaksana n n n n
4 o1 |01 [2,02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan |jumiah Dokumen koordinasi dan penyusunan 1 Dokumen 75.194.900 |1 Dokume 4.456.250 |1 Dokume 90.000.000,00 1 Dokume 24.378.250 |100,00 % 27,00 % 2 Dokume 28.834.500 |200,00 % 2.883.450.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD laporan keuangan akhir tahun yang tersusun n n n n
4 o1 |01 [2,02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan | Jumiah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan bahan 15 Dokumen 23.751.500 Dokume 15 Dokume 25.000.000,00 | Dokume 17.343.400 (0,00 % 6937 % 0 Dokume 17.343.400 [0,00 % 115.622.667
Tanaganan Pemeriksaan T: eriksaan Yana disiankan n n n n
Koordinasi dan Penyusunan Laporan -
Keuangan Jumlah Dokumen Koordinasi dan penyusunan Dokume Dokume Dokume Dokume
4 01 |01 |2,02 07 Bul ngn/,rriw Janan/Semesteran laporan keuangan bulanan/ triwulan/ 1 Dokumen 2.120.000 N 1 N 4.000.000,00 N 2.280.000 0,00 % 57,00 % 0 N 2.280.000 |0,00 % 228.000.000
§E:na uianal estera semesteran/SKPD yang disusun
4 for o1 202 o8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis - | Jumlah dokumen penyusunan pelaporan dan 1 Dokumen 3.000.000 Dokume 1 Dokume 4.000.000,00 Dokume 1939000 (000 % 4848 % 0 Dokume 1939000 (0,00 % 193.900.000
Prognosis Realisasi Anggaran analisis prognosis relisasi anggaran yang tersusun n n n n
4 |o1 [o1 |2.03 Administrasi Barang Milik jumlah dokumen yang disusun 2 Dokumen 345.162.012 |1 Dokum 36.702.400 2 Dokum 243.000.000,00 1 Dokum 97.104.000 |50,00 % 39,96 % 2 Dokum 133.806.400 (100,00 % 6.690.320.000
Daerah pada Perangkat Daerah en en en en
Jumlah berkas laporan penyusunan perencanaan Berkas Berkas Berkas Berkas Berkas
b b P o 1 2 o Dokume 12 Dokume Dokume 000 % 000 % 0 Dokume 000 %
" o1 o1 2.03 o1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan ebutuhan barang mili aeral yang tersusun 'okumen 2.626.000 n n n n B R
) Barang Milik Daerah SKPD Lembar B lembar lembar lembar lembar
jumlah lembar penggandaan 11.200 Pengganda penggan 11.200 penggan penggan 0,00 % #DIV/O! % 0 penggan 0,00 %
an daan daan daan daan
4 o1 01 2.03 02 ;zr;%amanan Barang Milik Daerah Jsu|$l|:a>h dokumen pengamanan barang milik Daerah 4 Dokumen 10.212.100 Eokume 4 Eokume Eokume 0,00 % 0,00 % 0 Eokume - lo,00 % -
4 o1 o1 2.03 03 Koordinasi dan penilaian barang milik | Jumlah qokumen koordinasi dan pelaksanaan 1 Dokumen 68.570.250 Dokume 1 Dokume Dokume 0,00 % 0,00 % 0 Dokume - |o,00 % N
daerah SKPD akutansi SKPD vana terlaksana n n n n
jumlah berkas laporan rekonsilisi dan penyusunan Berkas Berkas Berkas Berkas Berkas
4 01 01 2.03 05 laporan barang milik daerah pada SKPD yang 12 Dokumen 1 Dokume 12 Dokume 1 Dokume 8,33 % 2 Dokume 16,67 %
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan |tersiisin n n n n
.- 15.965.000 2.100.000 22.000.000 7.295.000 33,16 % 9.395.000 78.291.667
Barang Milik Daerah pada SKPD Lembar lembar lembar lembar lembar
jumlah lembar penggandaan 16.000 Pengganda 2.000 penggan 16.000 penggan 2.000 penggan 12,50 % 4000 penggan 25,00 %
an daan daan daan daan
Jumlah dokumen penatausahaan barang milik Berkas Berkas Berkas Berkas Berkas
10 1 Dokume 10 Dokume 1 Dokume 10,00 % % 2 Dokume 20,00 %
penatausahaan Barang Milik Daerah daerah pada SKPD yang tersusun Dokumen
4 01 01 2.03 06 120.866.600 n 29.062.400 n 136.000.000 n 69.022.000 50,75 n 98.084.400 980.844.000
pada SKPD Lembar lembar lembar lembar lembar
jumlah lembar penggandaan 16.000 Pengganda 1.000 penggan 16.000 penggan 9.000 penggan 56,25 % % 10000  penggan 62,50 %
an daan daan daan daan
Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah dokumen pembinaan, pengawasa dan Dokume Dokume Dokume Dokume
4 01 01 2.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah pengendalian barang milik daerah pada SKPD yang 4 Dokumen 118.023.062 |1 n 5.540.000 (4 n 85.000.000 |2 n 20.787.000 |50,00 % 24,46 % 3 n 26.327.000 |75,00 % 658.175.000
nada SKPD tersusun
a4 o1 |o1 |20 Administrasi Kepegawaian jumlah dokumen yang disusun 2 Dokumen 101.515.000 |0 Dokum 2 Dokum - o Dokum 000 % #DIV/O! % 0 Dokum oo -
Peranakat Daerah en en en en
4 Jor [0 [205 |02 Z‘:rri‘gjtdaa” Pakaian Dinas Beserta |5 1121 pNS yang diadakan pakaiannya - PNS 66.515.000 |200 PNS 200 PNS 200 PNS 10000 % #DV/OI % 400 PNS - |#ovior % #DIV/0!
4 01 01 2.05 06 Pemulangan Pegawai vana Pensiun _|jumalah peaawai pensiun vana dipulanakan 4 Jenis - 175 jenis 75 jenis 75 jenis 100,00 % #DIV/0! % 150 jenis - 13750,00 % -
4 01 jo1 [2.05 08 i Tudas ASN Jumlah PNS vana pindah tugas. 6 _orana - |10 Orang 10 Orana 10 Orang 100,00 % #DIV/O!